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PERiIYATAAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN OIREKSI PT PP PRESISI TBK

PEMMAN GOOD CORPORATE @VER}IA}OE

Penerapan Good Corporde Governance (GCG) rerupakan wujud kepatuhan tefhadap Pefduran lt eflteri

Badan Usaha Mlik Negara No. PER-ZMBU/03/2023 hnggal 3 lvlaret 2023 tentang Pedoman Tata Kdola dan

Keghtan Kcrporasi S[nifikan Badan Usaha Mlik Negara. Kami menyadari bahwa pener4an GCG merupakan

hal penting dalam mencapai vbi dan mbi pefusahaan. Penaapan GCG dapat menciptd<an lingkungan yang

kondusif, serta memiliki peranan yang penting dani kebalangsungan perusahaan yang akan manberikan nihi

tambah bagi para pemangku kepentingan int€rnal maupun kepefltingan ekslernal. Dengan penaapan GCG,

Perusahaan d<an memiliki daya saing tinggi dalam nrenghadapi persaingan usaha mendoong pegdolaan

secara profusbnal, dektif, dan efisier dilandasi nilai moral dan kepduhan tahadap pemtran perundangan

sdlingga dapat berkonfibusi dalam perekonomian neir:nal dan peningkatan iklim perkanbangan investasi

nasional.

oldr karena itu Deuan Kornisarb dan Direksi Pensahaan menydakan komibnen untdr melaksanakan

penerapan GCG sesuai dangan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan GCG PT PP Presbi lbk edisi Tahun

2023 sebagai penyempumaan <lari Tahun 2021, dan sebagai daar pelaksanaan proses GCG di Perusahaan

secara keseluruhan.

Apabila dikemudian hari terd4at kekdiruan dau perubahan pefduran paundang-undangan yang bedaku,

maka segala sesudunya akan diubah sebagaimana rnedinya.
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Deran Komisads & Dir€ksi

PT PP Presisi Tbk
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Komisaris
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un

Direktur Operasi

Moh. Adf lsuahvudi

Direktur Keuangan, MR & Legal

Direktur Perencanaan Bisnis & HCM
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PENDAHULUAN

Panduan pdaksanaan GCG menpakan kailah, nama daupun pedonan koporei yang dipedukan dalam

sistem pengdolaan Perusahaan yang sdrat Panduan GCG ini dimaksudkan sebagai pedoman/prinsip-prinsip

di dalam mdaksanakan pengeldaan dan aldivitas Pensahaan ssta sebagai had llanual seluruh demen

Perusahaan dengan tuluan ear dapat dipahami dan diaplikasikan di dalam kebijakan kerja sehni-hai sq.abn

dmgan prinsip-pinsip GCG.

Panduan GCG senantiasa dGn dilakukan pengka,iian ulang dan pemutd<hiran dbeuaikan terhadap perabran

paundangan-undangan yang bedaku dan penyempumaan secara terus menerus serta bakesinambungan

dalam upaya mencapai dandar pengdolaan Perusahaan yang Qtirnl.
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Panduan GCG ini menyempumakan Buku Pedo.nan Pdaksanaan GCG Tahun 2021 dbesuaikan dengan

nengao kepada Perubahan Anggaan Dcar Perusahaan PT PP Presbi Tbk yaitu Alda No.tl0 tanggal 27 Apil

2022 yaq dibuat oleh Fatriah Hdmi, SH. Ndarb di Jakata yang tdah m€ndapatkan Persdujuan Perubahan

Anggaran Dasa PT PP Presbilbk deh Kernenterian Hukum dan HAM Negara Republik lndonesia berdastkan

Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaan Dmar No. AHU- AH.01.11{118208 Tahun 2022latggal

23 Juni2022.



VISI DAN MIg PERUSAHAAN

Dalam rangka pengernbangan Perusahaan dan sernakh tingginya tagd kinaia perusahaan, Direksi melakukan

perubahan Vsi dan [v[si Perusahaan dan tdah dbahkan sesiai Surd Keputrsan Direksi PT PP fresbi Tbk

No. 02&S|(PFRHD|R2018 tanggal 17 September 2018 tentang VEi dan Msi Perusahan sebagBi ber*d:

vtst

i,lenjadi Pausahaan konSuksi brintegrasi berbasb alat berat terkernuka di lndonesh dan regimd

Mtst

1 . tirenyediakan Jasa konsbuksi spesialb dengan diferalsiasi poduk dan pelayanan prima ;

2. ilengernbangkan strdegi sinergi bbnb berdaya saing tinggi dan m€rnberikan nilai tambah yang optimal

kepada pemangku kepantingan;

3. Mengedepankan aspek ollsE dan tab kdda Perusahaan yang bak dalam mafalankan prmes bisnb;

4. lilengembangkan sumber daya manusia yang prdcirnal dan produffiif sesuai dengan nilai-nihi

Perusahaan;

ilITAI.illLA PERUSAHAAiI

PT PP Presbi Tbk befkomihn€n menefapkan GCG atau Tata Kdola Perusahaan yang baik pada sduruh

individu di perusahaan untr* mewuludkan vbi perusahaan serta menyikapi situasi p€rsaingan usaha yang

semakin keras. GCG akan berjahn dengan baik apabila sduruh individu di PT PP Presisi lbk memiliki nilai-nilai

yang mdekat pada diri masing-masing.

Sebagai penyernpumaan dd Budaya Perusdraan yang tdah ada, maka pada hnggal 14 Juli 2020, ltilanaiemen

merumuskan Nilai-Nilai Perusahaan sesuai dengan keputusan Direksi PT PP ftesbi Tbk

No.1'l liSl(PP/DlR/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (Core Values) Perusahaan "AKHLAK, yang

terdiri dai: Amanah, Kornpeten, Hanrrcnb, Loyal, Adaptif, dan Kdabqdif.
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CORE VALUES
INSAN BUMN

AMANAH

(-PP)
PRESIS I

KOMPETEN

HARMONIS

LOYAL

ADAPT!F

l.lemegang teguh kepercayaan yang dibetlkan

Batdcdikasi dan rrengutamal€n kepantingln
Bangsa d.n Negara

Terus berinovasi dan antusias dalam
menggerakkan ataupun menghadaPi P€rubahan

KOLABORATIF

VP-CORSEC lr,lqr-LEGAL

.ry qr

Saling peduli dan m€nghargai perbcdaan

Terus belaiar dan mengembangkan kaPabilitas

M€mbangun kerja sarna yang rinergis



BAGIAN PERTAMA

GOOD CORPORATE GO\ERilAilCE (GCG)

I. KEBIJAIGil GCG PERUSAHAAiI

Perusahaan mennndang bahwa penerapan GCG nerupakan salah satu Pedotmn Kebijakan. Petusahaan

meyakini p€nerapan GCG secaa konsisten dan bed<esinambungan akan d4at meningkaUtan kinaja

Perusahaan, yang pada gilirannya akan dapat nrenjadikan Perusahaan bemilai tambah yaitu pethgkatan

kernanfaatan b4i Pemegang Saham pada khususnya dan Pemangku Kepentingan (Sa,rehoft,ers) pada

umumnya dahm iangka panjang. Paryusunan kebijakan tanturrya haus s+hn dengan peraluran pa'undang-

undangan yang balaku.

Kebijakan dalam rnengdola Perusahaan berbikan prinsip-pinsip pengelolaan Perusahaan yaE dalam

implemantasinya akan dikutidengan bertagai kebijakan serb peraturan teknb sesuai kebduhan Perusahan.

Keberadaan kebiiakan tersebut diharapkan dran dapd nrenjadi aaran bagi segen ap'F\pan Perusahaan dahm

menlalankan aktffias bbnb Perusahaan sesuaidengan prirsh-prinsip GCG. il,lengingat lingkungan bbnis yang

bersifat dinamis dan bekembang, rEka keblakan dalam margdola Perusaluan ini senantiasa disesuaikan

dengan kondisi internal maupun ekstemal yang ada

Pengkaiian secara berhesinarnbungan akan selalu dilakukan sebagai upaya mencapai dandar kaja yang

terbaik bagi Perusahaan.
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Pedoman

Good

Corporate
Governan
ce (GCG)

PT PP

Presisi lbk
Tahun

2023

1. Peratunan

Perundang-

Undangan
yang berlaku

2. Anggaran
Dasar

Perusahaan

3. Msi, tllisi,
Nilai

Perusahaan

dan Budaya

Perusahaan
4. lnternal dan

External Bed
Practices

il

A. SKEMA PENYUSUI.IAN GCG:

TIJJUAI{ PEilERAPAil GCG

Penaapan GCG di Perusahaan be uiuan untuk:

A. tvlencapai pertumbuhan dan imbalan hasil yang maksinnl sdringga meniqkatran nilai (vafue) Perusdlaan

agar manihti daya saing ,4g kuat bak secara nakrnal nnupun internakmd, sdlingga mampu

m€rnpertahankan keberadaannya dan h6up b€fkdanFtan unt* mencapai maksud dan tujuan

Perusahaan, sata memrjudkan keshaflbungan Pensahaan dahm jangka pania]E bnpa maqabaikan

kep€ntilqan Pernangku Kepattingan lainnya;

B. lvhngendalikan dan mangarahkan hrbungan yang baik artara Pemegang Saham, Dewan Komisaris,

Direksi, dan sdr.ruh Pemangku Kepatingan Perusahaan bedandaskan Perdural Paundang-Undangan

yang berlaku;

C. trrhndukung aklivitas pengendalian internal dan pergernbaryan Perusahaan hagi terc4ainya daya saing

secara nasional maupun intanasimal sdringga meningkatkan kepercayan paar yaq dapat mendcong

arus invedasi dan pdtumbuhan ekondni nasbnal yang berkesharhlngan;

D. lrilengelola sumber daya s€cda lebih amanah dengan mena4kan ffisip kdtdi-hatian;

E. tvlenlukat€n pshnggungFwaban kepath Pemangku Kepenthga;

F. irernperbaiki futlaya keria Perusahaan; dan

G. ilenjadikan Perusahaan bernilai tadah yaitu ncningkaten kesqahteraan sduuh insan Perusdtaan

berikut paringkatan kemanfadan bagi Panangku Kepatingan Psusahaan;
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ilt.

H. Mendorong pengddaan Perusahaan secara pofessirnal, efisien, dan dektl, serta manberdayakan fungsi

dan neningkafl<an kermndirian Ogan Perusdraan;

l. lrilenduong agar Organ Pawahaan clalam mernbuat kefliusan dan menialankan tindakan dihndasi nilai

moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ket$tuan peratran peundang-undangan, serta kesadaan

akan adanya tanggung lawab scial Perusahaan terhadp pernangku kepenthgan maupun keleshrian

lingkungan di sekita Perusahaan;

J. lrileningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasirnal; dan

K. Meningkatkan iklim yang kondcil bagi perkanbangan investei nasimal.

SASARAil

A Terlaksananya si$em nEnaiemen strdegi yang handal, sehingga mampu rnerumuskan Vsi, Msi, Tujuan

dan sasaran yang se,alan dengan rencana srategi (straleg,b plan) Pausahaan baik iangka pendek

nnupun iangka panjang;

B. Adanya ketebukaan serta korrunikasi dua aah baik dengan rEulata, pelaku pasa modal dan Panangku

Kepentingan hinnya;

C. Berfungsinya dengan baik organ-ogan pendukung kegidan pengendalian internal dan pangembangan

Perusahaan;

D. Dilegakkannya kornitrnen dan duran rnin daripraKik panyelanggaaan bisnb yang badka;

E. Tersedianya sumber daya rnanusia yang handal, unggul prdesir:nal dan bebas dai bentuan kepaltingan;

F. Dipastikannya seluruh jajaran Perusahaan mengdahui dan rnmpu meniahnkan tqas, kewaiiban dan

tanggung jawab sesuai kdentuan yag berlaku sata nrengetahui penany dan rewufinya; dan

G. Ditegakkannya kepedulian pada masyaakd sekitar dan pada kdedarian lingkungan.
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IV. ACUAT{ KEBIJAKAil

Penwsunan Pedoman GCG ini maqaar pada kdertuan sebagai berikut :

A. Undang-Undang yang mdputi antaa hin:

1. Undang-undang Republk lndonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasa lilodal berikut perubahan-

perubahannya;

2. Undang-Undang Republik lndonesia No. 19 Tahun 2003 bntang Badan Usaha Milik Negara buikut

perubahan-perubahannya;

3. Undang-Undang Repub$k lndonesia No 6 Tahun 2023 tentang Panehpan Perduran Pemerintah

Pengganti UndangUndang RepuHik lndmesia No. 2 Tahun 2022 tertang Cipta Kerja neniadi

Undang-Undang berikut perubahan-perubahannya

4. Undang-Undang Republik lndmesia No. 13 Tahun 2003 tertang Kdenagd<erjaan berikut perubahan-

perubahan nya;

5. Undang-Undang Republik lndmesia No. tlO Tahun 2007 tattang Perusahaan Tsbatas berikut

perubahan-perubahannya.

B. Peraturan Otaitas Jasa Kanangan dan Busa Efek lndmesia (BEl) antara lain :

1. Peratunan Otortas Jasa Karangan No.21IPOJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang

Penerapan Pedoman Tata Kdola Perusahaan Terbuka berikut perubahat-paubahannya;

2. Surat Edaran Otatas Jasa Kanargan No.32SEO.JK.04/2015 tanggl 17 November 2015 tentang

Pedornan Tata Kelda Perusahaan Terbuka b€rkut perubahan-pa'ubdtannya;

3. Peraturan Otoitas Jasa Kerangan No. 31/POjK04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang

Keterbukaan Aas lnformasi dau Fakta ilaterial Oleh Eminten Atau Perusahaan Publik berikut

perubahan-perubahannya;

4. Peratunan Otaitm Jasa Karangan No. 1ilPO1K.042020 tanggal 20 April 2020 tantang Rencana dan

Parydanggaraan RUPS Perusahaan Terbuka berikut perubahanperubahatnya;

5. Peraturan Oaitas Jaa K€uangan No.3UPOJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi

dan Daan Komisarb Eminten dau Perusahaan Publik berikut paubahan-perubilannya;

6. Peraturan Otaihs Jasa K€uangan No. 34/P0JK04/2014 hnggal 8 Desember 2014 tenbng Komite

Nominasi dan Remunerasi Eminten dau Perusahaan Publik bedkut psubahan-perubahannya;

7. Peraturan Otaitas Jaa Keuangan No. 3flPOJK.0#2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang

Sekretab Pensahaan Emiten atau Perusdraan Publk berikut perubahan-pe{ubahannya
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8. Peraturan Otailas Jasa Kanangan No. 55/POJK0,,|/2015 tanggal 23 Desember 20,15 tentang

Pembentukan dan pedoman Pelaksanaan Keria Komite Audit berikut pefubahan-peubahannya;

9. Peraturan Otaitas Jea Karangan No. 5flPOJK.042015 tanggal 23 Desember 2015 tentang

Pembenfukan dan Pedonan Penyusrnan Piagam Unit Audit lnb,nal berikd perubahan-

perubahannya;

10. PeraturanOtorlasJasaKaraqanl,,lo. 1dP0JK.042020hnggal2lApril2020tentangPdaksanaan

Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbr*a secaa Ebktonk beril<ut perubahan-

perubahannya;

11. peraturan Otfritas Jasa Karangan No. 11/POIK04/2017 tentang Laptran Kepernilikan abu Sdiap

Perubahan Kepanilikan Saham Pslsahan Terhrka benkut perubahan-paubahanny4

12. Surat Edaran Otaitas Jasa Keuangan No. 3ZSEOJK.04/2015 tanggal 17 November 20'15 tentang

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

C. Peratunan lrilenteri Badan Usaha Mlk Negara Republik lndonesh antaa hin:

.1. peraturan lvlenteri Badan Usaha Mlik Negara No. PER-ZMBU/03/208 tanggl 3 lvhret 2023 tentang

Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korpaasi Signifikan Badan Usaha ifilik Negara

2. peraturan tvhnteri Badan Usaha Mlk Negara No. PER-3tvtsU/03/20E tanggl 3 [4aret 2023 tentang

Ogan Dan Sumber Daya lr,lanusia Badan Usaha Mlik Negara

D. pe{oman Umum GCG lndonesia, dikelua*an oldr Kornite Nasinnal Kebi.iakan Govemance-2006 yang

ditefbit(an d$ Komite ilasbnal Kdiiakan Gorenance tanggal 17 oklober 2006 (?edoman Umum GCG

lndonesia KNKG')

E. furggaran Dasar Perusahaan berdasad<an Akta pendiriannya yang telah beberapa kali diubah, kemudian

Anggaran dasar diubah dalam rangka perubahan $atus menjadi Perseren Terbuka sebagaimana dimuat

dalam Akta No. 27 tanggal 14 Agu$us 2017 yang dibuat oleh Fatriah Helmi, saiana Hukum, Ndarb, di

Jakart4 yang tdah mendapat persdujuan lvlenkumham Rl dengan Surat Keptrtusan No. AHIJ

0016606.AH.01.02.Tafun El7 tanggal 14 Agustrs 2017 dal Penberlahuan Perubahan Anggaan

Dasamya telah diterima dan dicatd di dalam Sbmibakum Kemenkunham Rl dengan No.: AHU AH.01.03

01622.16 tanggal 14 Agu$us 2017. tuEgaran Dasarterdfiir diubah dengan Alda No.: 40 bnggal2T t.gtl

2022 yang dibuat di hadapan l,ldab yang sama rAtta nn0n1, dan Hah manperdeh p€ngesahan

dari lrilenteri Hukum dan Hak Asasi lrlanusia Republik lndonesia mdahi Surat Kepufusannya No.: AHU-

0042779.AH.01.02.TAHUN 2022 targgal 23 Jtni 2022
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v RUAI{G LIiIGKUP

Ruang lingkup kebilakan ini adalah untuk memberikan arahan kepada seg€nap jajaran Perusahaan dalam

marjalankan aktivitas bisnb Perusahaan. Berbagai hal yang diatur dahm kebijakan ini marcatup aspek Tata

Kelda Perusahaan PT PP Presbi Itrk mdiputi :

A Huburyan Pausahaan daqan Panegang Saham dalam men tlmin Hak-hak Panegang Saham;

B. Fungsi dan p€ran Dewan Komisarb;

C. Fungsi dan petan Direl6i;

D. Keterbukaan informasi sesuai dergan paahran paundangtndangan yary belaku dan paatuan

Perusahaan;

E. Partbipasi Panangku Kepatingan, b€rupa hubungan antaa Psusahaan d€ngan Pemangku

Kep€ntingan antara lain Pegawai, Pemasok dan [lasyar*at

F. Prinsipprinsip mengenai Kebijakan Perusahaan yang pating seperti Kebiiakan tentang sbtern

Pengendalian lnternal Pen sahaan, lrlhnaisnen Rbko, Kebiakan tentdE SoP uduk mdaksanakan

setiap kegiahn Perusahaan, Pengefisangan usda, Sistern Pengadaan Barang/J$a dan sebagainya

PRIIISIP - PENSIP GCG

Aktivitas-aKivitas Perusahaan s€nantiasa mengikuti prinsip-prinsip GCG' sebagai baikut :

A Ketabukaan (Iran spaancy)

Transpararci adahh keterbukaar dalam mdaksanakan proses pengamtrilan keputusan dan keterbukaan

dalam nnngemukakan informasi material dan rdevan mengenai Perusahaan. Pensahaan haus

menyediakan informasi yang material dan rdevan dengan caa yang mudah di akses dan dipahami oleh

pemangku kepentingan. Pengungkapan infamasi yang iehs, @at waktu, mernadai, jdas dil dapat

dipefbandingkan, yang mencakLp infomasi kebilakan karangaq operasi poduksi, pemmaan, teknologi,

manajemen sumber daya manusia, lnternal Audito, pengembangan usaha dan keptusan-kewhrsan

penting hin.

B. Akuntabilitas (Aoc,ountilifrY)

Yaitu keidasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggurgiawaban ogan Perusahaan sehingga pengddaan

Perusahaan t€rlaksana secaa efektif. Mendapkan tLqas dan hnggung iawab serta penilaian kinaia

secara idas, baik pada tingkdan Pengurus Perusahaan selta semua demen oganbasi secaa

menyduruh.

VI
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C. Pertanggungjawaban (Responsibriff)

Yaitu keesuaian di dahm pengdolaan Perusahaan terhadap peratuan perundang-undangal yang

berlaku dan prinsippinsip kqpolai yang sdtd. lriernastikan bahwa Perusahaan menaapkan prinsip

kehati-hdian dan tad pada hukum dan p€rahran yang berlaku serta mdaksanakan pengendalian.

D. Kennndirian (ldeWndqrcyl

Yaitu sudu keadaan dinana Perusahaan dikdola secara profesbnal tanpa beduran kep€ntingan dan

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yarE tidak sesuai dauan perahnan peundang-undangan yang

berlaku dan prinsip-pinsip korpcasi yaq sdtd

E. Kewalaran (Fa;ncss)

Yaitu keadilan dan kesdaraan di dahm m€menuhi hdr-hak sdhp indivifu dan dakehobet lainnya yang

tinrbul berdasaftan pajaffin dan p€ratwan perundang-undangan yang balaku.

VII. KEBIJAIGI{ - KEBIJAKAil PERUSAHAAN

A Piagam Komite Audt

perusahaan sebagai Pausahaan Terbuka sekaligus futak Perusahaan Badan Usdta lVlilik Negara

(BUMN) harrs mempertanggungjawabkan semua kEiatan dan hasil rcahanya kepada pfflegang saham

dan std@hotder binnya secara lranspaar , acccrudable Mn rctilh.
pembentukan dan keberadaan Komite Audl didasakan kepada Undang-Undang i,l,o 8 Tahun 1995

tentang Pasar lr,lodal (Lembaran Negara Republk lndonesia Tahun 1995 No 64, Tambahan Lembaran

Negara Repubtik tndonaia No 3608); Pasal 70 ayd (1) Pasal 121 Undang-Undang No 40 Tahun 2007

tentang Perusahaan Terbdas; Undang-Undang l'h 21 Tahun 2011 tenhng Otaito Jasa Kanangan;

peraturan Menteri Badan Usaha Mlk Negara No. PER-2MBUi03/2023 tartang Pedoman Tda Kdola dan

Kegiatan Korpoasi S[nifikan Badan Usaha Mlik I'legara; Perduran [bnteri BUMN No. PER-

3/MBU/03/2023 tentang Ogan Pandukung Dewan KornisarUDewan Pengawas Badan Usdta Mlik

l,legara; Perduran Otaitas Jasa Ka.langan No. 3POJK04/2014 tanbng Direksi dan Desan Komisarb

Emiten atau Perusahaan Putr$k, da Perdrran 0taitas Jasa Kalangan No 5UPOjK.04/2015 taMng

Pernbenfukan dan Pedoman Pdaksanaan Kaia Konite Audit.

piagam Komite Audit diterbit<an dahm buku t€rsendiri yarE m€rupakar sdu k&tuan yang tilak te4isah.

B. Piagam Komite KePduhan

Pembentukan dan kebsadaan Kunite Kepatuhan dilasafian kepda Undang-undang No. 8 Tahun 1995

tentang Pasa lr,lodal; Undang-undang Nuno 19 Tahun 2003 tartang Badan Usdta Milk Negara
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sebagaimana tdah diubah dengan Undang'Undang No. 6 Tahun 2023 tenbng P€netapan Peraturan

Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tertang Cipta Ke{a ltlenjadi Undang-

undang; Undang-undang llo. r0 Tahun 2ffi7 tentang Perusahaan Terbdas; Undang-Undang i'lo. 2l

Tahun 2011 tattang Otaitas Jasa Kerangan; Paatuan lvlentri Negara BUMN No. PER-Z1vtsU/0U2023

tentang Pedoman Tda Kdda dan Kegiatan Kaporasi S(lnif*an Badan usaha Mli* Negara; P€raturan

i,lenteri BUMN No. PER-3/iJtsU/0il2023 tsrtang Ogan dan Sumber Daya lrihnusia Badan Usaha lvfilik

Negara, Paduran Otaihs Jasa Keuangan No. 21IPOJKM/2015 tattang Penerapan Pedoman Tda

Kelda Perusahaan terhrka; dan Perduran Ooritas Jasa Karangan No. 3,1/POIK.04/2014 tentang Komite

l,lominasi dan Remunerasi Emiten ahu Perusahaan Publk.

C. Piagam Satuan Pengauasan lntern (Snternal Audit")

Dalam penerapan prinsip GCG, Perusahaan h us menetapkan sudu sbtem pengeadalian inten yang

efektif untuk mengamankan investasidan aet Perusahaar dan m€tnbentuk unit kaia lnternal Audit

Pembentukan dan keberadaan lnternal Audit Perusahaan didasa*an pada:

I . Undang-Undang No. 1 9 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Mlik Negara sebagairnana tdah diubah

dangan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pefduran Pemerintah Paqganti

Undang-undang Nornor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kaia iilenladi Undang-undang ("uu 192003");

A Pasal 67 UU 192003 manYebu0<an:

o pada setiap BUirtl dibentuk SPI yang merupakan aptat pengawas intem perisahaan;

o lnternal Audit sebagaimana dimaksud dalam ayd (1) dipimptn ddl seoang kepala yang

batanggung jarab kepada DireKur tltama

B. Pasal 68 UU 192003 metyebufl<an: das permintaan tertulb Komisaru Davan Pengaras,

Direksi memberikan ketaangan hasil panreriksaan atau hasil pdaksanaan hlgas SPI'

c. Pasal 69 UU 19/2003 menyebut<an: Dreksi waib rcrnperhatikan dan segaa mengamtil

langkah-langkah yang dipertukan das segala sesu*u yang dikemukakan dalam sdiap hporan

hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPl.

2. Peraturan Pemerintah Rl No. 45 Tahun 2005 tenbng Pendirian, Pengurusan, Pergawasan, dan

pembubaran Badan Usaha Mlik Negara sebagaimana tdah diubah menjadi Paaturan Pemerintah

No. 23 tentang P€rubahan das Perduran Pernerintah No 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,

Pengurusan, Pangawasan, dan Penrbubaran Badan lJsaha M[k Negara;
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A Pasal66 Perduran Pernerintah Rl ltlo. 15 Tahun 2005 menyebut<an:

o Pada sdiap Persao dibentuk SPI yang merupakan apard pengawasan intetn psusahaan.

o SPI sebagaimana dimaksud dahm ayat (1) di$mpin ddr seorang kepala yang betanggung

jawab kepada Direldur utama.

B. Pasal 67 Perduran Penrerfurtah Rl No 45 Tahun 2005 matyebdkan SPI batuga:

o ltlernbantu Direkhr uhma dabm melaksanakan pemaftsan htern kalangan dan

pemeriksaan operasional Persero serb matilai pengendalian, pengddaan dan

pehksanaannya pada Persero yarq bersangkutan s€rta m€rnber <an saran-saran

PelbakannYa.

o lrilenrberikan kderangan mangenai hasil pernerksaan dau hasil pdaksapan tuga SPI

sebagairTEna dimaksud dalam ayat (l).

. lrlemonitor tindak hniut da hasil pernerksaan yap tdah dilaporkan

c. Pasal 68 Peraturan Pel'nefintah Rl No 45 Tahun 2005 menyebutkan: Direldur ljtama

menyampaikan hasil pemeriksaan SPI dalam Rapat Direksi, dan Direksi wajib mempethatikan

dan segera maqartil hngkah-langkah yang diperlukan das segala sesuatu yang dikemukakan

dahm setiap hporan hasil pemeriksaan yang dbuat oldt Satuan Palgawasan lntern.

3. Peratunan otaitas Jaa Kanatgan No. 3'I/POJK.042015 tenta€ Kdsbukaan Aas lnftrmasi atau

Fakta lvlahrial Oldr Eminten Aar Perusahaan RtMk;

4. Peratunan Oorihs Jasa Karangan l.lo. 5flPOlK04/2015 terilang Pembentukan dan Pedoman

Penyusunan Piagam Unit Audl lnternal;

5. Pasal 29, Perduran l,lertefi BUMN No: PER-2MBU/032023 tartang Pedoman Tda Kelola dan

Kegiatan Koeaasi Signifikan Ba<lan Usaha ltl$ik Negara, menyebdkan:

a. Direksiwajibmenydanggarakan pengawasan inte.n

b. Pangawasan intern sebagainana dimaksud pada ayat (1) dilakukan' dengan

1) ilernbentuk SPI; dan

2) lilembuat Piagam Pengauasan lntern

c. SPI sebagaimana dimaksud pada ayd (2) huuf a, dipiq*r d* seorang Kepala yang diangkd

dan dibertrentikan d$ Direldur utama berdasakar mekanbme internal Perusahaan dengan

persetuiuan Dewan KomisaridDewan Pengawas.



d. Fungsi pengarasan intem sebagainana dimaksud pada ayd (1), adalah:

1) Evaluasi atas efektivitas pdaksanaan pengendalian int€rn, manaiemen rEiko, dan prces

tata kdola Perusahaan, sesuai dengar perafu.ran paundang-undangan dan kebiiakan

Perusahaan;

2) Pemer*saan dan patilaian atr efisieri dan dektivrlas di tirlang kanangan, operasional,

sumber daya manusia, teknohgi infamasi, dat kegidan lainnya;

e. Direksi wajib menyampakan laporan pelaksanaa fungsi pangawasar intan secara periodik

kepada Deruan Komisaris/Dewan Pengawas.

l. Dkeksi Ti€lib meniaga dan mengarabasi kualitas fungsi pagawasan intern di Perusahaan.

6. Pasal 3 Perduran Ooitas Jasa Keuangar No 5dPOJK0/U2015 tanggal 23 Desemba 2015 tentang

Pembentukan dan Pedoman Penyusnan Piagam Unit Audl lntanal menyebutkan:

Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk Unit Audit lnternal.

7. Surat Edaran lrlenHi BUtv0,,l No. SE-2MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tattang Pengelolaan Badan

Usaha Mlik Negara Yang Bersh lrldalui lmplem$t$i Pencegahan Korup6i, Kdusi Dan Nepotbme,

Dan Pananganan Bentunan Kepentingan Sata Penguatar Pengawasa lnt€m; yang menyatakan

karcnangan SPI lnduk koodinasi dengan SH fuiak Perusahaan dalam rangka pangawasan.

8. Pasal 16 ayd 2 hwuf a5. Akh 402022 teftang Tugas dan wetenang Direksi menydakan Direksi

maniliki wewenang unfuk mengangkat dan m€xnberhentjkan sedang Kepala Safuat Pengawasan

lntern denga persetuiuan Dflan Komisaris

9. Piagam SPI dilerblkan teaendiri yang maupakan sdu kesatuan yang tidak tapisah.

D. Slanda. Akuilansi dan Pdaporan Keuangan

Pernyataan Standa Akuntansi Karangan (PSAK) mewaiibkan Perusahaan menyaiikan Lapaan

Keuangan secaa wajar pcbi karangan, kinala keuangan, perubahan ekulas dan ans kas dan

pangungkapan lainnya dalam cdatan ahs lapoan karangan. Untuk tnl-hal yang belum diatur dalam

PSAK, pengungk4an yang ditunjuk Perusahan senantiasa manpatimbangkan aspek relevansinya

tuhadap kebutuhan pengguna laporan karangan dan d4at dhndalkan. Perusahaan memastikan bahwa

semua kebijakan dan perdural yang berkaitan dengan akuntansi sdalu meruiuk dan memenuhi ketentuan

PSAK.

penyajian laporan karangan pada sdiap Tahur hhu, dilakukan unh* mernenuhi kepantingan semua

pihak yang tekait dangan Perusdraan. Perusahaan viajib mengungk+kan informasi panting dalam

[,tqr-LEC"qL

4 ff

CORPORATE SF-CRETAR\

VP.CORSEC



Laporan Tahunan dan Lapsan Karangan sesuai dengan perattan perundang-undangan ya€ beflaku

secara tepd waldu, akuat idas dan obyektif.

E. Sistem Pengendalian lnternal Perusahaan

Sbtem Pagendabn lnternal adahh suatu pr6es pengEndalan tatadap kegiatan Perusahaan pada

sethp tingkat dan unit dalam stuktu organisasi untuk menbedkan iaminan kebenaran hformasi

karangan, dektivitas dan efisiersi poes pangeldaan Perusahaan s€tta kepatuhan kepada perundang-

undangan yang t€rkait

perusahaan senantiasa memdihara sistem p€ngendalian internal yang dektl unfuk mengamankan

investasi dan aset Pen6ahaan.

Sistern pengendalian intard yang dinnksud nrancakup hal-hal antala hin sebagai berikut :

1. Lingkungan peng€ndalian intenEl dalam Perusahaan yang dbiplin dan tefsruKur, yang tadiri dari:

a. lntegritas, nilai etika dan kompetensi pegawai;

b. cara yang ditempuh ranaBmen dalam mdaksanakan kerenangan dan tanggung jarabnya;

c. Pengoganisasian dan panganbangan sumber daya manusia;

d. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi'

2. Pengkajian dan patgelolaan rbiko usaha yaitu suatu prces urtuk mengirentifikasi, menganalbb,

menihi dan margeloh rbko usaha rdevan;

3.Aktivitaspmgendalianyailutindakan.tindakanyangdilakukandahmsuatuFces

pengendalian tefhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struKur

organhasi Perusahaan, antara lain mengenai kemnangan, dabasi, verifikasi, rekonsiliasi'

penilahn atas prestasi keria, pembagian tugas dan kearnnan terhadap aset Perusahaan:

4. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan

operasional, finansial, dan ketaahn atas ketentuan dan paaturan yang balaku pada

Perusahaan;

S. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk

fungsi lnternal Audit pada sdhp tingkat dan unit struKur orgarisasi Perusahaan, s$ingga dapat

dihksanakan secaa oilimal, dengan ketenfuan bahwa payimpangan yang terjadi dihporkan

kepada Direksi dan tembusannya disampail<an kepada Deuan Komisarb'

Kebijakan Sistem Pengendalian lnternal Perusahaan disusun secara sistematis yang mencakup

lingkungan pengendalian internal pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, aktivitas pengendalian,
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sistem informasi dan komunkasi, serta monitoring. Kecukupan Sistem Pengendalian lnternal

Perusahaan dievaluasi setiap tahun melalui Self Assessment oleh Divisi lnternal Audit

PT PP Presbilbk kemudian dihpokan kepada Direksi dan Derwan Komisarb PT PP Presbilbk.

F. Manajemen Risiko

Perusahaan beftornitnen maqelda sernua rbko secaa efeldif dan efisbt daqan langkahlangkah

sebagai berikut:

1. Menerapkan Manajemen Rbiko Korpaasi yang mdekat pada sy$em manajernen Perusahaa dalam

proses perencanaan statsgb rnupun operasi:nal Perusahaan sebagai pewujudan dai penaapan

Tata Kdda Penrsahaan yang Bak (GCG)

2. Direksi, sebagai pernegang akuntatrilitas tatinggi dalam Pengelolaan Rbiko, memberikan arahan

strategis dan menetapkan Paramda Rbiko;

3. Departement Risk illana0ement, ner$erikan mcukan kepada Dre*si abs Paqelolaan Rbiko,

Pemantauan Prdl Risiko, Paqukran Rbiko dan nreninjau efektivitas rarcana Penanganat Rbko:

4. Unit lnternal Audit dalam mdakukan audit berbab rbiko berpedoman pada perahran yang belaku

untuk rnemasblan dan mdakukan araluasi das prces bbnb Perusahaan (Rbk Base Auditl

5. Unil takait, sebagai penik dan pengelola rbko beftanggung iawab dan akuntabd untuk maqehla

rbiko secara konsi{en dan b€rkdanjutan.

G. Pengelolaan Aset

Tujuan pargeldaan asd Perusahaan adalah urtuk menjaga tepdiharanya nilai dan manlaat asd

sehingga manunlang kdancarar opeasi Patsahaan dalam pancapaian Visi dan Msi Perusahaan.

Dewan Kombarb dan Direksi haus mematikan bahwa Perusahaan maruliki strdegi pengddaan asd

yang selaras dengan strategi korporasi dahm iangka pandek dan langka paniang.

H. Kebijakan Yang tetkail dengan S'takeholders

tilenitik berdkan kegidan komunikGi inbmal dan ekdemal secaa berkesinambungan baik lban maupun

tulisan dalam upaya ncningkat<an paneapan GCG. lrtlelibatkan para pemegang saham dan pdaku pasa

modal dahm dbkusi, manbaikan berbagai infamasi dan papran publik mdalui media komunikasi antara

lain publkasi hporan keuangan secra peridik serta uNated vebsite.
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l. Kebijakan Teknolqi lnlomasi (Tl)

PT PP Presbi Tbk memiliki kornilmen yang tinggi dalam pemanfaatan Teknologi lnfcmasi (Tl') utttuk

mendukung opaasional trisnb. Kornitnren Perusahaan terhad? pengembangan Tl adalah dengan

disusunnya (lT l,raster Ptanl yang maupakan infomasi sfategb terkail inbiatif 1l untuk remenuhi

kebutuhan bbnis spesilk di unit trisnis pengguna iasa Tl, serta suategi pendekatan pdaksanaannya baik

dari sisiwaktu rnaupun dependavy dan pasyratannya. Dd(umen t€rsebutjLqa msnberikan gambaran

high level lahahp ae//rnq pdaksanaan inbiatil Tl dan bagaimana thp hbiatif Tl maupun Nm-Il

berperan dahm meningkat<an dukungan Tl terhadap bbnb.

J. Pengelolaan Kredil Jangka Panjang dan Jangka Pendek

.1. Hak & Karalban Pensahaan kepada Kredilu dluangkan dahm bentrt peianlian, antara hin

mengafur hd<-hak dan kewaiiban finarcial dan non$narcial.

2. Kebijakan sebagai penjamin (avafsl) yang dihrangkan pada Pedonan Kebijakan tahdap Kredilur dan

Pengelolaan Pinjaman tanggal 28 Desember 2023

3. Kebijakan penggunaan dana yarg dituangkan pada Pedoman Kebijakan tehadap Kreditur dan

Pengeldaan Piniaman pada tanggal 28 Desember 2023

K. S:truKur Tfi Kelola Perusahaan

Organ pawahaan yang t€rdiri dai RUPS, oewan Konrisarb dan Direksi, nernpunyai peran pelting dahm

pelaksanaan GCG secara efektif. Ogan Perusahan haus menjahnkan fungsinya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku das dasa prinsip bahwa m6ing-masing ogan manpunyai independensi dalam

mdaksanakan tugas, fungsi dan tanggung iawabnya untuk kepantingan Perusahaal'
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BAGIAT{ KEDUA

ORGAN PERUSAHMT{

I. RAPAT UTUil PEUEGA}IG SAHAiI (RUPS)

A Dasar hukum antaa lain:

1 . UU No. 1 9 Tahun 2003 tentang Badan usatra Mlk Negara sebagainana tdah diubah d€ngan Undang-

Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Pendapan Perduran Pernerintah Paqganti Undary-undang

Nunor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kaia tileniadi Unda4-Undang;

2. UU No. 40 Tahun 2(D7 tentang Pensahaan Tatabs berikut perubatnn-p€rubahannyq

3. Peraturan Pern€fintah No. rl5 Tahun 2m5 tenhng Psrdiian, Penguusan, Pengarcan dan

Pernbubaran Badan Ljsaha tysik t'legara seb4aimana tdah diubah dengan Peratlran Pemerintah No'

23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peratuan Pemerinhh ltlo. 45 Tahun 2005 tentang Pendirhn,

Pangurusan, Pangarasan, dan Pembubaran Badan Usaha Mlik Negara;

4. Peraturan ti,lenteri Badan tlsaha Mlil< Negara No. PER-2ir8U/032023 tentang Pedoman Tda Kelola

dan Kegiatan Korporasi S[nifikan Badan Usaha [fik Negara;

5. Peraturan obitas Jasa Kdangan No 1SPOJK.04/2020 Tahun 2020 t€xtang Rencana dan

Penydenggaraan Rapd Umum Pem€gang Saham Perusdtaan Terbuka;

6. Peraturan otcitas Jasa Karaqan No. 16IPOJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pdaksanaan Rapat

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elekbonk;

7. Surat Edaran obritas J6a Ksrangan I'lo 3ZSEOJK0iU2015 tedang Pedqnan Tata Kdola

Perusahaan Terhrka berikut perubaharrperubahannya;

8. Peraturan otaitm Jasa Karangan No 16/POJK04/2020 hnggl 2'l April 2020 tentang Pdaksanaan

Rapat Umum Panegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Ele*tonk:

9. Peraturan otorits J6a Katargan No 31/POJK0{2015 tatang Kdedukaan lnlormasi atau Fakta

Material oleh Eniten ahu Perusahaan Publik;

'10. Anggaran Dasa Perusahaan;

11. Surat Dewan Kornisarb PT PP Presisi Tbk No. 024/EXI/KOttt/PPRBlll2022 tanggl 21 lletd2022

Perihal Batasan dan/atau Kiteria Kewnangan Dewan Kornisarb dan Dkeksi pda PT PP Presisi Tbk

il. surat Direksi PT PP (Pe'sero) Ttrk No. 10/EXflPP/DSiU2022 hnggal '.15 ltlhret 2022 Perfial

Batman dan/dau lfiteria Kewanangan Dewan Konisarb dan Direksi pada fuak Pefusdlaa PT PP

(Pasero) Tbk.
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B. Jenio RUPS ddam Perusahaan :

1. RUPS terdiri das RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;

2. RUPS Tahunan waib dbdenggarakan dahm jangka wdtu pah4 hmbat 6 (enam) bulan sddah

Tahun buku berakhic

3. RUPS lainnya dapat diselarggaakan pada selhp walrtu berdasakan kebutuhan untuk kepentingan

Perusahaan.

C. RUPSTahunan, mdipttti:

1. RUPS menganai persetujuan laporan Tahunan (nranuat sekurang-kurarBnya laporan kanngan,

hporan kegiahn Perusdraan, laporm pdaksaraan tanggung iawab schl dan lingkungan, rincian

masahh yang timbul yarq menrpangaruhi kegiatan Peusahaan, lapora ttrga pangawaan ddt

Dewan Kombarb, Anggota Direksi dan Anggda Dewan Kornisab, Gaji dan tunjangan tuggota Direksi

dan gaji atau honaarium Anggota Dewan Koo$sarb) diadakan dalam wakhr palf,ng lambat 6 (enam)

bulan sddah Tdun buku berakhir;

2. RUPS Tahunan mangenai pandapan penggunaan lab4

3. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar pada Otaibs Jaa Kzuangan;

4. Jika perlu mengbi lorongan jabdan Anggda Direksi dan Dewan Kombarb Pensahaan;

5. Laporan Penggunaan Dana lPO, fuhts lssm, Obligasi (bila ada); dan

6. [rata Acara rapd lainnya.

D. PenyelenggaraanRUPS :

1. Permintaan patydenggaaan RUPS :

a. I (sdu) cang dau lebilr Pemegarg Saham yang basamasana metrakili 1/10 (sdu per sepuhth)

atau lebih dai jumlah sehrruh Saham dargan hak suara dapd m€rninta agar disdenggarakan

RUPS dan diaiukan kepada Direksi dengan suat tercdat disertai atcannya;

b. permintaan penyd€nggaraan RUPS sebagairnna dirnaksud pada nornor (1a) diajukan kepada

Direksi dengan $rat tercdat diseftai dasannya dan dlsnbuskan kepada Daran Konisarb.

c. Permintaan penyelenggaaan RUPS seb4aimana dimaksud pada nomo (1a) hans:

1) Dilakukan dengan itikad baik;

2) lr,lanffiimbangkan kepentingan P€rusahaan;

3) Diserhi dengan atasan dan bahan terkait hal yang harus dipuhrd<an dalam RUPS;
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4) Tirlak berbntangan dengan Paduran Paundalgan dan Anggaran Dasa Perusahaan, dan

5) Usulan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham tecebut haus rneupakan

permintaan yarg membutuhkan keputusan RUPS dan menunrt panihian Direksi tdah

memouhi persyardan.

d. Direksi walib mdakukan pengumuman RUPS kaada Pemegang saham dalam iangka waktu

paling hmbat 15 (lima belas) hai terhitung sejak tanggal permintaan penydaqgraan RUPS

diterima Direksi.

e. Direksi wajib menyampakan pembefilahuan mata acara ragat dan surd t€rcdat dai Panegang

saham atau Dewan Komisaris kepada olK paling lambat 5 (linn) harikaia sebdum pengumuman.

f. Dalam hal Direksi tidak mdakukan pengumuman RUPS, petnegang saham dapd mengalukan

kembali peflnintaan penydenggaaan RUPS kepada De*an Komisarb'

g. Dewan Komisarb wajb mdakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang saham dalam iangka

waktupalinglambat15(lirEbelas)haitefhiturEs$akhnggalpemintaanpenydenggaraan

RUPS diterirna Detran Komisarb.

h. Dewan Komisarb wajib menyampaikan psnberilahuan mata acaa rapd kepada olK paling

lambat 5 (lima) hai keia sebdum pengumuman RUPS.

i. Dewan Kombarb dan Direksi tidak mdakukan pengumuman RUPS dalam jangka wanu yang

ditentukan Direksi dan Dewan Konisarb waiib magumumkan :

1) Terdapat permintaan penydenggaaan RUPS dai Pemegang &ham;

2) Alasan trdak diselenggaakannya RUPS.

j.Pengumumantersehtdilakukandahmiangkawakfupalinglambat.l5(limabelas)harisQak

ditaimanya p€mintaan pcrplanggaraan RUPS dari Pemegang saham PAngumurran teEebut

paling kurang mdalui:

1) 1 (sdu) surat kabar harian berbahaa lndmesia ymg beperedaran Naional;

2) tiitus neb Busa Efek; dan

3) Sttus ueb Perusahaan dalam bahaa lndonesia dan dau bahasa cing, dagan ketenfuan

Bahasa asing yarg digunakan paling kurang bahaa lnggrb'

k. Dahm hal p€ngumuman m€nggunakan bahasa 6iIU mernuat informasi yang salna dengan

infonrusi dahm pengumuman yang menggunakan bahasa lndonesia

l. Dalam hal tefdapat p€rbedaan penabi'an infamasi pengumuman, maka informasi yang dQunakan

sebagai acuafl adalah infqmasi dalam bahasa lndonesia
[/hr-LEGAL
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m. Bukti p€ngumuman beseth sdhan surd perminhan penydenggaraan RUPS wajib disampaikan

kepada Otcitas Jasa Katangan paling lambat 2 (dua) harikaia setdah pangumuman.

n. Dalam hal Dewan Komisarb tidak mdakukan pengumurnan RUPS, Pemegang Saham dapat

mengajukan pamintaan disdenggarakannya RUPS kepada Kdua Pengadhn Negeriyang daerah

hukumnya mdhuti tempat kedudukan Perusahaan unfuk menetapkan pemberial izin

diselanggarakannya RUPS.

o. Pemegang Saham yang tdah rnemperoleh penetapan pengadilan untuk rnenyelenggarakan

RUPS, walib:

1) lvldakukan pengumuman pemanggilan d<an dbdenggarakan RUPS, pengumuman

ringkaan risaldr RUPS, das RUPS yang disdanggaakan sesuai dengal Peratuan Otaitas

Jasa Kanangan;

2) paryelaqgaraan RUPS najib dilakukan diwihyah Republit lndmesia, yaitu sesuai dangan

Peraturan otaitas Jasa Keuangan;

3) lrildakukan pernberitahuan akan dis#tggarakan RUPS dan menyampaikan buKi

pengumur8n, buldi psnanggilan, risalah RUPS, da buKi pengumuman ringkasan risalah

RUPS atas RUPS yang dbdenggaakan kepada Ouihs Jasa Keuangn sesuai dengan

Peraturan Gcitas Jasa Kamngan;

4) Itlelampirkan dokumen yang memuat nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan

Sahamnya pada Pensahaan png tdah mempaddt pendapan pengadilan untuk

menydenggarakan RUPS dan pendapan pargadihn kepada Otqitas Jasa Keuangan terkait

akan disdenggarakan RUPS tercebd.

p. Pemegang Saham wajib tilak rrengalihkan kepemilikan sahamnya dalam iangka waktu paling

sedikit 6 (enam) hrhn sqak RUPS, iika permintaan palydenggaaat RUPS dipenuhi Direksi atau

Dewan Kornisarb atau ditet4kan ddt Pengadilan.

2. RUPS secara deldronik

a. Sdain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Ot6itas Jasa Keuangan No.

16/POJK.04/2020 Tahun 20il meflgenai rencana dan penydenggaraan RUPS Perusahaan,

Perusahaan d4at ndaksanakan RUPS secara dektmik yaitu dengan rnanggunakan media

tdekonferensi, viieo kmferersi, dau sarana media dekbonik lainnya.
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b. Pdaksanaan RUPS secara dekfonik d4at dilakukan rrenggunakan:

1) Sibtem Penydanggaraan RUPS secara Ebkfmik (e-RUPS) yag disedhkan oleh

Penyedia eRUPS, yaitu lanbaga Penyinpanan <ta Patyebaian yang ditunjuk oleh OIK

atau pihak hin yang disdujui oldt OJK; atar

2) Sstem yang dbediakan Perusahaar

c. Ketentuan ncngani RUPS secara ebkfonk, e-RUPS dan penyedia +RUPS, dild<sanakan

sesuai dengan perduran di Bitang Pasa lr,lodal khrsusnya Perdurar Otorla Jea Kclangan llo.

16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pdaksanaan Rapd tlmum Parcgang saham P€rusahaan

Terbuka S€caa EleKronik

E. Tempat dan WaKu Penyelenggaman RUPS :

1. Perusahaan waiib men€nt*an tempat dan waktu patydanggaraan RUPS.

2. RUPS dapat dilaksanakan secaa delfmik sesuai dengar p€fsyardan yang diatur di dalam

Peraturan Otsitas Jasa Keuangan l,lo.16/POJK04/2020

3. Tempat parydaggaraan RUPS wajb dihkukan di wilaydr Repub$k lndmesia, yaib dapat diadakan

di:

a. Tanpat kedudukan Pensahaan;

b. Tefipat Perusalnan melakukan kegiatan usaha utannnya

c. lbu kob provinsi dimana teinpat kedudukan dau tempat kegiahn usaha utama Perusahaan;

atau

d. Provinsi tempat kedudukan Buna Efek dinnna Saham Perusahaan dicatdtan.

F. Pemberitahuan RUPS:
Direksi menydenggarakan RUPS dengan didahului delr pembertahuan RUPS kepada Otolas Jasa

Keuangan, pengumuman RUPS dan pananggilan RUPS.

1. Perusahaan wajib nenyanpakan pemberitahuan mata acaa RUPS kepada Otaitas Jasa Keuangan

paling hmbat 5 (lima) hari kerla sebdum pengurnuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan

tanggal pengumuman RUPS;

2. irata acara RUPS wajib diungkapkan secara idas dan rinci;

3. Dalam hal tedapat perubahan nuta acara RUPS Perus&aan wajib maryampakan perubahan mata

acara dimaksud Otoribs J6a Kelangan palirg hmbat pda sad pernanggilan RUPS;

4. Kdentuan mutatb mulandis bedaku untuk pfl$eritahuan petydenggaraan RUPS oleh Pemegang

Saham yang tdah m€mperdeh pendapan pengadilan untrh manydanggar*an RUPS'

VP-CORSEC tVhT.LEGAL

-4 rlr

CORP()RATE SECRETAR\



G. Pengumuman RUPS :

't. Perusahaan waiib mdakukan penguruman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat

14 (empat bdas) had sebdum panraqgihn RUPS, dergan tirdak manpahitungkan hnggal

pengumuman dan taqgal pananggilan.

2. Pangumuman RUPS paling kurang manuat:

a. Kdentuan P€rnegang Saham yang berhak hadir dahm RUPS;

b. Ketentuan Pqn€gang Saham yang b€rhak mengucilkan mata acara RUPS;

c. Tanggalpenydaqgaraan RUPS; dan

d. Tanggal pemanggihn RUPS.

3. Dalam hal RUPS diselenggarakan ata p€rmintaan Pemegang Saham, pangumuman RUPS waiib

memuat info|masi bahwa Pefusahaan malydenggaakan RUPS kaena adanya permintaan dai

Panegang Saham.

4. Pengumuman RUPS kepada Pemegang saham bagi Perusdtaan yang sahamnya tercdat pada

Bursa Efek paling kuang tndafui:

a. 1 (sdu) surat kaba hariar bertahaa lndmesia yang berperedaran Noional;

b. Situs uveb Busa Efek; dan

c. Situs rueb Perusahaan dalam bahasa lndmesia dan/dau bahasa asing dengan ketentuan

bahasa asing yang digunakar paling kuang bahasa lrcgrtr

5. Dalam hal pangumuman menggunakan batrasa sdain bahasa lndonesia, rnka pengumuman

tusebut wajib memuat informasi yang sama dargan informasi dalam pengumuman yang

manggunakan bahasa lndonesia.

6. Dalam hal terdapat perbedaan p€nahiran inffinasi pengumuman, maka informasiyang digunakan

sebagai aoran adalah infamasi dalam bahasa lndonesia

7. Bukti papumuman RUPS waib dbanpakan kepada Oaitas Jasa Karangan pali4 lantat 2 (dua)

hari keria sdelah perqurruman RUPS.

8. Dahm hal RUPS diselenggarakan das pemintaan Panegang Saham, penyampaian buKi

pengumuman RUPS dis€rtai dengan sa$nan s[at pemintaan panydenggaaan RUPS.

9. Ketentuan perigumuman RUPS tersebut di atas mutats mutandis berlaku untd( pengumuman

p€nydenggaraan RUPS deh Pemegang Saham yang tdah mernpaddt p$etapan pengadilan

untuk menydenggaakan RUPS.
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10. Pemegang Saham dapat mangusulkan mata ffia Rapat secara tertulb kepada Direksi palirE

hmbat 7 (tujuh) hari sebdum pffEnggilan RUPS.

11. Pemegang Saham yatg d4at margusulkan mata acaa adalah 1 (satu) Pemegang Saham abu

lebih yang meryakifi 1/20 (satu pa dua puluh) dau leblh dafi ittlnlah sduruh Saham dengan hd<

suara, keanali anggaan 6ar Perusahaan menenhrkan srafu pmlah yang lebih k€ci.

12. Usuhn mata acaa Rapd haus

a. Dilakukan dengan itikad baik;

b. tr,lempertimbangkan kepantingan Perusahaan;

c. lrilaupakan mata acaa yang membutuhkan keputusan RUPS;

d. lrilenyatakan ataan dan bahan usuhn rnata acaa RUPS; dan

e. Tidak berHttangan dengan Perduran Paundalgan.

13. lJsulan nata tlf;a rapat dari Pemegang Saham maupakan mata acaa yarg membutuhkan

keputusan RUPS, dan menunrt penilaian Direksitdah memenuhi persyaratan dalam pdnt 12.

14. Perusahaan wajib mencanhrmkan usuhn mda acaa RUPS dai Panegang Saham dahm mata

acara RUPS yang dimuat dalam permnggilan.

H. Pemanggilan RUPS:

1. Perusahaan wajib rnelakukan pernanggihn kepada Panegang saham paling hmbat 21 (dua puluh

satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak manpertritungkan targgal pemanggilan dan taggal RUPS.

2. Pernanggilan RUPS paling kurang memuat infomasi:

a. Tanggal patydenggaraan RUPS;

b. Waktupenydaggaraan RUPS;

c. Tempatpenydenggaaan RUPS;

d. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;

e. Mata acara rapat termasuk penjdasan at6 sdiap mata acara tersebut; dan

f. lnfqnEsi yang nenyatakan bahan teilait mata rcaa rapd teaedia bagi Pemegang saham

s{ak tanggaldilakukannya panarygilan RUPS sampai dengan RUPS disdenggarakan'

g. lnfanrasi bahwa pemegang saham dapd rnanbaika kuasa mdahri eRUPS.

3. Pemanggilan RUPS kepada Panegang Saham sebagainwra dimksud pada No'(s'a) bagi

Perusahaan yang sdrarnnya brcdat pada Bursa Efek paling krang mdalui:

a. I (sdu) sr.trd kabar harhn berbahasa lndoresia yang berperedaran Nasional;
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b. Situs web Bursa Efek;

c. Situs web Penyedia e-RUPS; dan

d. Situs web Perusahaan dahm bahasa lndonesia dan bahasa asing yang ditetapkan oldl

Peraturan Perundangan yang balaku.

4. Pemanggihn RUPS yang menggunakan bahasa asing waiib memuat informasi yang sama deflgBn

informasi dahm pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa lndmesia.

5. Dalam hal terdapat p€rbedaan panafsiran inlormasi pada pananggihn dalam bahasa asing dengan

informasi pada pemanggihn dalam bahasa lndonesra inlormasi yang digunakan sebagai aoran

adalah informai dalam bahasa lndonesia.

6. Bukti pcnanggilan RUPS walib disampaikan kepada otaitas Jasa Keuargan paling lambat 2 (dua)

hari koia setelah pemanggihn RUPS

7. Ketentuan Pemanggihn RUPS tefsebd di das mutdis mutandb berlaku untuk pemanggihn

penydanggaraan RUPS oleh pernegang saham yang tdah manpadeh penetapan pengadihn'

8. Pananggihn RUPS kedua dihkukan dengan ketettuan sebagai berikut

a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam iangka waktu patng lambat 7 (tuiuh) hari sebdum

RUPS kedua dilangsungkan.

b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan

tidak mencapai kuoum kehadilan

c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepd 10 (sepuluh) hari dan paling

lambat 21 (dua puluh satu) hai sddah RUPS pertama dilangsungkan.

9. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan kdentuan sebagai berikut

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas pennohonan Perusahaan ditdapkan deh ooritas Jrea

Keuangan.

b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga rcnyebutkan RUPS kedua Uah dilangsungkan dan tidak

mencapai kuorum kdladian.

10. Bahan mata era rapd diatur dengan ketutuan sebagai berikut

a. Perusahaan wajib menyediakan bahan mata acaa rapd bagi perEgang saham.

b. Bahan mata acaa rapat wajib tersedia s{ak tanggaldilakukannya pemanggilan RUPS sampai

dengan penyelenggnaan RUPS.

c. Dalam hal kdentuan perduran perundangundangan lain mengatur kewajiban kdersedisan
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1 1. Ralat Pemanggilan RUPS dapat dihkukan dengan ketantuan sebagai berikut

a. Perusahaan wajib mdakukan naht pernanggilan RUPS jika tadapd paubahan infamasi

dalam penanggilan RUPS yang tdah dihkukan.

b. Dalam hal raht pemanggilan RUPS memuat inbrmasi das perubahan tanggal

penyelenggaraan RUPS darVdau penambahan mata acara RUPS, Perusahaan waiib

melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata caa pemanggilan.

c. Ketentuan ke+ajiban melakukan p€rnanggihn ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat

pemanggihn RUPS mengenai perubahan atas tanggal penydenggaraan RUPS dan/atau

penarnbahan mata ffira RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Pensahaan '

d. Bukti ralat pananggilan bukan rcrupakan kesalahan Perusdraan disampaikan kepada

Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan'

12. Ketentuan media dan penyampaian buKi pernanggihn RUPS mutdb mutandb beflaku unt* medh

ralat pemanggihn RUPS dan penyampaian hikti rald psnarygilan RUPS.

l. Hak Pemegang Sahm dan Kehadiran Plhak Ldn Ddam RUPS

1. Panegang &ham baik sendiri nnupun diwakili berdasakan surat kuasa berhak maqhadiri

RUPS dengan m€rnperhafiGn peraturan perundang-undargan yarg berlaku'

2. Panegang saham yarg bertrak hadh dalam RUPS adalah penegaq saham yang namanya

tercdat dalam daiar pernegang saham Perusahaan 1 (sdu) llari keria sebdum paranggilan

RUPS.
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dimaksud merqikutiketentuan Perduran Perundangrundangan lain tersebut

d. Bahan mata acara rapatyang t€rsedia dapd baupa salhan dokumen fisk daly'atau salnan

dokumen dekboik.

e. Salinan dokumen fBk diberikan s@ara cumadrna di kantq P€rusahaan iika dirfnta s€cara

tettulb ddr Panegang Saham.

f. Salinan dokumen ebkfonik dapat diakses atau diunduh rnelalui situs web Perusahaan.

g. Pada sad pdaksaman RUPS, Psnegang Saham berhd< meflperdeh informasi mda aara

rapat dan bahan t€rkait mata acara rapd sepaniag tidak batentangan dangan kepentingan

Perusahaan.
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3. Dalam hal tajadi ralat pemanggilan, pemqang saham yang berhak hadh dahm RUPS adalah

pemegang saham yang namanya lercdat dalam daftaPemegang Saham Perusahaan I (safu) hari

kerja sebelum alat pemanggilan RUPS.

4. Pada sad pelaksanaan RUPS, pemegang saham berh* memperoleh infcrmasi mata acaa rapd

dan bahan terkait mata acara rapat sepaniang tidak bertentangan deflgan kepertingan

Perusahaan.

5. Pada saat pelaksanaan RUPS, Pernegang saham behak memperoHl informasi mata acara rapat

dan bahan terhail mah acaa t{/al sepaniang tidak b€rtaltangan dengan kep€fitingan

Perusahaan

6. Perusahaan waiib menyediakan alternatil pemberian kuasa secara elektonik bagi pemegang

saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

7. Pemegang saham dapat mernberikan kuasa kepada pihak hin untuk meurakilinya menghadiri

darvatau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan kdentuan pelatuan perundang-

undangan.

8. Pemberian kuasa tersebut dapd diberikan secara elelffonik ndalui eRUPS yang dbediakan oleh

Penyedia +RUPS dau sistem yang dhediakan oldr Perusahaan yang haus dilakukan paling

hmbat 'l (satu) hai kaia sebelum penyelenggaaan RUPS.

9. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acaa dalam pemberian

kuasa secaa deklronik

.10. 
Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa dan pilihan suaa paling lambat I (satu)

hari kaja sebdum penyelenggaraan RUPS.

1 1. Pihak yang dapd meniadi Penerima Kuasa secaa elektronik meliputi:

a. Partbipan yang mengadminbtrasikan sub rekening deUefek milik penegang saham

b. Pihak yang disediakan ol$ Perusahaan, atau

c. Pihak yang dituniuk ddt Pemegang Satnm.

12. Dahm hal temyata pada hai Pelaksanaan RUPS, Panegang Saham hadir secaa langsung naka

weurenang Penerinn Kuasa dinyatakan batal'

13. Pada saat pdaksanaan RUPS, Perusahaan dapat mengundang pihak hin yang takait dengan

mata acara RUPS.
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J. Pimpinan RUPS

1. RUPS dipimpin oldr tuqgota Dewan Komisarb yang ditunjuk d$ Dewan Kombarb.

2.Dahm halsemua Anggda Dewan Konisarb tidak tndir dau bahahngan hadir, maka RUPS dipimpin

oleh sahh secang Anggda Direksi yang ditunjuk oldl Direksi.

3. Dalam hal semua fuEgda Dewan Komisarb atau tuggda Dkeksi tidak halir dau berhalangan hadir,

RUPS dipimpin ddr Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk daridan oleh pesata

RUPS.

4. Dalam hal Anggota Dewan Komisarb yang ditunluk oleh Deryan Komisarb unt* rremimpin RUPS

nranpunyai benturan kepantingan d€rEan mata acara yang d<an dipuhskan <lalam RUPS, maka

RUPS dipimpin ddr Anggda Deilan Komisarb hinnya yang tidak matpunyai balturan kepentingan

yang ditunluk oleh Dewan Komisarb.

5. Dalam halsemua Anggota Deilan Komisarb mernpunyai bentuan kepertingan, RUPS dpitqin oldt

salah satu fuEgoh Direksi yang dibnjuk ddl Direksi

6. Dahm hal sahh sdu Anggota Direksiyang ditunjuk d$ Direlsi untuk mernimpin RUPS nunpunyai

banturan kepantingan ata mda acara ya4 akan diputuskan thhm RUPS, RUPS dipmpin oldt

furggota Direksi yang 0dak mempunyai benturan kepeltingan.

7. Dalam hal s$lua turggota Direksi m€rnpunyai bentuan kepentingan, RUPS dipimpin ddt sahh

seorang Pemegang Sahan brtan pangendali yang dpilih oldl mayaitas Pemegang Satum lainnya

yang hadir dabm RUPS.

K. TataTertibRUPS

1. Pada sad pelaksanaan RUPS, tda tertib RUPS haus diberikan kepada panegang saham yang

hadir

2. P*ok-pokok tda tertib RUPS haus dibacd<an sebehm RUPS dimulai.

3. Pada saat pernbukaan RUPS, pim$nan RUPS w$b merber*an penjelasan kepada pemegang

saham paling kurang mengenai:

a. Kmdbi umum Perusahaan secara singkat

b. lrihta acara rapat

c. trlekanbme pagambilan keputusan terkait mda acaa rap* dan

d. Tata cra perqgunatn l'lak Pemegag Saham mtuk mengaiukan patanyaan darVdau

pendapat.
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L. Keputusan, Kuorrm Kehadran dan Kuorum Keputusan RUPS

1. Keputusan RUPS diambil berdasakan musyaarah untuk mufakat

2. Dabn hal keputusan berdasarkan musyawarah unh* mufd<at tiiak tercapai, keputusan diambil

mdalui pemungutan suana.

3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suaa wajib dihkukan dengan memperhatikan

ketentua kuaum kehadirat dan kuorum kepufusan RUPS.

4. Kuorum kehadian dan kusum keputusan RUPS untuk mata acara yang hans diputuskan dalam

RUPS dilakukan dengan mangikuti ketantuan

a. RUPS dapat dilangsungkan iika dahm RUPS lebih dai % (sdu per dua) bagian dai jumlah

sduruh Saham dengan hak suaa hadir abu diwakili

b. Dalam hal kuorum kdradiran sebagaimana dimaksud dalam hurul a tidak tercapai, maka Rapat

kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri deh

Pemegang saham yarg mewakili paling sedikil % (satu per tiga) bagian dai jumlah seluruh

Saham dengan hak suaa yang sah dan keputusan adahh sah jika dbdujui oldt lebih dari %

(satu pe dua) bagian dai jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang hadir dahm Rapd,

kecuali anggaran dasar Pensahaan menantukan jumlah kuorum yang lebh besa.

c. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oldr lebih dai % (satu per dua) bagian dai sduruh

saham dengan hd< suaa yang hadir dalam RUPS.

d. RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kdiga sah dan berhak mengambil

keputusan jika dihadiri ddr pemegang saham dai saham dengan hak suara yang sah dahm

kuorum kdradiran dan kucum keputusan yang ditdapkan deh oJK atas permohonan

Perseroan.

5. Kuorum kelradian dan kuorum keputusan RUPS unfuk rnda acara perubahan anggaan dasa

Perseroan (kecrali peubahan anggaan dasa dalam rangka memperpanjang langka waKu

berdirinya Perusahaan), dilakukan dengan maqikuti kdentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan iika dihadiri oldr lebih dari 23 bagian dari jumlah sduruh saham

dengan hak suara hadir atau diwakili;

b. Dalam hal kuorum k$adiran tidak tercapai, maka RUPS kedua dapd diadakan deqan

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak margambil keputusan iika dalam RUPS dihadiri ddr

paling sedikit 3/5 bagian dai jumlah sduruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
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c. Keputusan RUPS adalah sah jika dbduiui dd lebih dai 23 bagian dai seluruh saham dengan

hak suaa yang hadir dahm RUPS;

d. Keputusan RUPS adalah sah jika dbdujui oleh lebih dari % bagian dari sduruh saham dengan

hak suaa yang hadir dalam RUPS;

e. RUPS Ke{iga dapat diadakan dengan kdentuan RUPS ketiga sah dan berhak mmgambil

keputusan jika dihadiri deh pemegang saham dai saham dengan hak suara yang sah dahm

kuorum kehadiran dan kucum keputusan yang ditdapkan oleh oJK atas pefmotlonan

Perseroan.

6. Kuoum kdradiran dan kuaum kepufusan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perusahaan,

rnenjadkan jaminan utang kekayaan Pausahaan yang rrerupakan lebih dai 500,6 (lima puluh persen)

.jumlah kekayaan befsih PenEahaan dalam I (satu) tansaksi dau lebih baik yang bakaitan satu

sama lain maupun tirlak, penggabungan, peleb$an, pargambilalihan, pemisahan, pengaiuan,

pefrnohonan aga P€fusahaan dinyatakal pailit, p€rpanjangan iangka waktu berdirinya Pensahaan

dan pernbubaran Perusahaan, dilakukan dengan mengikuti kdentuan:

a. RUPS dapat dihngsungkan jika dihadiri d$ paling kuang % bagian dai iumlah sduruh saham

dengan hak suara hadir atau diwakili;

b. Dalam halkuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dahm poin 6.a tidak tacapai, maka RUPS

kedua dapat diadakan d€r€an kdenh.En RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan

jika dalam RUPS dihadiri deh paling kurang 23 bagian dariiumhh seluruh saham dengan hak

suara hadi dau diwakili;

c. Keputusan RUPS adalah sah jika dbetujui olelr lebih dari % bagian dari sduruh saham daqan

hak suaa yang hadir dahm RUPS;

d. Keputusan RUPS adalah sah jika dbetujui ddr lebihdari %bagian dari sduruh saham dengan

hak suaa yang hadir dalam RUPS;

e. RUPS Kdiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kdiga sah dan bertrak mengambil

keputusan jika dihadiri oldr pe{n€gang saham dai saham deQan hak suara yang sah dalam

kuorum kehadiran dan kucum kepufusan yang ditetapkan d$ oJK at6 permohonan

Perusahaan.
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7. Kuorum kelradiran dan kuorum keputusar RUPS yang hanya dihadiri oleh pecregang saham

lndependar, dilakukan dangan rrcngiktti ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri deh Pemegang saham lndepadan yang mewakili lebih

dari % bagian dai junrlah s€ftiruh saham dangan hak suaa yang sah dimilki deh Pemegang

Saham lndependen.

b. Dalam hal kuorum kdradiran tidak tercapai, maka RUPS kedua dapd diadakan dangan

ketentu l RUPS kedua sah dan b€fhak m€ngambil keputusan jka dalam RUPS dihadiri ddt

Pemegang saham lndependen yang mewakili lebih dari %b$;€in dari i.rmlah sduruh saham

dengan hak suara yang sah dimifiki detr Pmegang Saham lndependen.

c. Dalam hal kuaum kehadiran tidak tercapai maka RUPS kdiga dapd diadakan dengan

ket€ntual RUPS kd{a sah dan bertrak mangambil keputEan jika dalam RUPS dihadiri oleh

Pemegang Saham lndepanden dai saham dengan hak suara yang saha, dalam kuaum

kdradiran yang ditdapkan oldl OJK;

d. Keputusan RUPS adalah sah jika disetului ddl Pemegang saham lndepanda yang milakili

lebih dari % bqian dai seluruh saham dengan hak suaa yang sah dimiliki d$ Pemegang

Saham lndependen;

e. Keputusan RUPS adalah sah lika disetului oldl lebih dat % brytffi dai iumhh s$am yang

dimiliki oldl Pemegang Saham lndependan yang hadir dalam RUPS;

f. Keputusan RUPS adahh sah lka disetujui deh Panegang saham lndependan yang mewakili

lebih dari 50oA saham yarg dimiliki oldr Panegang Saham lndepalden yang hadic

g. Panegang Saham yang manpunyai benturan kepentingan dianggap tdah rnemberikan

keputusan yang sama dengat keputusan yang disetuiui oleh Pemegang Saham lndependen

yang tk ak metnpunyai bentran kepentfiEan.

8. Kuorum kehadiran dan kuorum kepdusan RUPS dirnna Perusahaan memiliki Ebih dari 1 (satu)

khsifikasi saham, RUPS untuk mata acaa perubahan hak dm saham harya dihadiri old1 Pemegang

Saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas paubahan hak das saham pada klasifikasi

saham tedentu, dihkukan dengan mengikuti kdenfuan:

a. RUPS dapat dilangsurykan jka dihadiri ddl pallu krang % bagian dailumhh sduruh saham

pada klasifikasi saham yang terkena dampak at6 perubahan hak tersebut hadir dau diwakili;

b. Dalam hal kuorum kdtadiran tidak t€rcapai, maka RUPS kedua dapd diadakan dengan

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan
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paling kurang 23 bagian darilumlah seluruh saham pada klasifikasisaham yang takena dampak

atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

c. Keputusan RUPS adalah sah jika disdujui oleh lebih dari % bagian dai saham dengan hak suara

yang hadir dahm RUPS;

d. RUPS Ketiga dapat diadakan dergan ketentuan RUPS kdiga sah dan berhak mengambil

keputusan iika dihadiri oldr psnegang saham dai saham dangan hak suara yang sah dalam

kuorum kehadiran dan kutrum kepdusan yang dildapkan oleh OJK at6 pemohooan

Perusahaan.

9. Pemegang saham daisaham dengan hd< srnra yang sah yang hadir dalam RUPS namun abdain

(tidak nnnrberikan suaa) dianggap mengduarkan suaa yang sama derBan suaa mayoritas

pemegang saham yang mengeluarkan suara.

10. Dalam pemungutan suara suaa yang dikduarkan oldt panegang saham benaku untuk sduruh

saham yang dimilikinya dan pemegang saham tirlak berhak mernberikan kuasa kepada lebih dai

seorang kuasa utuk sebagian darijumhh saham yang dimilikinya tlengan suara yang babeda.

M. Risalah RUPS dan Ringkasan Risdah RUPS

1. Persaoan walb mernbuat risalsh RUPS dan ringkasan risalah RUPS.

2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangEni oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu)

orang pemegang saham yang dituniuk dari dan deh peserta RUPS

3. Tanda tarEan tidak dbyaatran ap$ila risalah RUPS tersebut dibuat dahm bentuk aKa berita

acara RUPS yang dibuat ddr Notaris

4. Risatah RUPS wajib dbampaikan kepada oJK paling hmbat 30 (tiga puluh) hai setdah RUPS

diselenggarakan, apabih jatuh pada hni libur nnka Risahh RUPS tersebut wajib disampaikan

paling lambat pada hai kala berikuhya

5. Ringkasan risalah RUPS waiib memuat infqmasi paling kurang:

a. Tanggal RUPS, tempat @ksanaan RUPS, waktu pdaksanaan RUPS, dan mata acara

RUPS

b. tuggota Direksidan Anggda Dewan Komisarb yang hadir pada saat RUPS

c. Jumhh saham dengan hak suara yarg sah yang hadi pada sad RUPS dan persdrtasenya

dari lurilah sduruh sdram yang mempunyai hak suaa yang sdl
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d. Ada tirtraknya pernberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan

p€rtanyaa dary'atau mernberikan pand4at takail mata aata RUPS

e. Jumlah pernegang saham yang mengaiukan pertanyaan darv atau m€rnbefikan p€rdapat

terkait mata acara RUPS (Jka penregarg saham diberi k€s€rnpatan)

f. lrlekanbme pengamtrilan keputusan RUPS

g. Hasil pemungutan suaa yang mdiputi iumhh suara sduir, tiriak setuiu dan abstain (tidak

memberkan suara) unh* sethp mata acara RUPS iika pengamuan keputusan dilakukan

dengan Pemungutan suaa)

h. Keputusan RUPS

i.Pdaksanaanpembayarandividentunaikepadapemegangsahamyangbertrak(iikaterdapat

keputusan RUPS terkait dargan pernb4ian dividen tunai)

6. Rirqkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyaakd paling kurang melalui:

a. Stus web Bwsa Efek;

b. Situs neb ParYedia eRUPS; dan

c. Situs web Perseroan (dalam bahoa lndonesia dan bahasa asing)

T.RingkasanrbalahRUPSyangm€nggunakanbahasaasingwa,ibmemuatinformasiyangsama

de4aninfcmmidahmringkasanrisalahRUPSyangmenggunakanbahasalndone.n

S.DabmhaltadapatpabedaanpemfsiraninformasipadaringkasanrbalahRUPSdalamBahasa

asingdenganirformasipadaringkasanrbahhRUPSdalambahasalndorresia,infomasiyang

digunakan sebagai aoran adalah bahasa lndmesia

g.PengumunnnrhgkoanrisalahRUPSwaiibdiumumkankepadamasyarakdpalinglambat2(dua)

hari keria s€tdah RUPS disdenggarakan'

10. Buhi pengumuman ringkasan risalah RUPS waiib dbampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua)

hari keria s€telah dium;r*an.

11-KeterrtuanmutatFmutandbberlakuunt*perryampaiankepadaoJKdasrisalahRUPSdan

ringkasanrisalahRUPSyangdiumun*andanpengumumanringkasanrisahhRUPSdari

penydenggaraan RUPS dd p€m€gang saham yang tdah memperdd penetapan pengadilan

untuk manYdenggaakan RUPS.



II. DE}YAN KOMISARIS

A. Dasar hukum antra lain :

1. UU No 19 Tahun 2003 tartang Badan usaha Mlik Negara sebagaimana tdah diubah dengan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Pendapan Perduran Pemerintah Penggarti undang-

undang Nomor 2 Tahun2022 Tentang gpta Kaita lileniadi Undang-Undang;

2. UU No. rl0 Tahun 2007 tentang Pesefoan Terbdas berikut perubahan-perubahannya;

3. Peraturan Penrerintdr No. rts Tahun 2005 tentang Pendiian, Pengurusan, Pengawasan dan

Pembubaran Badan usaha Mlk Negara sebagahnana Hah diubah dengan Perduran Pemerintah

l,lo. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan at6 Peraturan Pemerintah No' 45 Tahun 2005 tattang

Pendirhn, Pengurusan, Pengawasan, dan Pernbubaran Badan Usaha Mlil< Negara;

4. peraturan lvlenteri Badan usaha Mlk Negara Nonu PER-Z[ffiU/0y2023 tentang Pedornan Tata

Kelola dan Kegiatan Kcporasi Signifikan Badan Usdra Mlik Negara;

5. Peraturan iilentefi Badan usaha Ms'k Negara llono PER'03/MBU/0U2023 tailang ogan dan

Sumber Daya i/hnusia Badan l.baha Mlirk Negara;

6. Surat Edaran otcita Jasa Karangar No. 32SE0JK.042015 tarygal 17 November 2015 tentang

Pedoman Tata Kelda Perusahaan Terbuka

T.PefaturanotcritasJasaKerranganNo.3UPoJK.0420l4tarbngDireksidanDewanKornbarb

Emiten dan Pensahaan Publk;

S.PefaturanotoitasJeaKerranganNo.3l/PojK()l|l2olstentangKderbukaanAmlnfuimasiatau

Fakta tvlaterial Oletr Emiten Abu Perusahaan fublik

9. Peraturan Otorita Jaa Kalangan No 1',1lPO'K.042017 tentang Laporan Kepemilikan atau sdiap

Perubahan Kepenflikan Saham Perusahan T€rbuka'

10. Anggaran Dasa Perusahaan.

1.1. surat Dewan Komisarb PT PP Presbi Tbk No. 02{EX[/KONYUPPRAilU2022 Perihal Batoan

dan/atau Kriteria Kewenangan Dewan Konisarb dan Direksi pada PT PP Presisi Tbk io' swat Direksi

PT PP (Pasao) lbk No. 1UEXT/PP/DS|-U822 Pefihal Batasan dan/atau lftleria Kewenangan

Dewan KomMris dan Direksi pa<la Anak Perrsahaan PT PP (Persero) Ibk'
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B. Keanggotaan Oeran Komisads :

1. Dewan Komisarb palrg kurang terdiri dari 2 (&ra) caq Arggda Derwa Kqnisarb yang mana

seorang di antaanya diangkat nrenjadi Komisarb utama dan +aHa <fperfukan seaang di antaranya

dapat diangkdsebagai Wdtil Komisarb LJhma.

2. Dalam hal Dewan Komisarb terdiri dai 2 (dna) orang &rggda Dewan Komisa6, 1 (satu) di antaranya

adalah Komisaris lndePendat.

3. Dewan Kombaris merupakar nnldb rtan sdhp Anggda Deruran Konrisarb tidak dapd b€rthdak

sendiri-sendiri, mdainkan berdasakan keputusan D'aran Kcrnisarb'

4. Pasyardan Anggota Dewan Konisarb wajib rnngikuti kdenhsn:

a. Undang-Undang i'lo. 40 Tahun 2(D7 tarhng Peaeroan Terbdas;

b. Peraturan Perundangan dibidang Pasa ltilodal; dan

c.PeraturanPaundangarlahternrasukperduranyangtakaildengankegiatanUsaha

Perusahaan.

S.YangdapddiangkatsebagaiAnggdaDerralKomisarisadalailraangpeseora]pan,yangmefiEnuhi

pasyardan pada saat diangkat dan sdama matiabat:

Svarat lr,hterial:

a. fi,laniliki integritas;

b. [,lemilikidedikasi;

c. lr,lenrahami mBalah-masahh manaiem€n Perusahaan yarg bakaihn dauan salah safu fungsi

manaremen;

d'iJbnilikipengetahuanyangmemadaidibiiangusahadimanayangbefsangkutadicalonkan;

dan

e. Dapat menyediakan waKu yang okup rntuk mdaksanakan tug6nya'

Syarat Formal:

a. Orang perseorangan;

b. lrlempunyai akhlak, rnral, dan integrilas yang baik;

c. Cakap mdakukan Pebuatan hukum;

d. Dalam 5 (lirn) Tahun sebdum pengangkdan dan sdama menlabat

- Trdak Pernah dinYatakan Pailit;

vP-C0RgEC tt/gr-LEGAL

.ry nrr

CORPORATE SECRE'TARY
it)



- Tidak pernah m€niadi Anggda Direksi dalVatau Anggda DerYan Komisarb yang

dinyatakan bersalah rnanyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan, dary'atau badan usaha

lainnya dinyatakan Pailit;

- Trdak pernah dihukum karena mdakukan tindak fldana yang merugikan k angan negaa,

BUMN, Anak Perusahagl, badan usaha lainnya darVahu yang be*aitan dengan seKor

kanangan; dan

- Trdak pemah rrenjadi Anggota Dheksi dan/dau Anggota Dewan Kornisaris yang selama

meniabat:

. Pemah tidak maryebnggard<an RUPS Tahunan;

oPatanggungjaabannyasebagaiAnggotaDireksidan/ataufuggotaD€UyanKombaris

pemah tidak ditefima oletr RUPS atau pernah tidak nrrnberikan pertanggungiaaban

sebagai Anggob Erireksi dan/abu Anggda Deran Komisarb kepada RUPS; dan

. Pernah menyebabkan Perusahaan yang mefiperoldl izin' pesetuiuan' dau

pendaftaandaiotoihsJasaKanangantidakmgnenuhikewaiibanrnenyampakan

laporan Tahunan darV*au lapoan katangan kQada Gorilas Jasa Keuangan'

e. irlerniliki km*tmen untuk mexnatuhi p€ratrran perundang-undangan;

f.irlemilikipengdahuandaniataukeahliandibilangyangdihrtuhkanPerusahaan;dan

Svarat lain:

Bukan paquns patai pdibk, calon anggota legbhtif, dary'atau anggda legblatil pada Dewan

PerwakilanRakyat,DilanPefwakilanDerah,DewanPerwakilanRakydProvinsi,danDe{an

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatery'Kota

Bukan calon kepala/wakil kepala daefah dadatau kepald[akil kepala daefah, teflnasuk peiabat

kepala/wakil kepala daerah;

Tidak sedang menduduki iabatan yang berpotensi menimbulkan bentuan kepantingan dangan

Perusahaan/An* Pensahaan yang bersangkutan;

Tidak rneniabat sebagai anggota Dewan KomisaridDemn Penga as pada Perusahaan/Anak

Perusahaan yang besangkutan sdama 2 (dua) periode;

Tidaksedangmendudukiiabahnyangberdasakanpelduranpa'undang-undangandilarang

untuk diangkap dengan jabdan anggota Dewan Kombaris;

a

b

d
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f. Sdratjasmanidan rotrari, yang tidak sedang mendeda sudu pnyakit yang dapd menghambat

pelaksanaan tugas sebagai anggota Da an Komisaris/Dewan Pengawas, yang dibuktkan

dengan surat ketsangan sdld dai rumah sakit dan

g. tvlemiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) dan tdah mdaksanakar kewajiban membayar pajak

sdama 2 (dua) tahun terakhir.

Pernenuhan persyaratan, dibuKikan dangan surd pemyataan yang dihnddangani ddt calon

fulggotaDe$anKomisarbdan$rdtelsebutdisampaikankepadaPausahaan.s,r|latpeflryataan

tersebut waiib diteliti dan dilokumentaskan oldt Perusahaan'

Dalam halDewan Kornisaristerdii lebh dari2(dua)aang Anggda Dewan Kornisaris' jumlah Konbarb

lndependen waiib paling kurang 30% (tiga nrluh persen) dai iumhh sduruh Anggota Danan

Komisarb.

Sdain mernenuhi keterrtuan sebagairnana dimaksud pada print 4 di atas, Kombaris lndependen wa.iib

rn€in€nuhi persyardan sebegai bakut:

a. Bukan rprupakan 6ang yang bekeria atau manpunyai wewenang dan tanggung ianab urtuk

merencanakan, m€rninpln, mengandalikan, atau nengawasi kegiabn Pausahaan dalam

waktu 6 (enam) buhn tefakhir, kecuali untuk pqlangkatar kembali sebagai Komisarb

lndepanden Perusahaan pada paiode berikuhya;

b. Trdak mempunyai saham baik langsung nnupun tilak langsung pada Pensahaan;

c. Trdak mempunyai hubungan Aliliasi dengan Pausahaan' fuggota Dewan Kombarb' tuggota

Direksiatau pemegang saham utama Peruahaan; dan

d. Tirak manpunyai hubungan usaha baik langsung maupun tdak langsung yang b€rkaitan

dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebuL

Perusahaan waiib menydenggarakal RUPS unfuk melakukan penggantian Anggota Dewan

Kombarb yang tilak memenuhi persyndan'

PengangkatanAlEgdaDeilanKomisarbyangtidakmenpnuhipefsJardantersebrrtdiatas,batal

karenahukumsqaksadAnggdaDewanKombarblainnyadauDireksimengdahuitidak

tapenuhinya persyaatan tssebul b€rdasarkan buKi yang sah' dan keoada Anggota Dewan

Komisarb yang b€rsangkutan diberitahukan secaa tertulb' dengan memperhatikan Perduran

Perundangan Yang balaku.

Dalam iangka waktu palirg lambat 2 (dua) hari kaia tahiturB s{ak dkdahui pengangkdan Anggota

Dewan Komisarb tirlak memenuhi persyaahn, Anggota Dewan Komisaris , harus

7

a
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mengumumkan batalnya pengangkatan Anggda Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media

pengumuman, dan paling lambat 7 (tu.iuh) hari memberitahukannya kepda lrlenteri Hukum dan Hak

Asasi lrilanusia untuk dicatat sesuai Penaturan Paundang-undangan.

12. Perbuatan hukum yang telah dihkukan uriuk dan atas nama Perusahaan oleh Anggota Dewan

Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum bablnya pengalgkatan Anggota Dewan

Kombarb tetap mengikat dan meniadi tanggung jawab Perusahaan.

13. perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perusahaan oleh Anggota Dewan Komisaris

yang tidak memenuhi pasyardan sdehh batalnya pengangkatan Anggota Dewan Komisaris adalah

tkJaksahdanmenjaditanggungjawabpribadiAnggdaDewanKomisarisyangbersangkutan.

14. Pengangkatan Anggota Dewan Kombaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi'

pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu

fungsi mana.iemen, rnemiliki pengetahuan yang memadai di bklang usaha Perusahaan, dan dapat

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugGnya serta p€rsydatan lain berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan.

15. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pembahentian Anggota Dewan Komisaris juga

menetapkan saat muhi berlakunya pengangkatan dan pemberhenthn tersebut. Dalam hal RUPS

tilak menetapkan, maka pengEngkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris tersebut mulai

berlaku sejak PenutuPan RUPS.

16. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk iangka waktu terhitung seiak tanggal yang ditdapkan

olehRUPSyangmengangkatnyadanberakhhpadapenutupanRUPSTahunanyangke.S(lima)

setelahtanggalpengangkatannya,dengansyarattilakbolehmelebihi|angkawaKu5(lima)Tahun,

dengan memperhatikan Peraturan Perundangan di bidang Pasa lrlhdal' namun dengan tidak

mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu - waktu dapd memberhentikan para Anggota Dewan

Komisaris sebelum masa iabatannya berakhk'

17. Setelah masa jabahnnya berakhir, paa Anggota Dewan Komisarb dapat diangkat kembali oleh

RUPS untuk satu kali masa iabatan.

,18. Anggota Dewan Komisar's sewaKu - wanu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

dengan menyebut(an alasannYa.
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19. Irlasan pernberfientian Angsota Deilan Komisarb dilakukan apabih berdasarkan kenyataannya,

tuggota Deilan Komisarb yary basaukutan antaa lain:

a. Idak dapatrneniahnkan tqanya dagan bak

b. ttldanggar kdatuan anggaran dasa daddau Peratuan Perundalq-mdangan;

c. Terlibat dalam tindd€n yaq meng*an Perusahaan dan/atau negar4

d. lrldakukan tindakan yang mdanggar et:ka dan/dau kepatdan yang sdlarusnya dhormdi

sebagai Anggota Deuran Konisarb;

e. Dinyatakan basaldr dengan fliusan pengadtan yang tdah merpunyai kekuahn h*um

yang tdaP;

f. lvhngundurtan rki.

20. Di samping ahsan pemberhentian Anggda Dewan Konisarb sebagainnna dimaksud pada point 19'

Anggda Dewan Komisafb dapd dibetrentkan oldr RUPS berdasakan ahan hinnya yang dinihi

t4at oldr RUPS demi kepstingan dan tuiuan Perusahaan'

21 . K€putusan penrberhentian karena alasan sebagaimna dimaksud pada pdnt 1 9 hwuf a, b' c, dan d

serta pcint 20 diambl sddarh yang bersangkuhn dibai kesernpdan nrsnbda diri dalam RUPS.

22. Pemberhentian kaena alasan pcint 19 hunrf c dan e maupakan pernberhertian dengil ffak ho'mat'

23. Antar ptra turggota Dewsr Komisarb dan anhfa Anggda Deryan Kombarb dangan fuggota Dkeksi

dilarang memiliki hubungan kduarga sanpai dargan de.u{at kdiga, bak menuni garb lurus maupun

garb kesamping, tamasuk hubungan yang timbul karata pertmhan'

24.Dahmhaltaiadikeadaasebagaimaladimaksudpdnt23,makaRUPSbeil€nang

mernberhentikan sahh seorang di antara mereka

25. Pembagian keria diantara paa furggda Dewan Komisarb dlatu oleh mefeka sendiri, dan untuk

kdancaran tugasnya Deuran Kornisarb dapd dibantu d$ seketab Deryan Komisarb yang diangkat

d$ Dewan Kornisarb'

26. Apabila pada sudu waktu dd1 sebab apapun tefdapd satu jabatan dau lebih Anggda Dewan

Kornisarb Perusahaan kcotg, maka

a. RUPS walib dbdanggarakan untuk m€ngbi lababn lomng ters€but apabila matyebabkan

Anggota Komisarb b€rFmlah kuraE <tai 2 (dua) sdah sdunya Konisarb uhma dar iabatan

yang lorvong adalah Komisaft l]hma;

b. RUPS sebagairma diatas disd€rEgaakan palng ladat 90 (sfftihn puluh) hari s$ak

terjadinya lowongan iabatan
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27. Seorang fuggota Deuran Kqnisarb berhak nrengundud<a diri dai iabdannya sebdum masa

jabatannya berakhir dengan mernberitah*an secara t€rtub mengenai maksudnya tesebut kepada

Perusahaan, untuk hal tersebut

a. Perusahaan waiib menydenggarakan RUPS unfuk mernutuskan psmohonan petgunduran

diri &ggota Dewat Komisarb dalam iangka waKu patnq lambat 90 (sembilan puluh) hai

setdah dil€rimanya suat pengunduan dfi.

b. Perusahaan waiib nrelakukan keterbukaan infamasi kepada masyarakd menyampaikan

kepada otorita Jasa Keranga palirq hrnbat 2 (dua) hari ketia setdah ditaimanya

perrriotrman pa,rgunduran diri fuggoh Desan Komisarb dan hasil penyelenggaraan RUPS

tersebut didas.

c.sebdumpengundurandiriberlakudeldif,AnggotaDerwanKomisarbyangbersangkutan

tetap bakewajiban menydesaikan tugas dal tdlggung iilabnya sesuai daqan Anggaran

Dasar ini dan Perduran Perundangan yang bedaku'

d. Terhadap Anggota D*an Komisarb yarg mengundukan diri tetap dapd dimhtakan

pertanggunglawabannya seb4ai AnSgda Dewan Komisarb sqak p€ngangkatan yang

bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengmduran dirinya dahm RUPS'

e.PernbebasantanggungiawabAnggotaDewanKombarbyangmerrgundurkandii<liberikan

setdah RUPS Tahunan membebaskannya'

f.DalamhalAnggc{aDilanKomisarbmerrgundurkandirisdlinggarn$gakibatkaniumhh

Anggota Dewan Komisarb meniadi kurang dari 3 (tiga) cang' maka pengunduran diri

tersebutsahapabilatdahdibtapkanddRUPSdantdahdiangkatAnggdaDewan

Komisarb yang baru, sdrlrgga mananuhi persyarda minimal jumhh Anggota Dewan

Komisarb.

28. Jabatan Anggota Dewan Komisarb betakhir apabih:

a. Pengunduran dirinya tdah ef*tit

b. ltieninggal dunia;

c. i/hsa jabatannya berakhi;

d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau

e.DinyatakanpailitddrPargdilanNi4ayangtdahrranpunyaikekuahnhukumyangtdapdau

ditaruh dibawah pengarpuan berdaarkan sudu keg'jtusan pengadilan;
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f. Tidak lagi manenuhi peEyafdan sebagai Anggota Deran Kornisarb berdasarka tuEgaan

Dasar Pensahaandan Perduran Perundangat hinnya.

29. Ketentuan pada pcin 28 huruf f termasuk tdapi tidak tabdas pada rangkap jabatan yang dilarang.

30. Bagi Anggota Dewan Komisarb yang berhenti sebelum maupun setdah nrasa labatannya berakhir

keoiali befhenti kaena meninggal dunia, maka yallg befsaEkutan tdap b€ftanggog janab atas

tindakan - tindakannya yang belum diterima pedanggun$awabannya d$ RUPS'

3 1 . kqgota Dewan Kunisaris dihrang mernangku iabdan rangkap sebagai:

a. Anggota Direksi pada Badan usaha Mlk Negara, Badan usaha Mlik Daerah, Badan usaha

tYtlik Snasta;

b.Penguruspataipolibtdan/daucalon/AnggdaDPRDPD,DPRDTingkatl,daDPRD

Tingkat ll darvahu calon Kepah DaerahMakil Kepala Daerah davdau Kepaldwakil Kepala

Daerah termasuk Fiabat Kepala/Wakil Kepala Daerah;

c. Jabatan lainnya sesuai dangan kdentuan dalam Peraturan Perundangan; dan/atau

d. Jabatan lain yang dapd menimbulkan berturan keperrtingan'

32. Anggota Detan Kornisarb, diberkan horprarium dan tuniangad fasilitas hrrnsuk t tiem dan

santunanpumajabatanyangj€nisdanjumhhnyaditetapkanolehRUPSdanganmanperhdikan

ketentu t Perduan Perundang+ndanganyang berlaku'

33. Setiap Anggota Dewan Kornisarb dibrang nrengambil karntrngan p.ibadi baik secaa hngsung

maupun tidak langsung dai kegiatan Perusdnan selain perghasilan yang silh'

u. Ketentuan mengenai Dewan Kombafu yang bdum diatur dalam Buku Pedornan ini mengaor pada

Anggaran Daar, Peratuan Perusahaan hinnya, Paatuan oorlas Jasa Keuangan di Bidang Pasar

lrilodal dan ketertuan seda perduran perundang-undanga lainnya yarB balaku'

C. Tugas dan Tanggung Jawab Serta Hak dan Weuenang Dqxan Komisaris

l.DeulanKombarbbertugasmdakukanpengawGantehadapkebijakanpenguusan,ialannya

pengurusan pada umumnya baik maqenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan

oldr Direksi serta memberikan nasihd kepada Direksi termasuk pffgawasan tefhadap pehksanaan

Rencana Jangka Panjang Pasaoan, Rencana Kerla rtan futggaran Tahunan Perusahaan s€tta

ketentuat Anggaran Dasa dan Kepuhsan RUPS, serta Perduran Paundangan yang bedaku, untuk

kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan fujuan Pensahaan'
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2. Pemberian nasihat kepada Direksitidak terbatG pada

- Kebijakan manaienen rbko dan @ksanaamya;

- Kebijakan sbtem paqendalian intemaldan pelaksanaanny4

- Kebilakan sbtem Teknologi hfamasi perusdaan dan pdaksanaannya:

. Kdrilakan p€ngddaan surter daya manusia khusrsnya manaiorm kaier di perusahaan,

sbtem dan trGedur pfom6i, mutasi dan demGi di penEahaan dan pelaksanaan kebiiakan

t€rsebd:

- Kebijakan akuntansi dan penyrsunan hporan kzuargan s€suai dengan standa dtuntarsi yang

bedaku umum di lndonesia;

- Kebilakan paqadaan baang da iasa sata pdaksanannya;

- Kebijakan mutu dan kealrEnan serta pdaksanaan kebiiakan ters€but

- Kebijakan untuk m€manhu penaapan pinsp @G;

- Kebiiakan atas pangddaan entibs and(.

3. irdakukan tugas, wetaraq, &n tanggung jawab sesuai dengan keteiluan tupgaran Dasar

Perusahaan dal keputusan RUPS;

4. Meneliti dan mendaah Laporan Tahunan yang dip€fshpkan oldl Direksi ssta menandahngani

laporan Tahunan tersebut.

5. Dalam melaksanakan fugas tersebut, maka:

a. Dewan Komisarb berranang untuk

. lrilernenksa buku-h*u, surat-surd, serta dokumen{okumen hinnya, memeriksa kas untuk

kepaluan verifikmi dan lain-lain surd berharga dan memefksa kekayaan Perusahaan;

-ilenrrasukipekarangan,gedung,dankantoryangdiper'gunakanoldrPerusahaan;

- lvterninta penjdasan dai Direksi dan/dau pqabat hinnya mengenai segala persoalan yang

mfi yangkut p€ngeldaan Perusahaan;

- trihngetahui segah keb[akan dan tindakan yang tdah dan akan dijahnkan oldl Dfreksi;

- lvlerninta Dieksi dan/dau peiabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengeoralian Direksi

untuk rnnghadiri Rapat Dewan Kombaris:

- irtengangkat dan mernberhen$<an seaang Sekdab Deuran KomMrb;

. [,lefnbeftent'kan sementara fuiggda Direksi sesuai daqan kdenuan Anggaran Dasa ini;
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- irernbafuk Komite Audit, Km*te Rernunerasi dan Norninasi, Komite Pemantau Rbiko dan

kornitekomile lain, lika dhnggap perlu dengan manperhdikan kemampuan perusahaan

serta ndakukan evaluasi atas kornite tersebut setiap tahun;

- ilenggunakil tenaga ahli untuk haltertentu dan dalam jaryka waHu tertentu das beban

Perusahaan, jika dianggaP Perlu;

- lrilelakukan tindakan papunsan Perusahaan dalam keadaan brBrtu untlk iangka waktu

tertentu sesuai dengan kdentuan Anggnan D6ac

. [4enyetujui pengangkdan dan penrbahentian copaate sectdty dan/atau lntemalAudit;

- l4enghadiri Rapat Dheksi dan membaikan pandangan - pardangan terhad4 hal-halyang

dibierakau

- ildaksanakan kesenangan pengawasan lainnya sepaniang tidak bertentangan dengan

Peraturan Perundangan, Anggaan Dasa, dan/dau keputrsan RUPS'

b. Dewan Kombarb bakewajiban ur uk:

. trlernberikan nasihat kepada Direksi dalam rnelaksanakan pengwusan Perusatuan;

- lrilanberikan pandapat dan pcsduiuan Rencara Keia dan Anggaan Tahunan Perusahaan

serta rencana kela lainnya yang dbiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar ini;

.i/aqikutipertembangankegiatanPerusahaan,memberikanpendapatdansanankepada

RUPSmengenaisdiapmmalahyangdianggappantrngbagikepanguusanPerseroan;

.l,dapofkankepadaPTPP(Pasao)TtrksdakuPflEgangSahamiihyoritasapabila

teriadi gqab menurunnya kineda Perusahaan;

.MengusulkankepadaRUPSpenuniukanlrkuntanPublikyangakanmdakukan

pemeriksaan atas bukl},buku Perusahaan dengan meminta afahan dari Pemegang saham

1r/byorit6;

- tilenditi dan mendaah laporan berkala dan hpora Tahunan yang dbiapkan Direksi serta

menandatangani laPoran Tahunan;

. lvlernberikan penlrasan, pendapat dan saan kepada RUPS margeoai Lapcran Tahunan,

apabila diminta;

- lvlernbuat risalah Rapd Deran Kornisarb dan menyimpan sahannya:

- lildapo*an kepada Perusahaan menganai kepenrilkan sahamnya dan/atau kduarganya
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- I\remberikan hporan Hrtary tugas pengawasan yang tdah dihkukan sdama Tahun buku

yang baru lampau kepada RUPS;

- ilemberikan pqljdcan tentalE segda hal yang ditanyakan dau yang dirdnta PT PP

(Persero) lbk sdaku Pemegang Saham iJilayofitas dergan mempahatikan Perduran

Perundang-Undangan khususnya yaq berlaku di bitlang Pasar lvtodal;

- lrildaksanakan kewajiban hinnya dalam rangka tugr pengawaan dan pembeilan nasihat,

seganiang tl,ak beltentangil dengan Perduran Pefundang{ndangan, anggaran dasar,

dan/atau kePutusan RUPS;

- lvlenyampaikan hpoan uiruhnan mengenai kinaja Perusatuan termasuk realbasi

indikator kinefja uhnn kepada PT PP (Persero) Ibk sdaku Pemegang Saham iihyofitas;

.lv|enyusunpiagamDaranKomisarbarrtaralainHatert.bkeriaDaranKomEarbahuBoc

Chartefi

-Bersama.samadaqanDireksimenyusunkodeetikyangbalakubagisduruhAnggota

Direksi dan Dewan Komisaris, kayawan,Degawai, s€rta ffgan pendukwrg yang dimilki

Perusahaan, sesuai dengan ketentuan perduran perundang-undangat yang bedaku'

6. Dalam nelaksanakan tugasnya Esebd setiap fuggda Dewan Komisaris haus:

a. lrlernatuhi Anggaran Dasar dan Peratrran Perundang-Undangan serta prinsip profesionalbtne,

efEiensi,transpansi,kemandirhn,akuntdilitas,petanggungja*aban,seftakewaiaran;

b.Befitikadbak,paruhkdrdi.haUandanbertanggung|awabdalammaljalankantugas

p€ngawasan dan pernberian nasihat kepada Dr*si unh* kepaltingan Perusahaan dal sesuai

dengan maksud dan fuiuan Pefl.sahaan.

7. Dalam kondbi teftentu, Deuran Komisarb walib menydarggarakan RUPS Tahunan dan RUPS

lainnya sesuai dagan kewenangannya sebagairnna diafur dahm Peratuan Paundarg-undangan

dan Anggaran Dasar

S.SdiapAnggotaDewanKornisarbbeftanggungiilabs€caratanggungr€ntengat6kerugian

Perseroan yang disebabkan oldl kesabhan dau kdala'nn Anggda Dewan Komisaris dalam

rEnialankan h8asnya

9. Anggota Deruan Komisarb tidak dapd dipertanggungiawabkan das Perusahaan sebagainnna

dinaksud pada pcin 8, apabila dapat mernbuktikan:

a. Kerugian tetseh, bukal kaena kesalahan dau kdahhnnya;
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b. Tdah mdakukan pengawasan dargan likad baih penuh targgung jawab, dan k$di-hatian

unfuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tuiuan Emiten dau Perusahaan Pubfik.

c. Tidak mempunyai benturan kepantingan baik hflgsung maupun tidak langsung das tindakan

pengawasan yang margakibaUtan kerugian; dal

d. Tdah nergartil lirdakat untr* mencegah timhrl atau balaniurrya k€fwian tefsebut

D. Rapd Dtran Komisads

1. Segala keputusan Dervvan Konisaris diambil dalam rapd Dewan Komisarb

2.DewanKomisariswa|ibncngadd<anrapd(RapdKomisarb)palngkwangl(satu)kalidahm2

(dua) bulan.

3. Deilran Kombarb rirajb mengdakan rapat basama Dre*si secara berkala paling kurang 1 (satu) kali

dalam 4 (emPat) buhn.

4. Dewan Komisarb dapat mengadakan rapat seualdu-waHu das permintaan 1 (satu) dau beberapa

fuggda Deuran Komisarb atau Direksi, dangan matyebutkan hal-halyang akan dibicarakan'

S.PanarygilanRapatDeranKdnisarbhausrtihkukanolelrKomisarbtjtamadandalamhal

Komisaris l,Jtama berhahngan, hal mana tidak perfu dibuKikan kepada pihak rnnapun' maka

pananggilan rapat dilakukan ddl salah seoraq fuiggda Dewan Konisarb'

6. Pemanggihn Rapat Deuran Konrisarb haus dilakukan secaa te'tu[s:

a.DisampakanataudberahkanlangsungkepdasetiapArrggc[aDewanKorrfsarbdengantanda

terimayangrremadai,abudenganpctacdatdauderrganjasakurirdaudBngantelex'

faksimiliatausurddeKrmik(email)palinglambat5(linn)harikalendersebelumrapd

dbdakan, derBan tilak nanperhitrngkan tanggal panggilan dan tanggal rapat' dau dahm

wakfuyangl€tihsingkdiikadalamkeadaanmend€sakyaitjselambat.hmbatnyal(satu)hari

kalender sebdum rapd dengan tidak mempahitungkan tanggal pernanggilan dan tanggal rapat

keadaan tersebut dtetapka oldt Komisarb uama. Apdila semua anggda Dewan Kombarb

hadir dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak dbyardkan'

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak dipclukan untuk rapat rapd yang tdah diladrakan

berdasarkan keflitusan Rapat D€t'an Komisarb yarg diadakan sebdurnya'

c.Padarap6tyangtelahdiiaduralkan,bahanrapatdisampakankepadapesatapalinglama

5 (linu) sebdum rapat diselenggarakan'
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d. Dalam hal terdapat rapd yang dbdenggaakan diluar jadral yang tdah dbusun, bahan rapd

dbampaikan kepada peserta rapd paling lambat sebdum rapat disdenggarakan.

7. Panggilan Rapat Dewan Komisarb pada pon 5 htus rrcncanfumkan 4enda acaa termasuk

pembahasan atc tindak hnjut Keptrtusan rapd sebdumnya, tanggal, waktu dan Hnpat rapat Rapat

Dewan Kornisarb diadakan di tempd kedud*an Perusahaan dau ditempat lain di dalam wilayah

Republik lndonesia atau di tempat kegiatan usdla Perusdraan. Dalam hal penambahan agenda

rapa! Rapd Deilan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan keclali semua Anggda Dewan

Kornisarb atau wakilnya yang sdt, hadir dil menyefujui penambahan agenda rapd tersebut

8. Sexnua Rapat Derran Komisarb dipimpin oldt Komisarb Utama

9. Dahm hal Kornisarb utama tidak hadir dau batalangan untuk menghadiri rapd, hal mana tidak

perlu dibuKikan kepada pihak kdiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggda Daran

Komisaris yang dirilih oleh dan dai anggda D€nuan Komisaris yary hadir dahm Rapd tasebut

10. Dalam hal Komisarb utarna tidak melakukan panuniukan, ,rEka Anggda Deruran Kunisarb yang

paling hrra menjabat sebagai Anggota Denran Kornbarb b€rtindak sebagai pimrinan rapat Dewan

Komisaris, Rapat Desan Komisaris adalah sah dan berhak mengailil kepufusan yang rnengikat

apabih dihadiri dan atar diwakili oleh lebih dari 1/2 (sdengah)iumlah Anggota Denan Komisarb.

a.DahmhalAnggotaDewanKomisarisyangpalinglamamenjabatsebagaiAnggdaDaran

Komisafb lebih dari satu orang, maka fuggda Dewan Komisarb yang tertua dahm usia

bertindak sebagai Pimpinan rapd.

b. Dalam halterdapat lebih dai satu usulan, maka dilakukan pemilihan uhng sdringga sahh satu

usulan rrernperoldr suaa bbih dai 1/2 (satu per dua) bagian dari iumhh suara yang

dikduarkan.

12. Dalam Rapat Daran Kon$sarb, setiap Anggota Desan Komisarb b€rhak mengeluartan 1 (sdu)

suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk sdiap Anggota tlatan Komisarb lain yang diwakilinya

dengan sah dalam rapd ters€but

13. Suara blanko (sstain) dianggap menyetujui usul yang diaiukan dalam rapat Suaa yang tidak sah

dianggap tiriak ada dan tidak dihitung dalam menentr*an iumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

14. Pemungutan suaa mangenai diri cang dihkukan dangan suat suaa tertutup tanpa tada tangan,

sedangkan pernungutan suara rengenai hal-hal lain dilakukan secaa lisan, keorali Ketua Rapat

rnenentukan lain tanpa ada keberatan berdasarftan suaa teftanyak dari yag hadir'
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15. Keputusan Rapat Deran Komisarb harus diambil berdasarkan musyawaah unfuk mufakd. Jika

keputusan berdasakan musyawarah unh* mufakat tidak tercapai, maka keputusan han6 diambil

dengan pernungutan suaa berdasakan $ara setuiu lebih dari 1/2 (sdu per dua) bagian dari lumlah

suara yaIE sah yang dfl(duarkan dalam rapd yau b€rsangkutan.

16. Hasil Rapat Komisaris sebagaimana point 2 waiib dfuangkan dalam Risahh Rapat Risahh Rapat

harus dibuat deh seorang yang hadir dalam rapd yang ditunjuk oleh Ketua Rapd serta ketnudian

ditandatangani detr sduruh turggota Dewan Kornisaris yang hadir dan disampaikan kepada sduruh

Anggota Dman Kornisarh

17. Hasil Rapat Deyuan Komisaris bersann Direksi sebagaimana dimaksud dalam pint 3 waiib

dituangkan dalam Risahh Rapat Risalah Rapd hans dbuat oldl seolang yang hadk dahm rapat

yang ditunjuk ddr Ketra Rapat seda kemudian ditanddangani ddr seluruh Anggota Deran

Kornisaris dan Anggota Direksi yarg hadir dan disampaikan kepada seluruh Anggota Daran

Komisaris dan Anggob Direksi: maksimal 7 hai s{ak disahkan.

18. Dalam hal terdapat Anggcta Dewan Komisaris dan/atau Anggda Dire*si yang tirlak menandahngani

hasil rapat sebagaimana tasebut di das, yary b€rsangkutan walib rn€nyebukan atasannya secara

tertulis dalam surd tasardiri yang dilekatkan pada rbalah rapat

'19. Risahh rapat t€.sebut wajib duokumentasikan oleh Perusahaan.

20. Rhahh Rapat Dewan KornMrb merupakar buKi yang sah untuk Para Anggota Dewan Komisaris

dan unhrk prihak ketiga mengenai kepubsan yang diambil dalam Rapat yang bersangkdan'

21. Dewan Kornisarb dapat iuga mengamtril keprfrusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan

Komisarb dengan kebnfuan sernua fuiggda Dewan Komisaris tdah diberitdu secara tertulb dan

semua Anggota Dewan Komisarb memberikan persetujuan mangenai usul yang diaiukan secara

tertulis serta menandatangani p€rsetuiuan tersebut

22. Keputusan yang diambil dengan cara dernikian mernpunyai kekuatan yang sama dengan kegrfusan

yang diambil dengan sah dahm Rapat Davan Kombarb.

23. Dalam hal Anggota Dewan Komisarb tidak dapd menghadiri rapd secara f6k, maka Anggda Dewan

Komisaris dapat menghadiri rapd dergan ndalui media telekmferensi, virleo konferensi, dau sarana

media elektronik lainnya sesuai dengan kdentuan yang bedaku.

24. Setiap Anggob Dewan Kornbarb yang secaa pribadi dengan cda apapun, baik secaa langsung

maupun secaa tidak langsung, nanpunyai kepentingan dahm suatu ba]Baksi, kontrak dau ko.trak

yang diusulkan dalam mana Perusahaal meniadi salah sdu pih
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kepentingannya dalam suatu Rapat Deuran Komisarb dan tilak bertrak untuk ikut dahm petqambilan

suara mengenai halhal yang berhubungan derEan tansalsi atau kontrak brsebut.

25. Hal-hal yang dibahas dahm rapd D€wan Kornisaris, termasuk namun tidak terbdas pada:

a. Kineria perusdlaan setiap bulan mdiputi panasaran, paniualan, BPP dan laba bersih atm

proyek-poyek induk serh ertihs anak, arus kG p€rusahaan, serta perputaan piutang;

b. Kebijakan opeasional perusahaan, kebijakan Kanangn dan Akunhnsi perusahaan;

c. Monitoing investasiperusahaan;

d. Kebijakan telaahan ata usulan Direksitentang Rencara Keria dan Anggaran Tahunan Perseroan

serta RJPP;

e. Kebilakan telaahan das rsulan Direksi hinnya;

f. kahan/keprdusan RUPS terkait usulan Direksi.

26. pargamtihn keputusan persduiuan terhad4 usulan Direksi dbampaikan maksimal 7 - 11 hari keria.

E. Komite Penunjang De*an Komisatis

a. Sekrdaiat Der,an KornisarUDeryan Pexqawas;

b. Komite Audit;

c. Komite lainnya dalam halini Komile Kepatuhan yang antara lain m€niahnkan fungsi nominasidan

remunerasl.

F. Program Pengenalan Anggota Delan Komisais

Setiap Anggota Deryan Konrisarb bau yang diangkat unhrk patann kalinya wajib diberikan program

pengenalan mengeflai Perusahaan dan pananggung jawab untuk mengadakan p.ogram pengenalan

tecebut berada pada Caporate Seoetry atau siapapun yang ncnjalankan fungsi sebagai Csporate

Seoetry.

'1. lrihteri untuk pogram pengenalan pausahaan meliputi:

a. Penerapan frinsiP-PrinsiP GCG;

b. Vsi dan Mbi Perusahaan;

c. Budaya Perusahaan;

d. Gambaran Umum Perusahaan;

e. StruKur Oganisasi dan Job Descnlolb4

f. Tuga dan Tanggung Jawab Komisarb dat Direksi;
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g. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (R.JPP);

h. Rarcana Kaja Anggaan Tahunan Perusdtaaq

i. Audil lnternaldan Audit Eksternal;

l. Komite Audit;

k. Konite GCG & i,lominasi;

l. SbterftSistem yang balaku di Perusahan.

2. Program pengenalan Perusahaan dapd berupa pesenhsi, p€.ternuan, kuniungan ke Perusahaan

dan pengkalian dokumen.

G. Remunerasi

Remunaasi bagi Dewan Konisarb ditdapkan ddr RUPS naqa@ pada Keptrtusan Pemegang saham.

Kebijakan penetapan remunerci bagi Deran Kombarb maljuk pada

1. Undang Undang Repub[r lndonesia llo. 40 Tahun 2007 tenbng Persefoan Terbato Pasal 1'13;

2. Peraturan lvlenteri Badan t baha Mflr tlegara PER-3/[GU/0U2023 tenhng organ dan Sumber Daya

lrianush Badan Usaha lfft( Negara;

3. fuiggaran Das{ P€rusahaan;

H. Peningkatan Pengcfahuan

D€iluan Kofi*sarb harus s€nanti6a menarbah dan mernutakhi*an paqdahuannya 4,a( Mfi
menjalankan tr4as pengawasan d63 kepeqgusan dan p€tnb€fian nashat kepda Direksi, se[ta

maningkatkan fungsi Dewan Kombarb.

K€[entuan tambahan

Ketentuan mengenai Dewan Kornisaris yang bdum diatu dalam Buku Pedoman ini mengacu pada

Anggaran D6ar, Pefduran Perusahaan hinnya, Pefatufal Otorila Jasa Karangan di Bidang Pasa

fiiodal dan ketentuan serta perduran perundang-undangan hinnya yaq balaku'
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DIREKSI

A. Dasar hukum antara lain:

1. UU No 19 Tahun 2003 tefitang Badan Usatn Mlk Negara sebagaimana tdah diubah dengan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tartang P€ndapan Perdur Ps'nerintah Paqganti Undang'

undang Nunor 2 Tahun 2022 Tenhng Cipta Keja iileniadi Undang-Undang;

2. UU No. 40 Tahun 2m7 tentang Perwahaan Tsbabs b€rikut perubahan-p€rubahannyq

3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Palgurusan, Pengawasan dan

pembubaran Badan Usaha Mlik Negara sebagaimana telah diubah dargan Peraturan Pemerintah

No. 23 Tahun 2022 tatang Pefubahan das Peratuan Pemerintah l,lo. 45 Tahun 2005 tattang

Pendirian, Pangurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha M[k Negara;

4. Peratunan ltlenteri Badan Usaha Mlik Negara nomor PER-ZitsU/0U2023 tanggal 3 ilaret 2023

tentang Pedonnn Tda Kelola dan Kegiatan Korpoasi signifikan Badan usaha Mlik Negara;

5. Peraturan lrlenteri Badan l,lsaha lv$ik Negara nomr PER-03/MBU/0y2023 tattang Ogan dan

Sumber Daya lvbnush Badan Usaha Mlk l',legara;

6. Pefaturan otqitas Jasa Karangan No. 31/FO'K01/2015 tanggal 16 Desemb,er 2015 tattang

Keterbukaan lnfqmasi atau Fakta trilaterial d€h Emiten atau Perusahaan Publik;

7. SuratEdaranotaitasJasaKeranganNo.32SEOJK04/2015bnggal 17Novemba2015tentang

Pedornan Tata Kdola Perusahaan Terbuka berikut petubahan-perubdlannya;

8. PeraturanotoritasJGaKilauanNo.33/PoJK.0{20l4tanggalSDesember20l4tentangDreksi

dan Dewan Kombarb Emilen dau Perusahaan Publik;

9. Peraturan otorlas Jasa Kamruan No. 11/POJK04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau

Setiap Paubahan Kepernilikan Saham Perusahaan Terbu*a;

10. Anggaran Dasa Perusahaan.

11. Surat De*an Kornisarb PT PP ftesbi M tlo. o2{EXfKOi,yPPRSllU2o22 tanggal 21 ttilard

2022 Pqrhal Bdasan dan/dau Kritaia Kewalangan Def,,an Kornisarb dan Direksi pada PT PP

Presbi lbk jo. surd Direksi PT PP (Pefsao) Tbk No. I 0/EXt/PP/DSll/2022 tanggal 1 5 lvlaret 2022

Perihal Batasan dan/atau lGteria Kewenangan Dervan Kombarh dan Dheksi pada Anak

Perusahaan PT PP (Persero) lbk.
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B. Keanggotaan Direltsi

1. Dreksi miniml 2 (dua) cap, sdah seorarg Anggda Direksi diangkat menjadi Direktur utama

2. Penentuan komposbiAnggda Dieksirnemperhdikan keba4aman, keahlian, pengdahuan, dan

pengahman yang difu tul*an.

3. Anggota Dreksidiangkatdar diberhentkan ddr RUPS

4. Keputusan RUPS margenai pangangkdan dan pernberhentian futggota Dir*si lttga mend+kan

saat mulai berhkunya p$gangkatan dan pernberherdhn tssebut Dalam hal RUPS tidak

mendapkan, rnka p€ngaukatan dan pembefhedian futggota Eheksiters€but mulai bedaku sdak

penutupan RUPS.

4. Anggota Direksidhngkat untuk masa iabatan tsdentu dan dapd dbngkd kembdi'

5. 1 (sdu) perirde masa jabatan Anggob Dreksi paling lama 5 (lirn) Tahun dau sampaidengan

penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (sdu) paiode masa iabatan dimaksud'

6. Yang dapd marjadiAnssda Direksiadalatr orang perseaangan yang mfiEnuhi pasyardan pada

saat dhngkd dan sdama mdfabat

Svarat lvbteril:

a. K€hfian;

b. lntE[itas;

c. Kepernimdnan;

d. Pengalaman;

e. Juiur;

f. Paihku yang bak dan

g. Dedikasiyang tirggi untuk memalukan dan menganbangkan Perusahaan'

Svarat Formal:

a. Oang PeGoorangan;

b. lrilemgrnyai akhlak, mffd, dan integrila yang bak;

c. CakaP fidakukan Perhiatan hukum;
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d. Dahm 5 (lima) Tahun sebdum pengangkdan dan sdama m€niabat

- Trdak pernah dinyatakan pailit;

- Tlrak pernah m€r[adi futggota Dreksi dan/dau Anggota Danan Komisarb yang

dinyatakan besalah menyebabkan sudu BUlv['|, Anak Perusahaan dan/dau badan

usaha hirnya dinydakan Pailit;

- Tirlak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan karngan

negara, BUMN, And< Perusahaan, badan usaha hinnya dan/dau berkalan dengan

seho keuangan.

- Tidak pernah merljadiAnggota Dreksiyang sdama me,ljabat:

. Pernah tidak menydenggardran RUPS Tahunan;

. Pertanggunglawabannya sebagai tuggda Direksi dan/dau Anggda Deran

Komisaris pemah tidak dlerima oleh RUPS atau pernah tidak mmb€rkan

pertanggungiawabansebagaiArrggdaDirelrsidarr/dauAnggotaDewanKonisarb

ke RUPS;

. Pernah menyebabkan Perusahaan yang nrempaddl iln, pesetujuan' atau

pendaftaan dari Oorita Jaa Keuangan tidak memenuhi kewaliban

menyampaikanlaporanTahunandadatauhporankarrgankepadaooritasJasa

Keualgan.

d. iilemiliki komiunen untuk nranatuhi peratuan paundang+ndangan;

e.i/bnenuhipengetahuandaddaukeahliandibidangyangdibuhrhkanPerusahaan;

f. Persyardan wajb dimuat dalam suat p€rnydaan disampaikan ke Perusahaan, walib ditditi

dan didokunrentasikan oldt Perusahaan.

Svarat Lain:

a. Bukan pangurus paltai politik, calon anggota legbhtff, dan/dau anggda bgblatif pada Dewan

Pefwakilan Rakyat, Deran Perwaktan Daerah, Deran Perwakihn Rakyat Rovinsi, dan

Desan Petwaklan Rakyat Daerah Kabupden/Kda;

b. Bukan calon kepala/wakil kepala daah dan/dau kepaldurakil kepala daefah, tefinasuk

pqabat kepala/wakil kepah daerdr;

c,Trdakmer{abatsebagaianggotaDireksipadaBUlvlNalaufutakPausahaanyang

bersangkLbn sdama 2 (dua) Perbde;
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d. Iirak sedang mer{abat sebagai pqabat pada kem€nterialULembaga, aqgota Daran

Kornisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, aqgota Direksi pada BUMN lain, aggota

Direksi pda Anak Perusdraan dary'ahu badan usaha hinnya;

e. Tilak sedang nlendudukiiabatan yang berdasarka perduran perundang-undangan dlarang

untuk diangkap dengan jabdan aggota Dieksi;

f. ir€rniliki dedikasi dan nrenyediakan waktu sepenuhnya untuk tndakukan tugasnya, yang

dinyatakan dengan s[at pernyataan dai yang bersangkutan;

S. Sehat iasmani dan rohani, yaq fdak sedang nrenderila sratu penyakit yang dapat

rcnghambat pdaksanaan tuga seb4ai anggda Direksi yarg dibukhtan dengan surat

kderanga sdld thirumah saklt dan

h. irerniliki Nomor Pokok waib Palak (NruvP) dan tdah mdaksanakan kewaliban membayar

pa.iak sdama 2 (dua) tahun terakhir.

7. Antara para Anggoh Direksid€rEan Anggota Dewan Kombarb tlrak bdeh ada hubungan keluarga

sedarah sampai dengan daaiat kdiga, bak nenunrt gais furw rnupun garb ke samplng atau

hubungan senrnda (tnenantu abu ipao.

8. Pausahaan wajib manydenggarakan RUPS untuk melakukan pengganthn Anggota Dreksiyang

tidak manenuhi pasprdan.

9. Dalam jangka waktu palng lambat 2 (dua) hari k€ria tefhitutg s{ak dketahui pengangkatan

Anggoh Direksi tidak mernenuhi persyaatal, Anggda Direksi lahnya dau Dewan Konbarb,

harus maqumumkan batahya peogangkalan Anggda tlieksi yang basangkdan dalam rnedh

pengumuman dengan mernp€fhd(an kdatuan di tritang Paar ttlodal, dan paling lambat 7 (tuiuh)

hari membefitah*annya kepada l,lenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ditxtst sesai

Peraturan Perundangan.

10. Anggota Direksi yang membawahi birlang akuntansi dau karangan memiliki keahlian

darVpengetahuan di tidang akunhnsi.

11. Usulan pengangkatan, perbefhenthn, dadahu penggantbn fussda Dir*si kepada RUPS harus

marpahatikan rekcnendasi dai Derran Kornisarb dau komile yang rnanialankan fungsi lbninasi

12. para Anggota Direksi diangkd dan dibertrentikan ddt RUPS, dinnna dailam RUPS tersebd d'ttadiri

oldr Panegang saham dan keputusan rapd teGebut harus disduiri ddl Pemegang sdram

dengan memperhatikan kdentuan dahm anggaan dasar. Direksi diarykat ddt RUPS thri calon

yang diajukan oleh Panegang Saham lvhyaitas
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Ket€ntuan ini berlaku jrqa untr.t RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut abu manguatkan

kepufusan pemberhentbn sem€nEa fuggota Dreksl

13. RUPS dapat nrernbalrentkan paa fuggda Direksi seuaktu-waKu dengan mayebutkan

atasannya

11. Alasan pemberhertian turggda Direksidilakukan apdrila berdasakan kanydaan, fuiggda Drel6i

yang bersangkubn antara lain :

a. Trdak atau kurang dapd memaruhi kewaiibannya yang tdah disepakdi dalam Kontrak

lrihnaFmen;

b. Trdak dapd mdaksanakan h{asnya dengan baik;

c. Trdak mdaksanakan kdeduan peratuan perundangundangan daly'atau kdentuan Anggaan

Dasar;

d. Terlibat dalam tindakan yang men4ikan Perusahaan dadatau l*gara

e. lihlakukan tindakan yang melanggar et:ka dan/atau kepatutan yang sdl usnya dihoflnati

sebagai Direksi;

f.DinyatakanbesalahdarganpltusanPengadilanyangmempunyaikekudanh*umyang

tetaP;

g. tvhngundurkan dirt

h. Atasan lainnya yang dinihi tepd oletr RUPS demi kepentingan dan tuiuan Perseroan.

15. KeBrtusan pernbertre*rtian kaena dasan sebagainrana dimaksud pada polrt 14 dhmbil setehh

yang bersangkubn dib€fi keoempatan unht npmbela diri, keqiali untlk pcint 14. f dan 14.9.

16. Seorang Anggota Direksi <lapd mengundukan diri dari jabatannya sebdum rnsa labatannya

berakhir.AnggdaDireksiyangmargundurkandiriwajibmaryampaikanpemotrmanpaqunduran

diri kepada Perusahaan. Sebelum pengundural dil'i berlaku ef*tif, Anggda yang befsaEkutian

tetap berkewaiiban m€nyd€saikan tugas dan tanggung lmabnya sesuai dangan Anggaran Dasar

serta Perduran Perundaq-undangan.

.17. Perusahaan mjb nraryelenggaakan RUPS untuk m€rnufuskan permotronan paqunduran diri

Anggota Direksi paling larnbat 90 (sembilan puluh) hari seHah ditaimanya permohonan

pelEunduran diri dimaksud.

18. Paling lambat 2 (dua) hari sddah ditainnnya permotronan pengunduran diri Direksi dan

diselenggarakannya RUPS teftal pargundural diri tefsebut Perusahaan wajib mdakukan

keterbukaan infamasi ke publik dan menyampaikan
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19. Jabatan Anggota Direksi bcakhir apabila:

a. Pengunduran dirinya telah efektit

b. lvleninggal dunia;

c. lvlasa jabatannya berakhi;

d. Diberhentkan berdasailan keptusar RUPS;

e. Dinyatakan pailit oldt Pengadilan Niaga yang tdah m€rnpunyai kekuatan hukum tdap dau di

bawah pangampunan berdasakan $atu keputusan pengadilan; dau

f. Tirlak lagi manenuhi persyaabn sebagai fuggda Direksi berdasa*an kdentuan Anggaran

Dasar dan Perduran Perundaq-Undangan.

20. Anggota Dire*si dapd dlbertrentikan untuk s€rn€ntara oldr Dervan Kodsaris dengan menyebutkan

atasannya dan walib diberitahukan secara teltulb kepada Anggda oreksi yang bersangkutan.

oalam hal ini Dewan Kornisarb harus menyelanggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan

keputusan panbatrstian sementaa tecebut

21. RUPS harus diselaggarakan dahm iangka wahu paling larsat 90 (sernbihn puluh) hari sddah

tanggal panbatrentian sernantara, dan ika jangka wakhr paryelarggaraar RUPS telah lwat atau

RUPS tidak dapd mengambil keputusar, pembe{hentian sem€ntaa tecebut mafadi batal.

22. Dalam RUPS Anggda Direksi yang basangkutan dberi kesempatan untuk metnbda diri.

23. Anggota Direksiyang diberhentikan untd( sementara tihk bawalang:

a. i/enialankan pengurusan Perusahan urtuk kepentingan Perusahaan sesuai dangan maksud

dan tuiuan Perusahaan; dan

b. [,tewakili Perusahaan di dalam mauptrn di luar paqadilan.

24. Pembatasan kewrangan Anggota Dreksi yang diberhentikan sementaa balaku s$ak

keputusan pemberhentian semefitara oleh Dewan Kornisaris sampai dangan terdapat kefl.rtusan

RUPS yang manguat<an atau mernbatalkan pernberhentian s€mentaa atau lampaunya iangka

waktu RUPS.

25. Paling lambat 2 (dua) hai sddah teriadinya kepdusan perterhentian sementara Anggota Direksi

dan dbdenggarakannya RUPS unhik mencabut atau m$guatkan keputusan pemberhedian

sefiEntara tersebut, atau Malnya panberhentian sementaa t€rsebd; Pefusahaan wajib

mdakukan keterbukaan informasi ke publk dan rnenyampaikan ke otorita Jea Kamngan.

26. Di samping atean penrbertrertian fuggda Direksi sebagairnna dinaksud di atas, Direksi dapat

diberheatikan deh RUPS berdasakan atasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi

VP.CORSEC lvtqr-LEGAL

.,Y ql

CORFORATE SECRETAR\ 6(l



kepentingan dan tujuan Perusahaan.

27. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangadfeilitas termasuk santunan puma iabatan yang jatb dan

iumlahnya ditetapkan dd RUPS dengan memperhdkan kdentuan perd[an perundang-

undangan.

28. Rangkap .labdan hanya dapd dilakukan sepanjang tidak bertentangan derpan perduran

perundang-undangan hinnya.

29. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha ilmik Negara Badan Usaha Mlik Daerah, Badan Usaha

Mlik Srasta;

b. furggota Dewan Komisarb dan/atau Deryan Pengawas pada Badan Usaha Mlik Negara;

c. Jabatan *uldural dan fungskxral lainnya pada instansi/lembaga pemefintah pusat dan/dau

daerah;

d. Jabatan lainnya sesuai dangan kdertuan dalam peatran paundang-undangan;

e. Pengurus patai politik, Anggda DPR, DPD, DPRD Thgkat l, dan DPRD Tingkat ll dan/dau

kepala daaaty'wakil kepala daerah;

f. Meniadi calo./tuEgota DPR, DPD, DPRD Tingkat l, dan DPRD Tingkat ll dary'atau calon

Kepala DaerahMakil Kegala Daerah;

g. Jabatan hin yang dapd menimbulkan benturan kepentingan.

3.1. Puangkapan jabatan yang tEak termasuk di ataq diperlukan persdujuan dari Rapat Dailan

Kombarb.

C. Tugas, Werenang, dan Kerajiban Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang befkaitan dan bertanggung iawab atas

pengurusan Perusahaan untr* kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perusahaan yang dildapkan dalam Anggaran Dasar dengan tdap mempethatikan dan tunduk

pada kdentran serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadihn tentang

sEala hal dan segala kqadian dengan pffibatasan - pembatasan sebagaimana diatur di dalam

peraturan paundang - undangan, fuggaan Dasa da/atau keputusan RUPS.

2. Dalam menialankan tugas dan tanggung idJab alas penguusan Perusahaan, Direksi waiib

rnenyelanggarakan RUPS Tahunan dan RUPS hinnya sebagaimana diatur dahm peraturan

paundang-undangan dan Anggaan Dasa.
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3. Setiap Anggota Direksi wajib mdarksanakan tug6 dan tanggung jawab dengan likad baik' penuh

tanggung jawab, dan kdrdi-hatian.

4. Setiap Anggota Direksi batanggurB iawab secaa tanggung redeng das kerugian Perusahaan

yang dbebabkan detl kesahhan atar kdalaian Anggob Direksi dahm menjahnkan tugasnya

5. Anggota Direksitirlak dapd dip€rtanggungjawabkan dc kaugian Perusahaan sEara hnggung

rentang apatlila dapd membuktikan:

a. Kaugian tersebut bukal kaena kesalahan dau kdalaiannya;

b. Tdah mdakukan pengurusan daqar itkad baik, panuh bnggung,awab, dan kehati-hdian

untuk kepentingan dan sesuai d€ngan maksud dan fuiuan perusahaan;

c. Tidak mempunyai benturan kepantingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan

pengurusan yang mengakibd<an keugian; dan

d. Telah mengamtil tindakan untd( mencegah timbul atau bedaniutnya kerugian tersebut

6. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepd,

sesuai dangan maksrd dan tuluan yang ditetapkan dalam Aqgaan Dasa

7. fuggota Direksitidak berwrang nrewakili Perusahaan apabila:

a. Terdapat perkaa di pengadihn antara Perusahaan dergan Anggota Direksi yang

basangkrlan; dan

b. Anggota Direksi yang bersanghtan mempunyai kepentirgan yang babenturan daqan

kepentingan Perusahaan.

8. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada p<rnt 7, yang berhak mewakili

Perusahaan adahh:

a. fuEgota Direksi hinnya yang tidak manpunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;

b. Da an Komisaris dahm hal sduruh Anggota Direksi mempunyai benturan kep€ntingan

dengan Perusdlaan; atau

c. Pihak lain yang ditunluk oldt RUPS dalam hal sduruh Anggota DrelGi dau Dewan Kombaris

mempunyai benturan kepantingan dengan Perusahaan.

9. Tugas Direksi berdasarkan Perduran ti,lentefi Negna BUMN No PER4ZMBU/032023 tentang

Pedoman Tata Kdda Dan Kegiatan Korporasi S[nifikan Badan Usaha Mlik Negara:

a. Direksi hafus fidaksanakan tugdnya dangan itikad bak unfuk kepentingan Perusahaan dan

bertanggung iawab penuh ahs pelaksaman kepepurusan Penrahaan

b. Direksi wajib mengelola Pensahaan sesuaidenga ung iawab Direksi
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sebagaimana diatur dalam anggaran dasa dan kdentuan peratuan p€tundang-undangan.

c. Salah seorang Anggda Direksi dihrnjuk oldr Rapat Direksi sebagai pananggung jawab dalam

penaapan dan pernanhuan Tda Kdola Pausahaan yang Baik di Perusahaan.

d. Direksi rajib menindaklanluti temuan dan rekornendasi dari fungsi manaiemen rbiko,

kepatuhan, dan audit idem; temuan audlor eksternal; nashat dan hasil pefrgawman Dewan

Komisarb; laporan BPK lapor.an BPKP; dan/dau ternuan dan rekomendasi lainnya yang waiib

ditindaklaniuti Direksi berdasarkan kdentuan perduran perundanglndangan'

10. Direksi batuga menjalankan segala tindakan yaE berkaitan dengan pengunEan Perusahaan

untuk kepentingan Pensahaan dan sesuai dengan rnksud dan tuiuan Perusahaan sefia m akili

PerusahaanbakdidalamrEupundiluarPangadilantentangsegahhaldanseghk$adian

denganp€'nbahsal-pembatGanseb4aimanadiafurdalamperduranpeundang-undaqan,

kqgaran Dasa dan/ahu Kepriusan RUPS.

11. Direksi mempunyai hak dan berrenang unUk:

a. t\,lenetapkan ketiiakan yang dipandang tepat dalam kep€ngrusan Psusahaan;

b. lrlengatur patyaahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar

pengadihn kepada seoang atau beberapa orang Anggota Direksiyang khusus dlunjuk untuk

itu atau kepada seorang atau beberapa aang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun

bersama- sama dan/atau badan lain;

c. lrlengafur ketentuan*d€rtuan tertang pekaia Pausahaan Hmasuk p€netapan gaii, pensiun

atau iaminan hari tua dan penghasilan lain bagi p*efia Perusahaan berdasaftan pefaturan

perundang-undangan Yang balaku;

d. tttengangkat dan memberhentikan pekeria Perusdtaan berdasakan pefduran kepegawaian

Perusahaan dal peratran paundang - undangan;

e. I\iengangkat dan membertrentikan cofpolde sectetay dan/atau lnternal Audit setdah

mendapat persetuluan Denan Komisaris;

f. iilenghapuskan pirnang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasa,

dilapukan kepada Deryan Komisaris dan dipettanggungiawabkan dalam lapcan tahunan;

g.Tirlakmenagihlagipirtangbunga,denda,ongkc-ongkcdanflutanghinnyadiluarpokok

yang dilakukan dahm rangka resbulrturisasi darvatau panyelesaian piutang serta perbudan-

perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutaq Perusahaan mdaporkan
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kepada Dewan Kunisarb, yang kdatuan dan tda cara pelaporannya ditdapkan oleh Dewan

Kombarb;

h. Melakukan segala tindakan dar psbuatan lainnya mengenai per,gunsan maupun pemilikan

kekayaan Pensahaan, rnengikat Perusdtaan dengan pihak hin dadatau pihak lain dengan

Perusahaan, teflnasuk tetapi tilak terbat6 pada atimalbasi pernanfaata ad Perusahaan,

dengan pembatasan-pembatasan yang diatu dabm paduran perundang-undangan,

anggaran d6ar, dar/ahu kepdusan RUPS

i. lvlamkili Perusahaan didalam dan di luar pengdilan tentang segala haldan segala k$adian,

dengan pembatasan-pernbdasan sebagainnna diafu r dahm peratuan perundang-undangan,

Anggaran Dasa dan/abu Keputusan RUPS;

i. Direksi sdaku pemegang saham darvatal pefnegang saham mayoritas pada setiap amk

perusahaan berwenang antaa hin untuk

- tvlenetapkan, rengelola, mengandalkan dan m€rnantau kebiiakan $rdegis dan

operasir:nal yang akan dilaksanakan oldr and< perusahaan, yakni selruh kebiiakan yang

dapat secaa material mempengaruhi kmdbi anak perusahaan dan dapat m€rnbedkan

nilaitambahyangdituaqkandalamblueprintunh*dirfficidahmRUPSanak

pelusahaan.

- lvlerencanakan, mernutuskan mengdola, sekaligus mengendalkan kegiatan dan fungsi

yang bersifat sfateg's, ataa lain paBddaan ca,h nanagenenl logistih pengdaan'

capital exPenditue dan lainnYa.

- lrihnetapkan kd,iiakan stategb dan opeabnal yang bdum ditetapkar dalam blue pint

sebagainnna dimaksud pada Pasal 12 ayat 2 huruf a angka 9 paagrd pedama Anggaan

Dasar Pensahaan.

-tvhnetapkankebiiakanSfulduraganisasil(satu)tingkddibawahDireksianak
pefusahaan dengan memperhdikan masukan dai Dauan Kornbaris anak perusahaan

- lvlernbefikan persetuiuan kepada Dkeksi and( peflEahaan das tindakan yang b€fsifat

operasional yang belum ditdapkan dahm Rencana Kerja dan furggaran anak

perusahaan mdalui mekanbme RUPS;

_ Iriendapat<an laporan dan p€rldasan be*ala baik dai Dkeksi dadatau Dewan

Komisarb anak perusdlaan serta meflterikan keputusan didalam maupun di lu fffum
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RUPS anak perusahaan tersebut

- ilenetapkan nilai atau iangka waKu kerja sama antara and< perusahaan dengan badan

usaha dau $hak hh berupa kEa sama lis€ttsi, kmtrak manajqnen, sewa-menyewa,

aset, kerja sama operasi (KSO), bangunan guna s€rah (BOT), bangunan milik serah

(BovT), bangunan serah guna (BTO), dan paianjian sejatbnya

- lvlenydujui penyettaan modal dan jumlah peflye{taan modal yang akat dilakukan olelt

anak pensahaan pada p€rusahaan lain.

- tvlenyetului pendirian anak perusahaan dary'dau perusahaan pdungan dari anak

perusahaan dirnksud.

- lvlenyetujui pelepasan penyedaan modal pada anak p€rusahaan dan/dau perusahaan

patungan dari anak perusahaan dimaksud.

- Menyetului penggabungan, peleburan, peqambilalillan, pembahan dan pembubaran

anak pensahaan dan/dau and< perusahaan dari anak p€rusahaan tersebut.

- futenyetului penghapusbukuan piutang tidak tertagih dan/dau menyetuiui peniuahn

tahadap peaediaan baang tirlak clapd digunakan ddr anak perusahaan;

- lvhnetapkan dary'ahu mengubah logo, sata merek dagalq anak penEahaan.

- tr,laryetujui pendirhn yayasan, cganisasi dan/ atau perkumpulan yang babadan hukum

bak yang berkaitan langsung maupun tidak hngsung yang dibentuk oleh anak

perusahaan.

- ilenyetuiui pernbebanan biaya dan kmajiban yang besifat tetap dan rutin untuk

yayasan, uganisasi dary' dau perkumpulan yang babadan hr*um yang dibenfuk oleh

anak peflEahaan.

- trlenyetujui pembelian asd lahan dan/dau land bank untuk kegiabn usaha properti

maupun dijadikan sebagai aktiva tdap, dengan talebih dahulu mendapaflGn persetujuan

Deran Komisarb dan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dwan Kombarb.

12. Dreksi berkewaiiban untuk:

a. lriengusahakan dan menjamin terlaksananya usdra dan kegiatal Prusahaan sesuai dangan

maksud dan tuluan serta kegiabn usahalya;

b. trlenyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Pensahaan, Rencana Kria dan

Anggaran Tahman Petsero , dan rencana keria lainnya, berikut perubahanya s€rta
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perubahannya unfuk disarpakan kepada D*an Komisarb dan mendapatkan persdujuan

Dewan Komisaris;

c. I\ilembuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapd Direlsi;

d. Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berbi Lapaan Keuargan sebagai wujud

pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, hporan mengenai kegiatan Perusahaan,

lapoan pelaksanaan Tanggung Jawab Schl dan Lingkuryan, rincian masalah yang timbul

selama tahun buku yang mempengaruhikegbtan usaha Perusahaan, hporan mengenai tugas

pengawasan yang tdah dihksanaka oldr Denran Komisarb sdarm tahun buku yang bau

lampau, nama anggota Dir*si dan anggda Dewan Kombarb, gaji dan tunjangan bagi

anggota Direksi dan gaii dau honoarium dan tuniangan bagi anggob De*an Komisaris

Perusahaan urtuk tahm yang baru lampau;

e. Menyusun Laporan Keuangan berdasarlon Shnda Akuntansi Karangan dan menyaahkan

kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

f. lrilenyampakan Lapoan Tahunan setdah ditdaah ddr Deuan Komisarb dahm jangka waktu

pa$ng lambat 5 (lima) fuhn setdah Tahun buhr Perseroan baalfiir kepada RUPS unbk

disetuiui dan disahkan;

g. iremberikan penjdasan kepada RUPS mangenai Laporan Tahunan;

h. lvlenyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang tdah disahkan ddl RUPS yarg *an

dituangkan dalam suafu akta notirb yang sdanjufrya akan diberlahukan kepada

Kqnenterian Hukum dan l-lAM sesuai derqan kd€nban peratuan petundang-undangan;

i. lvhnpsun hporan lainnya yang diwaiibkan oleh ketentuan Perduran Perundang-undangan;

j. t\ilemdihara Daflar Pemegang Saham, Datar Khusus, Rbahh RUPS, Risalah Rapat Dewan

Kombarb dan Risahh Rapat Direksi, Laporar Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan,

dan dokumen psseroan hinnya;

k. lvlenyinpan di tempat kedudr*an perseroan: Ddtr Panegaq Sahari Daftar Khusus,

Risahh RUPS, Risalah Rapat Denan Kornisarb dan Risalah Rapat Dire*si, Laporan Tahunan

dan dokumen kerangan Perusahaan serta dokumal Pensahaan hinny4

l. Irlengadakan dan nremdihara pernbukuan dan adminbtrasi Pensahaan sesuai dengan

kelazinran yang balaku bagi sudu perseroan;

m. Menyusun sbtem akuntalEi sesuai dengan Standa Akuntansi Kanangan dan berdasaftan

prinsipprinsip pengendalian intern, terutama fungsi pangu
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dan pengawasan;

n. lvle*nbsikan hporan b€rkala m€nurut cara dan wakfu sesuai dengan ketotuan yang berlaku,

serta hporan lainnya setiap kali diminta oldl Dewan Komisarb, dengat mempethatikan

Peraturan Perundangan khususnya di tridang Pasar lVlodal;

o. Menyiapkan susunan organisasi Peusahaan langkap derEan p€rincian dan tug6rya;

p. ttrlemberikan penlelasan tentang segala hal yang dtanyakan atau yang diminta Anggota

Dewan Kornisarh dengan memperhdikan perduran perundang-undangan serta peraturan

yang berlaku khusu$ya peratlran dibidang Pasar lvhdal;

q. tvlenialankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai derEan kdentuan yang didur dalam

Anggaran Dasa ini dan yang ditdaplon deh RUPS;

r. lvlenyusun piagam Direksi;

s. lvleng'Krentifikasijenb-jalis perubahan lingkungan bbnb yang dapat bepengaruh pada kinaja

Perseroan, terkait aspek-aspek petubahan kondbi pditik nasional, aah pernbangunan

nasional, pelubahan regulasi pqnerlntah, reguhsi pasa modal, kondbi ekmomi makro,

perubahan teknologi, p€rsaingan pada lingkungan usaha sqerrb. Penbahan lingkungan

bbnb dapat dibahas dahm Rapd Direksi, thnagencnt Reraerv, dan atau pertemuan rutin

yang lain. tvlenganai perubdran lingkungan trisnis dan permasalahannya yang bsdampak

signifikan dilaporkan ke Dewan Komisarb.

13. Dalam mdaksanakan tugasnya Direksi wajib me1sirahkan tenaga pikiran, perlutian dan

pengabdiannya secaa pauh pada tqas, kewaiiban dan pocapaian fuiuan Perusahaan'

14. Anggota Direksi harus mernatuhiArygaran Dasar Pausahaan dan perduran paundang-undangan

serta wajib melaksanakan pinsip - prinsip prdesir:nalbrre, efisiersi, trarcparansi kemandirian,

akunlabilitas, pertanggungiilaban serta kewajaran;

15. Dalam rnelaksanakan tugasnya s€riap Anggota Dheksi wajib dengan ibtad bak dan penuh

tanggung iawab nnnlalani tugas unhrk kepe,tirgan dan usaha Perusahaan dengan

mernpeftimbangkan rbiko caha dan menghdahkan paaluran perundang-undatgan yang balaku.

16. Setiap Anggota Direksi bertawung jawab secaa tanggung renteng atas kerugian Perusahaan

yang disebabkan oldr kesalahan atau kelalaian ArEgota Direksi dalam menialankan tugasnya.

Anggota Direksi tidak dapat dfircrtanggun$awabkan das kerugian Peceroan apabih futggota

Direksi yang basangkuhn dapat mernbuktikan bahwa
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a. Kerugian tersebut buka kaena kesahhan dau kehlaiannya;

b. Telah mdakukan pengurusan, dengan itikad baik dan kdtati-hdian untuk kepentingan dan

sesuai dengan nnk*d dan tujuan Perusahaan;

c. Trdak mempunyai benturan kepartingan baik hngsung maupun tibk langsung das tindakan

pengurusan yang mengakiMkan kefugian; dan

d. Telah rengambil tindakan unh* malcegah timbul atau balaniutnya kerugian t€rs€but'

Tindakan yang dihkukan oldr krggda Direksi di luar yang diputrskan oleh rapat Direksi menjadi

tanggung jawab pribadi yang bersargkutan sampai daqan tindakan dinnksud disetujui ddt

Rapat Direksi.

17. Perbuatan-perbudan Direksi di bawah ini harus mendapat pefsdujuan tertulb dari Dewan
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Kornisarb untuk

a. tttdepaskan / mernindahtangankan dan/dau margagu*an aset Pensahaan dengan nihi

nrdebihi jumlarh t€rt€ntu yang ditdapkan ddr Derran Komisarb, keoJali aset yang ditxtd

sebagai persediaan dangan manpafiatikan ketertuan di bilang pasa modal;

b. i/hngadakan keriasanra d€ngan badan usaha atau dhak hin, dahm bentuk kerja sama

opaasi (KSO), konfak nranaiemen, keria sama lbansi bangun gunasafi (BttN' Opade'

and Trm{alBOI), Baryun Guna Mlft (&rd, Operiaire, an orrrr'B}O\ dan paianjian hin

yang mempunyai sifat yang sama yang jangka wd<tunya lebft dari 3 (t[a) tahun sampai

dengan di bawah 5 (lim) tahun ;

c. Irilendapkan dan mengubah logo Perusahaan;

d. trilenetapkan sfr*hr cganisasi 1 (sdu)thtgkd di bawah Direksi;

e. lvldakukan p€nyerban nrodal, mdepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktu

permodahn dangan nilai tstenfu yang ditdapkan Deunn Kornisarb pada pausahaat hin,

anak perusahaan, dan p€rusahaan patungn yang tirlak dalam rangka penydamatan pidang

derqan manpahatikan keEltuan di bilang PGar idal;

f. lvlendirikan anak perusahaan dan/dau pensahaan patungan dengan nilai yang ditdffin

Kunbarb pada Perusahaal lain, and< perusahaan, dan perusahaan pdungan d€ngan

memperhabtan kd€ntuan di bidang Pasar lvlodal



g. irengusulkan wakil perseroan mtuk m€njadi calon fuggda Dkeksi dan Dewan Kornisarb

pada anak pensahaan yang rnenrbaikan konhibusi signifikan kepada Persaoan dary'atau

bemilai sbdegb yarg ditdapkan ddt Dewan Komisais

h. lvlelakukan penggabungan, pel€bran, pengamtihlihan, pernisahan dan pernhrbaran anak

perusahaan dan perusahaan pdungan dengan nilai tertentu yang dldapkan Davan Komisarb

dengan memperhatkan ketentuan di bidang PGar tUodal;

i. irtengikat Paseroan sebagaipenjamin (bcg dau avalist)dengan nihiyang ditetapkan Dewan

KomisarE dengan m€rnperhatikan kdentuan di bidang Pasar iilodal;

j. ilenerima $niaman jangka menengatVpanjang dan rErnberikan piniaman iangka

menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditdapkan Detan Konisarb deqan

memperhatikan kdentuan di bidang Pasar l odal.

k. lrihmberikan pinlaman jangka pendeunnnengah/panjang yang tllak beailat operasional,

keorali pinjannn kepda anak pausahaan orkup dihporkan kepada Daran Komisarb;

l. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang nracd dan persediaan barang mati dalam

nilai yang mdebilri batas yang ditetapkan ddt Denan Kombarb

m. lvlelakukan tindakan-tindakar yang brmasuk dalam transaksi mataial sebagaimana

ditetapkan oldr perduran paundatg - undangan di bidang pasar rndal dengan nilai tertentu

yang ditetapka oldl Detran KornMrb, keorafi tindakan bfsebut temasuk dalam tr saksi

mataial yang <likearalkan oldl perat[an perundalg-undangan yilg bedaku di bidang pasa

modal

n. Tindakan-tindakan yang bdum ditet4kan dahm (Rencana Keria da Anggaan Perusahaan)

RKAP.

o. I\relaksanakan kegiatan usaha utarn sebagaimana dimaksud Pasal 3 fuiggran Dasa

Perusahaan (Aha l.to. 4u2022) menggunakan pembiayaan oleh Perseroan tedebih dahulu

(yoy*tunkel/pefinncfup)derrgannihidankrteriateftentuyangditetapkanddtDewan

Kombarb.

p. lrilelakukan pembelian aset lahan Mnldau hnd bank unh* kegiatan usaha propefti maupun

dijadikan sebagai aktiva tdap, dengan nilai tertentu yang ditdapkan oleh Dewan Kornbaris.

q. tvldakukan investasi dengan bdasan nihi dan/atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh

Dewan Komisarb berdasakan usulan Direksi.
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18. Penetapan bataan dan/dau kiteria ol$ Dervan Komisaris untuk hal-hal sebagainnna dimaksud

pada point 17.4 17.b, 17 .e, 17 .1, 17 .g, 17.h, 17.i, 11.i, 17 .k, 17.1 dan 17.p dituangkan dalam Suat

Penetapan Dewan Komisarb.

19. Persetujuan Dewan Komisarb khusus berkenan dargan poirt 17 -a 17.b, 17.e 17 .1, 17 .9, 17 .h'

17.i, 17.i, 17.k,17.1 dan 17.p dengan bd6an dan/dau krileria brtafir, dle{apkan ddt Daran

Kornisarb setelah mendapd<an persduiuan PT PP (Pe.sao) Tbk Panegang Saham lvhyorita.

20. Iindakan Direksi sebagaimana yang dimaksud pada pont 17.b, sepaniang dipedukan dahm

rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dihkukan dalam bidang usaha yang

bersangkutan dengan memperhas@n kdentuan pefduBn perundang+ndangan, tidak

rnernerlukan pasduiuan Dewan Komisaris daVdau RUPS.

21. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada pont 17.b, 17.e' 17.1, 17'9,'17h, sepaniang

dipertukan dalam rangka magkutitarda dar/dau untrk mdaksanakan poyek-proyek dan/atau

rnemenuhi pefsyaratan dad atau @ksanaan kegiabn usaha utama yang hzim dihkukan dalam

tridang usaha yang b€fsangkutan dengan memperfidikan peratran pefundarg-undangan, tidak

mernerlukan persetujuan Dewan Komisaris datldau RUPS.

22. Tndakan Direksi sebagairnna dimaksud pada point 17 sampai dengan pdnt 21 ditetapkan

berdasarkan Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yarg tdah diluapkan dahm turggaran Dasar

Terakhir Perseroar berdasad<an Ana N12022.

23. Dalam waktu Fling hma 30 (tiga prluh) hari s$ak dlairnanya permohonan ahu penjdasan dan

dokumen secara lengkap dai Direksi, Denan Kornisarb harus memberikan keputusan

sebagairnna dimaksud pada print 17, 18, 19 dan 20.

24. Dreksi wajib meminta persetuluan RUPS untuk:

a. tvlengalihkan kekayaan Pausahaan; dau

b. tvlenjadikan jaminan utang kekayaan Pansahaan;

c. lvlengadakan kala sana dengan badan usaha atal pihak hin, dalam bentuk kerja sama

operasi (KSo), kaja sama usdra (KSU), kala sanu lisensi, bangun guna serah (BOT)'

bangun saah guna (BTO), bangun guna milik (B0o), dan p€rianiian lain yang manpunyai

sifat yang sama urtuk mdaksanakan kegiatan usaha utama yang nihinya maupakan lebih

dari 50% (lima pufuh persar) jumlah kekayaan bersih Perusdlaan dalam 1 (sdu) ttans*si

atau lebih, baik yang berkaitan sdu sama hin maupun tidak Keatali sebagai @ksana

kegiatan usaha Peflrsahaan sesuai dengan Pasal 3 Angg
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25. Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setdah mendapatkan tanggapan teltulb

dari Dewan Kornisarb dan mendapat p€rsetuFan dari RUPS unfuk:

a. irdakukan tindakan-tindakar yang brmasuk dalam hansaksi mataial sebagainana

ditetapkan oldr Perduran Paundangan dibidang Paar lvlodal dengan nilai didas S0%(lima

puluh perscl) dari ekuitas Perusahaan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam tratsaksi

material yang dikearaHran oldt Perduran Peundatgan yang berlaku di bidang Pcar ltlodal.

b. trildakukan tansaksiyang mengandung banttran kepantingan sebagaimana dlentukan dalam

Peraturan Perundangan yang berlaku di Paar ltlodal.

c. lvlelakukan transdsi lain guna memenuhi Peraturan Paundangan yang berlaku di pasa

modal.

d. lrldaksanakan p€nugasan khusus yang diberikan deh psnerintah pusat untuk

merydenggarakan fungsi kemanfaatan umum seda ftet dan inovasi nasional.

26. Apabila dahm waktu 30 (tiga puluh) hai s$ak dlerimanya p€flnohonan dau penidasan dan

dokumen dari Direksi, Danan Komisarb tidak memberkan tanggapan t€rtu[s, rnka RUPS dapat

memberikan keputusan hnpa adanya tanggapan tertulb dai Dervan Korl*saris.

27. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada point 24 dan 25 yang dilakukan tanpa pesetujuan

RUPS, tdap mengikat Pa.seroan sepanjang pihak lain dalam pefbudan hukum tersebut beritikad

baik.

28. RUPS dapat mfigurangi pernbataan tehadap tindakan Direksi dau rnenentukan pembatasan

lain kepada Direksi selain png diau dahm fuggaran Dasar.

29. Kebi.iakan kepengurusan ditdapkan dalam Rapat Direksi.

30. Dalam rangka mdaksanakan kepengr.rusan Perseroan, sdiap fuggda Ureksi berhak dan

berw€nang bertindak urtuk dan atas nana Direksi s€rta nrewakili Perusahaan sesuai dengan

kebilakan dan kewenangan kepangurusan Perusahaan yang ditetapkan berdasakan keputusan

Direksi.

31. Apabila tirak dildapkan hin dahm kebilakan kepaqunsan Perusahaan sebagaimana dirnksud

dalam pclin 30, Direktur L,tama berhak dan berwanarg bertindak untrk dan das nama Direksi serta

mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar Pengdilan.

32. Apabila Direktur tltama tiilak da dau berhahngan kaena sebab apapun, hal mana tklak perlu

dibuktikan pada fihak kd[a, maka:



a. Wakil Direktur utama b€n enang bertindak untuk dan d6 nama Direksi serta mdaksanakan

tugas{ug6 Direktur Utama dau Direkfur ljtama menuniuk secara teltulb salah satu Anggota

Direksi yang berw€nang bertindak unt* dan das nama Dreksi serta mdaksanakan tugm

tugas Direldur utama dary'atau wakil Direktu l.Jtama apabila pada saat bersamaan wakil

Direhur lltarn tidak ada atar bethalangan.

b. Wakil Direktrr Utama menuniuk secara tertulb fuggda Direksi yang b€nnenang

melaksanakan tugas tugas wakil Direktur ubma, dau wd(il Direkfur Lltama menuniuk secaa

teftulb Anggota Direksi yaq berwanang bertindak untuk dan das narn Direksi serta

melaksanakan tugastugas DireKur LJtama dan/atar Wdril Direktur lJtama apdila terlebih

dahulu Direktur Utama tidak ada dau berhalangan.

c. Apatih RUPS tirtak mengangkat wakil Direldur t tama, rnka dalam hal Direktur utama tidak

ada dau berhalangan krena sebab apapun, hal mana tidak p€rtu dibuldikan kepada pihak

ketiga, maka Direldur utama manunjuk secara bftulb Anggota Direksi yang b€rwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksiserta nelaksanakan fugastgas Direktu t tama.

33. Dalam hal Direktur uhma tilak nrelakukan pelunlukkan, rnka Anggota Direksi yang talama

dalam iabatan bauanang bertindak untuk dan at6 nama Direksi serb melaksanakan tugastg6

Direktur Utama.

34. Dreksi untuk perbudan tertentu das tanggung iawabnya sendiri, befhak pula mengangkd seofang

atau lebih sebagai wakil atau hasany4 dengan mernberikan kepadanya dau kepda mereka

kekuasaan urtuk perbudan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa

35. Pembagian tugas dan we{enang setiap Anggota Direksi ditetapkan old1 RUPS. Dalam hal RUPS

tidak mendapkan pembagian hrgas dan wewenang tecebut maka pembagian tugas dan

wewenang di antaa Direksi ditdapkan berdasakan keputusan Direksi'

36. Direksi dahm mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan ol$ RUPS sepanjang

tidak batattangan dengan Peratuan Perundangan dan/atau fuEgaran Dasar ini'

37. Anggota DireksitirJak berwenang mesakili Paseroan apabila :

a.TerdapatpefkaradiPargadilana]taraPerseroandenganfuggotaDireksiyang

bersangkdan; atau

b.AnggotaDireksiyangbersanghrtanmempunyaikepentinganyangberbenturandepan

kepenthgan P€rusahaan.
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38. Dalam hal tadapat keadaan sebagaimana di rnksud dalam pcin 37 yang bahak mewakili

Perseroan adaldt:

a. Anggota Dieksihinnya yang tidak manpunyai bentr.ran kepentingan dengan Perseroan;

b. D€n an Konbarb dalam hal t4.,r1 Anggota Direksi manpunyai bailuran kepantingan

detqan Pasaoan; dau

c. Pihak lain yang ditunluk oldr RUPS dalam hal sduruh Anggota Direksi dau De,Yan Komisarb

Inempunyai benturan kepettingan d$gan Pausahaan.

39. Dalam hal terdapat lebh dai 1 (satu) orang Anggda Dir€ksi yang teflama dahm iabatan, maka

Anggoh Ureksi yang talama dahm jabahn yang berrenang bertindak unfuk dal atas mma

Direksi serta mdaksanakan tug6.ttlgas Elir*tu ljtama

40. Direksi dahm nrangurus Pasaoan mdaksanakan petuniuk yang diberikan oleh RUPS sepaniang

tidak bertentangan dangan perafuran pa'undang- undangm danldau fuUgaan Dasar'

D. Rapat Direksi

1. Direksi waiib mengadakan rapat Direksi secara befkala pali4 kurang 1 (satu) kali dalam sdiap

bulan.

2. Direksi wajib mengadakan rapd Direl6i bersama Dewan Komisarb secaa berkala paling kurang

1 (sdu) kali dalam 4 (emPat) tuhn;

3. Penydenggaraan Rapd Direksi dapat dilakukan setiap wahu 4abila:

a. Dipandang perlu ddr seorang atar lebih &qgda Dhekst

b. Atas permintaan tedulb dariseorang ahu lebih Anggda Dewan Kombaris;

4. Pemanggilan Rapat Direksi haus dihkukan deh Anggda Direksi yang batrak mewakili Direksi.

5. Pemanggihn Rapat Direksi haus dihkukan secaa teftutE dan disampaikan ahu dbefahkan

langsung kepada setiap fuggda Direksi dengan tanda terima yarg mernadai, paling lambat 5 (lima)

hari sebdum rapd diadakan, dengan tirlak memperhitungkan tanggalpanggihn dan tanggal rapd,

atau dalam waktu yarg lebih singkd iika dalam keadaan mendesak

6. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud pada pcin 5 tidak di pedukan untuk rapa! rapat yang

telah diiadwalkan berdasa*an keputusan Rapd Direloi yang diadakan sebdumnya atau apabila

sanua Arqgcta Diteksi hadir dalam rapd.

7. Dalam surat panggf,an rapd haus rnencanfumkan aganda, taqgal, waldu, dan tempd rapat
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8. Agenda Rapd Direksi minirnl nrembahas tindak lanjut rahan da atau kepufusat Dewan

Kombarb, evaluasi (panantauan progres) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat Direksi

sebelumnya, pernbahasan unt* tindak lanjut hasil rapd Direksisebelumnya yang belum sslesai.

9. Dalam hal penambahan agenda rapd, rapd Direksi tidak berhak m€ngambil keputusan keqJaf

semua Anggota Dieksi dau wakilnya yang sah hadk da matydupi penarbahan mata acara

rapat

10. Sernua rapat Direksi dipimpin ddt Direkhr I'Jtama.

11. Dalam hal Direktuf tlama tidak hadir dau berhalatgan, maka salah seora4 Direktur yarg ditunjuk

secara tefiuts dd Direldur lJtaru yang mernirqin rapat Dreksi.

12. Dahm hal Direkfur L,hma fdak ndakukan penunitrkan, maka salah seorang anggota Direksi yang

hadh dan dipilih dalam Rapat Direksi tasebrn dapat memimpin Rapat Direksi.

14. Secang Anggota Direksi dapat diwakili dahm Rapat Direksi tnnya old Anggda Direksi lain

berdasarkan suat kuasa. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakiti seorang Anggota Direksi

hinnya.

15. turggota Difeksi yang behalangan untuk menghadiri sudu Rapd Direksi dapat mengajukan

pendapatnya secara tertulb dan ditanddangani, kernudian disampakan kepada Direktur utann

atau pemimpin Rapat Dreksi t€*sebut mengenai apd(ah ia mendukung dau ddak maldukung

terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang

dikeluarkan dengan sah dahm Rapat Direksi.

16. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengkat 4abila dihadin obh

lebih dari dari 1/2 (satu pe &a) lumlah Anggota Direlsi.

17. Dalam hal terdapd lebih dari satu usulan, maka dilakukan pernilihan ulang sehingga salah satu

usulan memperoldr suaa hbih dai 1/2 (satu p€I dua) b4ian dariiumlah suara yang dikeluarkan.

18. Keputusan Rapd Direlsi hans diambil berdasakan msyawaah untuk mufakd. Jika keflfiusan

berdasarlon musyawarah unh* mufakd tidak tecapai, nEka keBJtusan hans diambil dengan

p€rnungutan s.rara berdaarhan su a sduiu ldrih dai 12 (satu per dua) bagian dari iumlah

anggota Direksi yang hadir.

19. Dahm Rapat Direksi, sdiap tuggda Direksibatrak nengefuarkan 1 (sdu)suaa dan hmbahan I

(satu) sura untuk sdiap Anggda Dreksi lah yang diwakilinya daqan sah dahm rapat tersebut.

20. Suara blanko (abshin) dianggap nrayetrlui usul yang di4ukan dalam rapd.
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2 1 . Suara yang tidak sdr dianggap [dak ada dan tidak dihitung dalam menantukan jumlah suara yang

dikeluarkan dalam rapd.

22. Pernungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suat suara t€rtdup tanpa tanda tangan'

sedangkan p€rnungutan suara margenai hal-hal hin dihkukan secaa lisan, komli Ketua Rapat

menenfukan lain tanpa ada keberata berdasaftan su a tqbanyak dari yag hadir.

23. Dalam setiap rapat Dreksi wajib dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani d$ Ketua Rapat

Direksi dan seluruh Anggda Direksi yang hadir, yang berbi: hal-hal yang dibicarakan (termasuk

pemyataan kdirtaksetujuan/dissenting opinion krggota Direksi iika ada) dau men@nbmkan

dinamika rapat; evaluasi (permntauan pfogres) terhad4 pdaksanaan keputusan hasil rapat

sebelumnya dan dilakukan pernbahasan untuk tindakhnjutnya iika t€.dapd keputusan hasil rapat

sebelumnya belum seleai; dan hal-hal yang diputuskan. Risalah/Hail Rapat disampaikan kepada

seluruh Anggda Direksi dan Anggota Devran Kornisarb 4atrih diminta untrJt diketahui, maksimal

7 hari kaja setdah disahkan. Anggota Direksi yang tirlak hadi dalam rapat tefsebut diwajibkan

untuk membedkan pendapd b€fupa persetujuan dau kdidaksduiuan terhadap kegrfusan

tersebut.

24. Hasil Rapat Dir*si bersann Deryan Kornisarb waiib dibud Risalah Rapat yang mencantumkan

dinamika rapat dan h6il keputlsan rapat Risalah Rapat ditanddangani oldr Anggota Direksi dan

Anggota Dewan Kornbarb yary hadi, dan disampaikan kepada seluntr Anggota Direksi dan

Anggota D*an Kornisarb, maksirnl 7 hai kala setdah dMhkan .

25. Dahm hal terdapat Anggota Direksi dan/dau tuggota Deuran Kornisaris yang tidak

menandatangani Rbalah Rapat yang bersargkutan waiib menyebud(an atasannya secaa teftulb

dalam surat tets€ndiri yarg dilamfirkan pada Risahh Rapat

26. Risalah Rapat walib dilokumentaskan ddr Corpaate Secrdary.

27. Risalah Rapat Direksi merupakan b*tiyang sah untuk paa Anggota Direksi dan untuk pihak kdiga

mengenai keputusan yang diambil dahm Rapat yang bersangkutan.

28. Direksi dapat iusa mangamtil kegutusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan

ketenfua semua Anggota Direksi tdah diberitahu secaa tertulb dan semua Anggda Direksi

memberikan persetujuan m$genai usrl yang diaiukan secaa tertulis serta menandabngani

persefuiuan tasebut:

29. Keputusan yang diambrl dangan cara demikian mempunyai kekudan yang sama dengan
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30. Dalam hal Anggota Direksi tidak dapd m€nghadiri napat secara fisik, maka Anggota Direksi dapat

menghadiri rapat dengan mdalui media tdekonferensi, vileo kmHensi, atau saana media

elektrmik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

31. Setiap Anggota Dkeksi yang secaa pribadi daqan caa apapun, baik smra langsung maupun

secara tidak langsung, manpunyai kepentingan dalam suafu falsaksi, kmtak dau konfak yar8

diusulkan dalam mana Perusahaan meniadi salah satu pihaknya hans dinyatakan sifat

kepantingannya dahm sudu Rapat Dre*si dan karenanya tilak berhak unfuk iktt dalam

mengambil suara manganai hal-hal yang bahubungan daqan trarsaksi dau konbak tefsebut

32. Rapat Direksi dapd dilangsungkan apatih dihadiri mayoitas dari sduruh Anggda Dkeksi.

Kehadiran Anggob Direksi dahm rapd Direksi dan rapd Direksi bersama Dewan Komisarb wajib

diungkapkan dahm Laporan Tahunan Pensahaan.

33. Direksi harus meniadnalkan rapd Direksi dar Rapat Direksi be6ama Dewan Kombarb untuk

tahun baikutnya sebelum baakhimya hhun buku.

34. Pada rapat yang telah dijadr.alkan teEetut di das, bahan rapat disampaikan kepada pesata

paling lambat 5 (lima) hai sebdum rapat dbelenggarakan.

35. Dalam hal terdapd rapat yang diselaqgard<an di luar iadwal yang tdah disusun, bahan rapat

disampaikan kepada pesata rapd paling lambat sebdum rapat disdenggarakan.

36. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi, dan dikomunikasikan kepada unit takait

dengan keputusan tersebut rnksimal 7 (tuiuh) hai kqa dau sebagaimana dhyatakan dahm rapat

Direksi;

37. Keputusan dapat diambil di luar rapd Direksi sepaniang sduruh tuggda Direlsi setuju tentang

cara dan materi yang diputuskan.

38. Panggilan rapat terlebih dahulu tilak dbyard<an apabila semua Anggota Direksi hadir dalam rapat,

Rapat Dieksi dapat disdanggarakan dengan melalui hufungan vijeo konferensi dau sarana

media dektronik lain, dangan tetap mempahatikan kdent an lain dalam rapd Direksi. Risalah

rapat Direksi haus difuat secara teltulb dan diedarkan kepada sduruh Dkeksi yang ikut s€rta

untuk disdujui dan dlanda tangani.
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E. Program Pengenalan Anggota tlreki
Setiap Anggota Dreksi baru yang diangkd untuk p€rtama kalinya rolib dibaikan program penganalan

rnngenai Perseroan dan pamnggng iawab unt* mengadakan trogran pengenalan t€tsebut berada

pada Coporde Seoetay atau siapapun yang m€r{ahnkar fungsi sebagai Corpcate Secr€aaly.

1. thtai unbk pogram penganahn perusahaan m{ut:
a. Penaapan frinsipPrinsp GCG;

b. Gambaran Umum Perusahaan;

c. Visi dan Jvfsi Perusahaan;

d. Budaya Perusalnau

e. Sbuldur Oganisasi dan .lo0 Descdplfurl

f. Tugas dan Tanggung Jawab Kombarb dan Direksi;

g. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (R.JPP);

h. Rencana Kerla Anggaan Pausahaan (RI(AP);

i. Audit lnternaldan tudit EkSemal:

j. Komite Audit;

k. Komite @G & l,lorninasi;

I. Siste$Sistern yang bedaku di Perusahan.

2. Program pengg|alan Perusahaar dapat beupa pesattGi, pqtemuan, kunjungan le Pausahaan

dan pengkajian dokumen.

F. Remunerasi

Kebijakan penetapan remunerai bagi Direksi metuiuk pada:

1 . Undang Undaog Repubfl< lndonesia No. tl() Tahun 2007 tenfq Peaeroan Terbatas Pasal 1 1 3;

2. Peraturan ttlenteri Badan Usaha irffir Negara PER-UirtsU/0J2023 tatng Ogan da Sur$er

Daya ltlanusia Badan Lrsaha ifitt i.legda

3. Anggaran Dasa Perusahaan.

Remunerasi baSi furSgota Direksi dbtailan dd RUPS dan rewenang tersebut ddt RUPS dapat

dilimpahkan kepada Daran Komisaris.
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H. Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kefa dan Anggaran Tahunan Perseroan,

Laporan Tahunan dan Pelaporan Bckala

1. Rencana Jangka Paniang Perusahaan (RJPP)

a. Direksi rnenyiapkan Rencana Jangka Panjang Peusahaan (R.JPP) pada waktunya yang

rnerupakan rencana stategis yang memual s6aran dan tujuan yang hendak dicapai dalam

jangka waktu 5 (firn) Tahun. RJPP sekuangkurangnya memuat :

- Evaluasi pdaksanaan RJPP sebdumnya;

- P6bi Perusahaan saat ini;

- Asursi-asumsi yang dipakai dalam palysunan RJPR

- P€netapan vbi, misi, s6aan, sffategi, kebiiakan dan program kerja Fngka paniang;

- Hal-hal lain yang perlu dbampaikan sesuai perduran yang balaku.

b. RJPP disampaikan ke Dewan Komisarb untuk diminta kajian dan pendapdnya sebelum

ditandatangani bersama

2. Rencana Kaja dat Anggtan Tahunat Peseroan

a. Direksi walb manyusun Rarcana Kerja dan Anggaran Tahunan Pqt sahaan untuk sdiap

Tahun buku yang m€rupakan petl$aran dari R.,PP, yang sekuang-kurangnya msnuat:

- Msi, sasaran usaha, Srdegi usaha kebiakan pefl.Eahaan da pogram kerjdkegidan;

- Anggaran Perusahaan yang diinci atas sdiap anggaan pogram keria/kegiatan;

- Rencana penghapush*uan dan pernindahtanganan aKiva tetap Pausdtaan;

- Proyeksi karangan Pe,usahaan dan and< Pensahaanny4

- Hal-hal lain yang marerlukan keptusan Dman Komisarb; dan

- Rencana Ke# dar Anggaan De*an Kornisarb
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G. PeningkatanPengclahuan

1. Anggota Dreksi harus sena iaa menambah dat memutakhirlon pengdahuannya untuk

menjahnkan tugas peryelolaan Perusahaan;

2. Anggota Direksi palu mendapdran perdidikan bakdanjutan yang dikanbinasikan dalam sdf-

study dan kdkutsataan pada p€ndirikan khusus, peldihan, seminar , wkdnp, cortaence, yang

dapat bermanfad dalam meningkat<an dektivite fungsi Direksi

3. PendkJkan batdanlutan dapd dilaksanakan di dahm negeri dan di luar neg€ti, dan ata beban

Perusahaan.

s



b. Deuan Komisarb w{b menpsun program kaja Dewan Komisarb yang mafadi bagian yang

tidak terpisahkan dai Rencana Kaja dan Anggaan Tahunan Perusahaan yang dbusun oldl

Direksi.

c. Rancangan Rarcana Kaja dan Anggaran Talunan Psusahaan yang telah dihndatangani

oldr sefuruh &qgota Direksi disampakan kepda D€n an Komisarb, paling lambat 30 (tiga

puluh) hai sebdum Tahun buku baru dimulai atau dahm waldu yang ditdapkan dalam

Peraturan Penrndangan yang berlaku, untr* mendapdkan pasduluan Dewan Komisaris.

d. Atas rencana keria tersebd, Dewan Komisarb waiib menditi, mendaah dan nenandatatgani

serta m€inberikan pemduiuan dau pa'qesahan tohadap Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan Perusdraan yarg dbiapkan Dreksi

e. Rancangan Rarcana Kaia dan Anggaran Tahunan Pensahaan disefujui oldt Daran

Kombarb paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah Tahun anggaran b€rialan (Tahun anggaran

Rencana Keria dan Anggaan Tahunan Pasaoan yang bersangkubn) atau dalam waktu yang

ditetapkan dalam Perduran Perundangat yang balaku.

f. Dalam hal rancangan Ratcana Kaia dan Anggaran Tahunan Perusahaan belum disampaikan

oldr Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Tatunan Perusahaan belum dbetujui

dahm kurun wahu seb4aimana dimaksud tersebut di atas, maka Rencana Keia dan

Anggaran Tahunan Pensahaan Tahrn sebdumnya yang diberlakukan.

g. Tahun buhl Perseroan berjalan dali targgal 1 (sdu) Januri dan berd<hir pada ta€gal

31 (bga pufuh sdu) Desemb€r Tahun yang sama Pada *hir bulan Desember tiap Tahun,

buku-buku perusatean dihttup.

3. Laporan Tahunan

a. Tahun buku Perseroan beriahn daritanggal 1 (satu) Jatuai sampaidagan tanggal 31 (t{a

puluh satu) Desember Tahun yang sama. Pada akhk Desember tiap Tafun, buku Peseroan

ditutup.

b. Dreksiwaiib menyusun Laporan Tahunan yang memuat s€kurang-kurarEnya:

- lkhtisar data keuangan penling;

- lnfornnsi Saham (lika ada);

- Laporan Direksi;

- Laporan Derwan Komisarb;

- Profil Persaoan;
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- Analbb dan pembahasan manaiqnen;

- Tata Kelola Perseroan;

- Laporan Tanggung jaab sial dan fingkungan Perusahaan;

- Laporan keuangan Tahunan yarB tdah diaudit;

- Surat pemydaan furggda Direksi dan Anggota Deryan Kofiisaris tertang tanggung iawab

atas Lapran Tahunan;

c. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mangaui tugas pengawasan yang tdah

dilaksanakan oldr Dewan Kornisaris sdama tahun b*u yang baru lampau yang menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dai laporan tahunan yary dbusun oleh Direksi sebagaimana

tersebut di atas.

d. Rancangan Laporan Tdrunan bnnasuk laporan keuangan yang tdah diaudil oleh Akuntan

Publik, yang tdah ditanddangani oleh seluruh Anggota Direksi disampaikan kepada Dewan

Kornisarb untuk dildaah dan ditanddangani sebdum dbampaikan kepada RUPS Tahunan

untuk mendapd<an pers€tuFan dan penges*an.

e. Laporan Tahunan yang tdah ditanddangani ddr semua Aiggda Direksi dan semua Anggota

Dewan Komisarb disampakan oldl Dreksi kepada RUPS Tahunan pahg hmbat 1 (empat)

bulan setdah Tdrun hrku berakhir dengan merperhdikan kdertuan yaq b€flaku.

f. Dalam hal tadapat fuggda Direksi dan Dewan Kodsab fdak menandatangani laporan

Tahunan dimaksud hans disebuUran dcannya s€cara tertulb dau dasan tersebut

dinyatakan ddr Direksi dahm surat te-sendfui yang dihqirkankan dalam Lapoan Tahunan.

g. Dalam hal terdapat Anggda Direksi dau Anggota Deuan Kombarb yang ttlak

menandatangani Lapcan Tahunan dan tidak rnemberi absan secaa t€ttulb sebagaimana

tersebd didas, maka yang bersangkttan dianggap tdah m€nyetuiui bi Lapcran Tdlunan.

h. Pcsefujuan das l-aporan Tahunan tamasuk pengesahan Laporan Kanngan dilakukan oleh

RUPS Tahunan palirg lambat pada akhir bulan ke 4 (empat) buhn seblah Tahun buku

berakhir.

i. Pasetujuan Lapuar Tahrnan, termasuk pangesahan Lapran Karangan Tahunan serta

laporan Tugas Pengawasan De*an Komisaris da keputrcan penggunaan laba ditdapkan

oldl RUPS Tahunan.

i. Persetujuan ata Laporan Tahunat termasuk lapaan Tugo Pengawasan oldl Dervan

Komisaris dan pengesahan Laporar Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan
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pduncan dan pembebasan kepada paa Anggda Direksi dan Anggota Dewan Komisaris atas

pengurusan dan pengauasan yaq tdah dialankan sdama Tahun btku yang hlu, sqauh

tindakan t€rsebut tstulb dahm Laporan Tahunan, tarnasuk Lapaan Kilangan, laporan

Tugas Pengawasan oleh Denan Kombarb, serta sesuai dengan kdanUan yang balaku.

k. Laporan Tahunan temasuk Lapcan Karangan hnus disediakan di kantor pusd Perusahaan

sgak tanggal pemanggihn sampai dengan tanggal pdaksaman RUPS Tahunan.

4. Pdaporan Bakala

a. Direksi wajib menyhpkan hporan bekala yang memuat pdaksanaan Rarcana Kaja dan

Anggaran Tahunan Perisahaan;

b. Laporan bstala tersebut mdiruti hporan biwulanan dan laporan Tahunan;

c. Sdain laporan bakala, Direksi sewakfu- waktu dapat ph memberik laporan khusus hinnya

kepada Davan Kombarb;

d. Lapoan b€rkala dan hporan hinnya, disampaikan dengan batuh isi dan tda cara

peflyusunannyasesuai deng kdentuan Peraturan P€rundangan;

e. Direksiwajib menyampaikan hporan berkala dengan p€r{dcan sebagai berikut:

- Laporan triwulanan yang tdah ditanddangani oldl Dreksi dagan Daran Komisaris,

disampaikan kepada PT PP paling lambat 1 (sdu) bulan setdah fiwulan bersangkutan

berakhir;

- Laporan tahunan tirlak dhudit (unaudited) yang Hah dilandatangani dd sdutuh

anggota Direksi dan Dqran Komisarb kepada PI PP pafing hmbat 2 (dua) buhn

sdelah bakahimya tahun buku;

- Laporan tahunan dipublikasi (annual repott) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampakan kepada RUPS paling hrbat 5 (lima) bulan sddah tahun h*u yang

basangkutan baakhir.

Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jarab Direlci

1. De$an Kornisarb dan Direksi menandatangani Korirtak lvbnaiemen Tahunan yang rnemuat targd

Key Paformance lndicabrJKPl Dr*si secaa kolegial dan KPI Direksi secaa individual.

2. Dewan Komisarb setiap tahun mengwaluasi capahn kinaia Direksi unfuk kernudhn disampaikan

ke RUPS.
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tv.

3. Penilaian kinaia Direksi berdaatan kritaia umum yang dituangka dahm KPI:

a. Kinerja Direksi secara kolektif trhadap percapaian Perseroan sesuai RI(AP dan/dau kriteria

lain yang ditdapkan deh Dewan Komisarb setdah ditiiskusikan dengan Direksi;

b. Performa Ekektu secara indiviJual dalam pencapaian kinaja Pawahaan sepetti yang

tercantum dahm Kmbd< lilanajonen daddau krit€ria lain yaq diHapkan hasil dbkusi

dengan Daran Kombaris dan Direksi;

c. Pdaksanaan pinsip-pinsip GCG.

J. Ketentuan Tanbahan

Ketentuan mangenai Direksi yang belum diatur dahm Buku Pedoman ini menga@ pada Anggaran

Dasar, Perabran Perusahaan lahnya, Perduran Otorlas Jaa Karangan di Bidang Pasa i/odal dan

ketentua serta perduran perundang-{ndangan lainnya yang bedaku.

KODE EIIK DEUAil KOT#SARIS DA}I DIREKSI

Kecuali diatur lain oldr ketentuan dan perduran perundang-undangan yang berhku, hubmgan Dewan

Komisaris dan Direksi sebagaimana diatur dalam bab sebdumnya dapd macakup tdapi tidak terbdas pada

hal-hal sebagai berikut:

1. l\,lenyetujui usulan Direksi mengenai RJPP, Rencana Kaia fuggaran Tahman Perseroan, R€ncana

pengeJnbangan bbnb perusahaan, Aksi Korpaasi, Rencana hin yang berhdungan dangan

pelaksanaan rsaha dan kegiatar pausahan, Pengangkatan dan pemb€rhentian VP lnternal Audit

Pengangkatan dan pernberhentian VP Corpaate Secretxy, dan bin-lain yang membutuhkan

persetuiuan tertulb dai Dervan Kombarb sebagaimana tercantum dahm Anggaran Dasar Perseroan;

2. Dewan Kornisarb dapat dibantu Direksi jika diperlukan, dalam hal proses penunjukan calon auditor

eksternal sesuai ketentuan yang berlaku, Dervan Komisarb memberikan aahan/peqawasan terhadap

Direksi atas implematasi rencana dan kebijakan Perusahaan;

3. De.wan Komisaris menerima infomasi mengenai kineda dan jalannya pangelolaan anak perusahaan

dan/atau perusahaan pdungan dai manajemen Perusahaan, baik mdalui lapaan tertulb maupun

penjdasan Direksi pada saat pdaksanaan Rapat Gabungan;

4. Setiap Anggota Dewan Komisarb dan/dau tuggota Dreksi dihrang mengambil karntungan pribadi bak

secara langsung maupun tidak langs$g dri kegiatan Pen6ahaan selain penghasilan yang sah.
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v HUBUT{GAiI DENGAI{ AXAK PERUSAHAATI

'1. furak Perusdraan walib rnenjalankan Perah,ran [renteri Negara BUMN tlomor PER-ZMBU/03/2023

tentang Pedonnn Tda Kdola dan Kegiatan Kupaasi Signifikan Badan Usaha Mlik Negara'

2. Pengawasan oldr Direksi P€rusahaan terhadap Anak Perusahaan dilakukan mdalui mekanbme tata

kelda Perusahaan yang baik yang secaa prinsip-pinsip kepartngan Perseroan dijalankan rndalui

RUPS Anak Perusahaan, dan Pengaw6an ddr Divbi yang membilangi Pengawasan lnt€rnalterhadap

Anak Perusahaan. lrlekanbnc pengawasan tahadap Anak Perusahaan dilakukan dengat 2 (dua)

bentuk, yaitu :

a. Pangawasan mdalui penetapan kebiiakan paenting yang sdaniutnya disahkan dahm RUPS Anak

Perusahaan yang nrdiruti RUPS Tahunan dan RUPS Lua Biasa

b. pengawasan nrelalui p$empatan wakil PT PP Hesbi Tbk sebagai Anggota Denan Komisarb Anak

Perusahaan:

3. Pedoman pemberian gaii/honorrium, tunjangan dan failitas Dreksi dan De*an Komisarb Anak

Perusahaan mengaor kepada P€ratuan lrlenteri Badan usatra [ffk Negara Nomor PER-

3/MBU/03/2023 tentang organ dan Sumber Daya lrilanusia Badan Usaha Mlik Negara yang berlaku atau

peratuan yilg lainnya.

4. penetapan Taget kiner,a dan penihian kinerja serb insentil bagi Dewan Kornisaris dan Direksi melalui

Rencana Kerja fuggaan Tahunan Anak Percahaan.

5. Anak Perusahaan secara berkala berkewa$ban manyanpakan Laporan Karangary'Kina.la yang tdah

disduiui dan ditanddangni ddl Direksi dan Denan Komlsarb Anak Perusahaan. Laporan te6ebut

digunakan untr.k pelyrsunan l-4oran Karangan Kolsdidasi PT PP Presisi Tttk.

6. Hubungan Perusahaan lnduk dan fuiak Penrahaan secaa detail diatur dalam Pedotmn Tda Kelda

Anak Perusahaan yang meupakan sdu kesduan dengan Pedumn Pdaksanaan GCG PT PP Presbi

Tbk.

CORPORATE SECRETARY

A. Dasar Hukum

'1. Peraturan Mented BUlvlN Nonnr PER-ZMBU/03/2023tentarg Pedoman Tda Kelola dan Kegidan

Korporasi Signiftan Badan Usaha Mlik Negara;

2. peraturan lvlenteri BUMII Normr PER-3/MBU/0U2023 tentang Ogan dan Sumber Daya ltlanusia

Badan Usaha Mlk Negara;
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3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 31/PO,K.0IU2015 hnggal 16 Desember 2015 tentang

Keterbukaan Ata lnfamasi atau Falda tvhbrial Ol$ Eminten Abu Peosahaan Publik;

4. Peratunan Otaita Jasa Karangan No 31POJK.042014 tanggal 8 Desember 2014 t€ntang

Sekretab Pensahaan Emiten

B. Keanggotaan

1. Perusahaan wajb memiliki fungsi Cuporde Secrdary

2. Coporate Seoetay dhngkd dan dilrcrhens<an oleh DireKur utama b€rdasakan mekanigne

internal Pensahaan dengan pesdujuan Dflan KonisaridDewan Pangawas

3. Corporate Seodny bstaqgung iaf,ab kepada Direksi.

4. Caporate Seoetay dapat dirangkap oletr secang tuggota Direksi.

5. Corporate Secretay dbrang maangkap jabatan apapun di Pensahaan'

6. Dalam hal teriadi kekcoqan cuprde secfday, Pausahaan waiib menuniukan penggantinya

dahm jangka waktu patng hma 60 (€nam puluh) hari s{ak hrladinya kekGmgan csporde

Secretay.

7. Sdama teiadinya kekcmgar ccporde seodary corpdate seoetry dirangkap oleh secang

Anggota Direksi atau oang p€rseorangan yang dihrnirk sebagai corporde secfetfly sementrra

tanpa mempefhdtan pefsyardan coporde seodry seb4airnna diatur dalam Peratfan oJK

No 35/PO.JK.0{2014.

8. Corporate Seoetay haus nremaruhi pasyaatan paling kual€:

a. Cakap mdakukan Perbuatan hukum;

b. iJbniliki pange{ahuan dan penuhaman di birlang hukum, keuangan dan Ha kdola

perusahaan

c. lvhmahami kegidan usaha Perusahaan;

d. Dapat b€rkomunkasi dalgan baik;

e. Berdombili di lndmesia.

9. Persyardan sebagaimana dimaksud pada p(i]rt 8 naiib diparuhi cofpolde seoetay sdama

meniabat.

10. Dalam rangka reningkatkan pengdahuan dan pqnahaman unfuk membantu pdaksanaan

tugasnya Coporde Seoetay harus nrengkuti parditikan dan/dau pddlan'
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11. Pausahaan wajb m$yampaikan lapora kepada OIK dan memuat dalam SitG Web Pen6ahaan

rnengeflai pengangkdan dan pe$erhertian Ccporde Seodary sata kekcongan Ccrporale

Secretay (daqan disahi infomasi padukury).

12. Pdaporan kepada OIK dan pemuahn infqmai dahm Stus Web Pensahaan dilakukan dalam

waktu paliq hmbat 2 (du) hari keria setdah terjadinya paqangkata dan pernberhentian

Corporate Seoetay.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Fungsi Coporde Seoetary mdaksanakan tug6 paling kuraq:

a. lvlengkuti perkanbangan Pasa lvlodal khusrsnya perduran paundangundangan yang

berlaku di bidang Pasa i,'lodal;

b. iilemas$Gn bahwa Perusahaan mernatuhi perduran t€ntang pesyaatan kderfukaan s{ahn

dengan pencapan pinsip GCG.

c. lvlembenlan masukan dan infomasi yaq dibufuhkan kepada Dkeksi dan Deuan Komisarb

Perusahaan uduk mematuhi kderiluan p€rafuan paundang - undangan di tidang Paar

Ir,odal;

d. lvlembantu Elireksi dan Dewan KomisaB dahm pdaksanaan tda kdola perusahaan yang

mdiputi:

- Keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk kdersediaan infcrmasi pada Situs

Web Pensahaan;

- Penyampaian hpora k+ada OJK tepat waktu;

- Penydenggaraan dan dokumenbsi RUPS;

- Parydenggaaan dan dokumenbsi Rapat Dreksidaddau Rapat Daran Komisars

- Pdaksanaan program orientasi tahadap pamahaan bagi Dheksi dan/dau Dewan

Komisarb.

d. Sebagai paqhuhng adara Perusahaan dengan Panegang Saham, OJK dan pernangku

kepantingan lainnya.

2. Coporate Seodary dan pegawai dahm unit kerja yang rcnjalankan fungsi sekebris perrcahaan

wajib ma{aga kerafiasiaan dokumen, data dan infrmasi yang bersifd rahash kecuali dalam

rangka memenuhi kewaiiban sesuai dengan pectLran perundang- undangan ahu dlentulcn lain

dalam peratril perundang-undangan.
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3. Corporate Seodary dan pegarai dahm unit kaja yang menjahnkan fungsi Cotporate Seoetay

dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara hngsung maupun tidak langsung, yang

merugikan Perusahaan.

4. lilengehla RUPS:

a. lvtenjadwalkanRUPS;

b. tuengundang Pemegang Saham;

c. t\ildaksanakan RUPS dan memhrat Risalah RUPS;

d. lvlerecord Agenda, Risalah RUPS, Kebijakan, Keputusan dan dda{ata yang dihasilkan

dillahm RUPS.

5. [,tengelda Rapat Direksi

a. lvleniadwalkan Rapat Dreksi;

b. Mengundang Peserta Rapd Dre*si;

c. tvldaksanakan Rapat Direksi dan manbuat Risalah Rapd Direkst

d. |'lb-record Agenda, Rbalah Rapat Direksi, Kebiiakan, Keputusan dar data-dda yang

dihasilkan di dahm Rapat Direksi

6. lrrhngelda Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisarb dan merecord Agenda Risalah Rapat

Bersama Direksi dan Det an Komisaris, Kebiiakan, Keputusan dan dda-dda yang dihasilkan di

dalam Rapat besama Dewan Komisarb dan Direksi.

7. iihmbantu Direksi dahm pemecahan masahh-nnsahh Perusahaan secara umum.

8. t\itengawasijalannya aplikasi perduran yang b€rlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.

9. Menangani dan rn€ngkoordinir /*si Kapo'ai, b*€tia sann dengan Departanen Risk

lranagement & Departem€n Legal.

10. t\ilenata-usahakan serta menyimpan dokumen- dokumen Perusahaan.

11. ilengkoordinir program kaja dan aKifitas Corporate Secrdary.

12. Mengikuti perkembangan Peraturan yang bedaku dibidang Pasar lvlodal.

13. lvlemberikan masukan kepada Direksi untuk m€tnatuhi padurat di bidang pasar modal.

14. iilemberikan pdayanan kepada masyaakat abu $aftehouer atas infcmasi yang dibutuhkan

pemodal yang beftaitan dengan kondisi perusahaan:

a. Laporan Karangan Tahunan (Audled);

b. Laporan Kinerla Pausahaan Tahunan (Annual Repat);

c. lnformasi Fakta iilaterial;
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d. Produk atau penernuan yary buati (penghagaan, proyd< uryulan, penemlan mdode

khusus, dll):

e. Perubahan dalam sisem pengenda$an dau peubdlan penting dalam manaiemen.

15. Sebagai penghuhrng (liaison officer) afiara pensahaan dengn lembaga terkait dan masyaakat

(luar dan lingkungan), tennasuk penyusunan dan pdaksanan Tanggung Jarab scial dan

Lingkungan (TJSL).

16. Cuporate Secretny yrajib membuat laporan secaa befkala paling krang 1 (sdu) kali dalam 1

(satu) Tdrun rcngenai pdaksanaan furgsi corporde seoehry kepada Direksi dan Dewan

Kombarb.

.17. sethp informasi yang disampakan d$ caporate seodary kepada mayrakd merupakan

infomasi resmi dai Perusdlaan.

D. Pengelolaan lnformasi

Corporate Secretary rejib margikuti perkembangan p€ratuan-p€rahiran yang bedaku dan mernastikan

persefoan untuk menrenuhi dan mernatuhi pqatuan ters€but. Corpdab Seoetary haus memberkan

informasi yang berkaitat dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secra berkah dan kepada

Dewan Komisarb aPabila dlnhta.
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BAGIAN KETIGA

PENGUNGKAPAN INFORIIASI (DISCLOSURE)

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tafun 1995 tentang Pear lrilodal sebagaimana telah diubah dengan Undarg-

Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Paqembangan dan Penguatan Seko Karalgan, Emiten dau Perusahaan

publik wajib manyampaikan kderb*aan lnfqmasi dau Fd<ta irhterial dahm rangka pemaluhan prinsip

keterbukaan infomasi yang m€mpunyai arti parting bagi masyaakat sebagai bahan pertimbangan untuk

pengambilan keputusan investasi.

Sehubungan dengan parenuhan kderbukaar infoflnasi tersebul Perusahaan menyedhkan informasi yang

material dan relevan denga c a yang mudah diakses dan dipahami ddt dakdtolder'

pausahaan rrenjalankan prinsip ketabukaan dergan menyediakan inbrnrasi secaa tepat waktu, memadai, iehs,

akurat dan dapd diperbandingkan s€rta mudah diakses deh pemangku kepentingan sesuai haknya dan tidak

termasuk dab rahasia Perusahaan beupa : Dokuman (kontrah spesifikasi, shop dawing, asbuilt dawing SK

Direksi, dll) atau hal lain yang b€rkaitan dangan Perusahaan yang tidak boldr dilrcritahukan kepada phak-pihak

yang tidak berhak magetahuinya, berdmakan pertimbangan kesdamatan P€rusahaan, persaingan usaha

ataupun pertimbangan dika. Rinsip ketabukaan tersehrt tidak mengurangi kewaiiban unfuk memenuhi ketertuan

kerahasiaan infcnr*i Perusahaan sesuai dangan perduran pe{undaq-undangan, rahash iabatan, dan hak-hak

pribadi.

L PUBLIKASI lilFoRttAsl & Koiit illxAsl

Perusahaan berkomitmen kepada para pemegang saham dau invedor untuk mdaksanakan komunikasi

sesuai atwan Perusahaan. Kornunikasi dapd dilaksanakan menggunakan websile rEdia cetak dan

elektronk, sata media hinnya antara lain RUPS. lnfornnsi yang dipublikaskan atau Kderhrkaan lnlannasi

dapat berupa sqarah berdirinya Pausahaan sampai deqan berita brbau (updded news) Perusahaan sad

ini antara lain :

1. Paqgabungan usah4 psnisahan usaha pdebural usaha pembentu*an usaha patungan,

pangajuan tawanan untuk pembe#an Efek Perusahaan lain;

2. Pernbefian atau paljualan saham Peusahaan yang nilainya material;

3. Pemecahan saham dau perqgdungan saham;

4. Pernbaghn divilen interim;

5. Penghapusan p€ncddan dan pencdatan kembali saham di Busa Efeh
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6. Pardapatan berupa divilen yang fuar biasa sifdtya

7. Peroldran atau kehilangan kontak penting;

8. Penemuan baru atau poduk bau yang memberi nilaitambah bagi Perusahaan; penjualan tambahan

Efek kepda masydakat abu secara tetiatas yang mat€dal iumldnya;

9. Perubahan dalam pengendalian bak largsung maupun tidak langsung terhadap Emiten dau

Perusahaan Publik;

'10. Perubahan Anggda Direksi dary'atau Anggota Deuran Komisarb;

'l 1. Pernbdian kembali atau pernbayaran Efek Bersifd Utang dan/dau $*uk;

12. Pernbelian atau peniuahn asd yag sif*rya pailhg;

'13. Persdbihan tenaga kala yang d4at rErigganggu operasinal Pensahaan;

14. Perkara hukum terhadap Perusahaan dalr/dau Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisarb yang

berdampak material;

'15. Penggantian Akuntan yang sedaq diberitugas mengaudit Perusahaan;

16. Panggantian Wali Amanat

,l7. 
Penggantian Biro Adtninisbasi Eldc

18. Perubahan Tahun buku Perusdtaan;

19. Perubahan penggunaan mah uang pelaporan dalam hporan kzuangan;

20. Perusahaan berada dalam pengflasan khrsus dari reguldor tefkait yang dapat mempengaruhi

kdangsungan usah4

21. Pernbatasan kegiahn usatu ddl regulata tertat

22. Perubahan dau tidak tercapahya poyeksi karangan yang tdah dipublikasikan secaa material;

23. Adanya keiadian yang akan manyebabkan bertambahnya kewaiban keuaEan dau menurunnya

pendapatan Perusahaan secaa ndedal;

24. RestruKurbasi utang;

25. Penghartian dau p€ndupan sebagian dau sduruh segrnen usahq

26. Dampak yang bersiH mderial t€fhadap Perusahaan karena kdadhn yang bersifat mernaksa;

dan/atau lnfcmasi atau FaKa Material lainnya;

27. Serta pelaksanaan kebijakan tata kdda Perusahaan sepati Pedunan Pdaksanaal Tda Kdola

Perusahaan Yang Baik (GCG), Kode Etk Perusahaan, Kebiiakan Pengendalian Gratifikasi

Perusahaan, Sbtem Pdaporan Pdanggaran.
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lnfcmasi publik tersebut diatas dikelda dan disampakan oleh Coqorde Seoebry. Sdiap kayawan

bertanggung jawab manjaga kerahasiaan infornrasi sesuai kdenhrn yang balaku. Karyawan tidak bddt

membocorkan rahasia Perusdraan yang behubungan dangan kebiiakan dan berpengauh terhadap haga

saham.

Sesuai Peraturan Otaitas Jaa Kanangan Nonror 3i/POJK.0{2015, kderhikaan abs infdmasi atau faka

material oldr Perusdraan diatur sebagai berikut

'l . Situs Web walib memuat infamasi mengenai Emiten dau Perusahaan RrbH< yang tebuka unh* umum,

aktual, dan terkini.

2. lnfcmasi sebagaimana dimaksud di atas wajib:

a) Disaiikan dengan benar dan tidak nrenyesdkan mangenai keadaan Emiten atau Perusahaan

Publik;

b) Disaiikan secara jdas sdingga mudah dipahami; dat

c) Dapat diakse6 sdhp sad oldr semua pihak.

3. lnfannsi yang wajib dimuat mdiputi:

a) lnfamasi umum Emiten atau Penrsahaan Publik:

b) lnfcmasi bagi pernodal dau invedoc

c) lnfamasi tda kelda Perusahaan; dan

d) lnformasi tanSSung jawab soshl Perusahaan.

4. lnfsmasi umum Pausahaan paling kunang memuat

a) Nama, alamat dan kontak kantc pusd dan/atar kantor perwakilan di daerah No telepon, No

faksimile, dan ahmat surd el€Kronik yang dapat dihubungi;

b) Riwayat singkat Perusahaan:

c) Struhur oganisasi;

d) Struldur kepenrilkan peusahaan, mdipttti:

i. uraian tentang nama pernegang saham dan persedase kepemilikannya sethp d<hir buhn;

ii. lnfomasi margenai peflqlang saham utama dan pengendali perusahaan baik langsung

maupun tidak langsung, sampai kepada pemilk individu, yang disajikan dalam bentuk skema

atau diagram; dan

iii. Nann entitas anak perusahaan 6osiasi, perusahaal vsltua b€rsama dimana erniten dau

perusahaan publk memiliki pengendalhn bersama entitas, besdta persefitase kepemilikan

saham, birJang rsaha, dan stdus opaasi perusahan tersebd (iika ada);
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e) Profil Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan Corporate Secretary paling kurang meliputi:

. Foto;

. Nama;

o Riwayat jabatan, termasuk rangkap jabatan;

o Riwayat pendidikan; dan

o Hubungan afiliasi Anggota Direksi dan Anggota dewan Komisads dengan Anggota Direksi

dan/atau Anggota dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (iika ada);

. Nama dan alamat:

. Akuntan publik yang mengaudit laporan keuangEn emiten atau perusahaan publik dalam

Tahun berjalan;

o Pemeringkat efek tika ada);

o Wali amanat (iika ada); dan/atau

. Biro adminishasi efek (iika ada); dan

. Dokumen anggaran dasar.

Selanjutnya lnformasi isi Website ler updale selalu mendasarkan pada peraturan perundangan

khususnya di Pasar Modal.

U\PORAN RUTII.I PERUSAHAAT{

A. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Audited, disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3

(ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan;

Laporan Keuangan lnterim yang ditelaah secac terbatas oleh Akuntan Publik, disampaikan

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan lnterim dimaksud;

Laporan Keuangan disampaikan dalam benfuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen

elekkonik;

Laporan Keuangan berupa salinan dokumen elektronik disampaikan melalui website BEI yang

berintegrasi dengan website OJK (idxnet.co.id) dan website Perusahaan (www.pp-presisi.co.id)

Laporan Keuangan meliputi komponen sebagai berikut:

1. Neraca;

2. Laporan laba rugi;
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3. Laporan perubahan ekuitas;

1. Laporan aus kas;

5. Lapa'an hin serta nrateri psljdcan yang merupaka bagian intanal dari Lapoan Keuangan

jika dipasyardran oldr instansi yang bawenang sesuai derqa ietb ltdusfinya; dan

6. Catatan atas laporan katangan.

B. Laporan Tahunan

- Laporan Tatunan walb disampaikan paling lambat pada akhir bulan ka4 (keernpat) sdelah Tafun

buku berd<hir;

- Laporan Tahunan disampaikan dalam benhJk salinan dokumen cdak dan dd(umen dektonik;

. Lapoan Tahunan berupa salinan dokumo dektonik disampaikan ndalui Yuebsite BEI yang

berintegrai da4an websile OJK (irfind.coitl) dan weboite Pensahaan (wrrv.pp-pesbi.co.id)

- Laporan Tahunan wajib paf,ng sedkit memuat:

1. lkhtbar dda keuangan Penting;

2. lnformasi saham (jika ada);

3. Laporan Direksi;

1. Laporan Dwan Kombarb;

5. Profil emiten dau p€rusahaan publik;

6. Analisb dan pembahasan tnanaisnen;

i. Tata kdola emilen ahu perusahaan publk;

8. Laporan Tanggrng larab scial dan lingkungan emit€n dau pausahaan publik;

9. Lapolan keuangan Talunan yarg tdah diaudit; dan

10. surat p€rnyatan Anggcta Direksi dan Anggota dewan Komisarb tentarE tanggurg jawab atas

laporan Tahunan.

III, IilFORTASI PUBLIK

A. Sesuai dengan Peratuan otoilas Jasa Keuangan No 31lPOlK.04/2015

- Penggabungan usaha pernbahan usaha, pdeburan usaha atau pembentukan usaha pdungan;

- Pengajuan tawaran untuk pernbdian dek perusahaan lain;

- Pembelian atau pa,iuahn saham perusahaan yang nihinya mat€rial;

- Pendapatan baupa divilen yang bar biasa sifdlya

- Peroldtan atau k*ilangan kmfak perting;

- Penemuan baru atau prod* bau yarg nanberi nilaitambah Egi pensahaan;

. Panjuahn tambahan dek kegada nasyaakd dau secara terbata yang matefialiumlahnya;
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- Perubahan dalam pe,gendalian baik langsung maupun tirlak hngsung terhadap emiten atau

perusahaan puuik;

- Perubahan Anggda Direksi darr'atau Anggota Dewan KomMris;

- Pembdian kembali atau pelbayaran efek basifat uhl€ dan/atai suk*;

- Pemtre{ian atau pelualan asd yaq sifdnya penting;

' Persdisihan tenaga kaja yang d4at mengganggu opaaskmal perusahaan;

- Perkara hukum t€rhadap erniten dau perusahaan prtlk dan/dau fuEgota Direksi dan ktggota

dewan Kornisarb ernit€n dau p€tusahaan publik yang badampak ruterial:

- Pengganthn akuntan yang sedang diberi tuga margaudit ernitan dau perusahaan publik;

- Perubahan Tahun buku erniten dau perusahaal puHik;

- Perubahan pen(Bunaim mab uang pdapoan dalam laporan kalangan;

. Emiten atau p€rusdlaan pub[k berada dalam penga asan khusus dai reguldor terkait yang dapat

nrernpengaruhi kdangsungan usdla emiten atau pensahaan publik;

- Pembatasan kegiabn usaha emilen atau perusahaan pubfik ddt reguldot tertait;

- Perubahan dau tidak tercapainya proyeksi karangan yang tdah diputrftkasikan, secara material;

. Adanya k{adian yang akan maryebabkan batambahnya kflaiban keuangan dau menurunnya

pendapatan efi*ten dau perusahaan publik secaa mderial;

- Restuldurisasiutang;

- Penghentian dau penutupan sebagian dau seluruh segmen usaha

- Dampak yang bssifat rnaterialt€rhadap emiten dau pe.usahaan puUk ka€na kqadian yarp bersifat

memaksa;

- lnformasi atau fdrta nnterial lainnya.

B. Sesuai dengan Peraturan Ooritas Jasa Keuangan No 42POJK04/2020

- Transaksi dalam rangka rnernberikan dan/dau mendapat F,injaman;

. Transaksi dalam rangka mempaoleh, mdepaskan, dau menggunakan asd temasuk dalam rangka

men amm;

- Transaksi dalam rangka mempe'oldl, mdepakan, dau menggunakan iasa dau Efek sudu

Perusahaan dau Perusahaan Te*endali;

- Transaksi dalam rangka mangadd<an kotrak sdubungan dangan aldivilas pada pdn sebelumnya.

C. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Ksrangan tlo 17/POJK04/2020

- Transaksi material untr* penyerhan dalam badan usaha proye& dary'dau kegidan t,saha tertefltu;

- Transaksi material untuk pembdian, peniualan, pengalihan, fuka m€nuka asd atau segmen usaha;
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- Transaksi untuk pinjam meminFm dana;

- Transaksiuntuk menjaminkan aset; dan

- Transaksi urtuk memberikan jaminan perusahaan.

dengar nilai 20% (rfua prfuh perserdus) atil lebrh dai ekulas Perusahaan, yang dihkukal dalan sdu

kali atau dahm sudu rangkaian fansaksi untuk sudu fujuan dau kqiatan tatantu.

IV It{FORilASl YANG DIKECUALIKAil

Perusahaan dapd tilak membentan infamasi jika informasi tersebut temasuk ke dalam informasi yap

dikeqra$kan sesuai dengan Undang-Undang l,lo 14 Tahun 2008 tertang Keterbukaan lnfamasi Publk.

lnfornasi yang dikeoralikan tecebut apabila dibuka dan dberikan: dapat ,n€nghadat palegakan hukun

dapat mengganggu perlindungan hak at6 kekayaan intdel(ual dan perlindungan dari pesaingan rsaha tidak

sehat, dapd manbahayakan pertahanan dan keamanan negarA dapd mangungkapkan kekayaan alam

lndonesia, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dapd maugikan kepantilgan hubungn lua

negeri, dapat mengungkapkan bi ana dentik yang bersifd pribadi dan kanauan tszkhir ataupm wasid

seseorang, dapat mengungkap rahasia pflbadi, memorandum ata.r surd anta Badan Publik dau inha Badan

publik yang menurut strahya dirahasiakan keoiali atas putusan Kombi lnfomai atau pengadilan dan/abu

informasi yang tirlak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

V. MEXAT{ISME PEIGUNGKAPAil II{FORI'ASI

1. Corporate Se61etay berkocdinasi dangan divisi terkait dahm metnbuat laporan rutin dan lapqan

keterbukaan inlannsi Publik;

2. Caporate Seoetay rnenyampakan hporan rutin dan hporan keterbukaan infonnsi publik sesuaidengan

jangka waktu yang tatuang di dalam peraturan paundang - undangan yang bedaku;

Setiap laporan ntin maupun infcmasi publik yang dikduarkan ohh Perusahaar dapat diunduh mdalui

website BEI yang berintegrasi dengan website OIK (ilxnd.o.id) dan websle Perusahaan

f,lrv resEt.co
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BAGIAN KEEMPAT

KODE ET|K (CODE 0F CONDUCT)

Perusahaan m€ngupayakan penerapan Sandar etika terbaik dalam menialankan segenap aldivitas

usahanya sesuai dangan vbi, mbi dan nilai-nihi Perusahaan yang dimiliki melalui implarentasi Kod€ Bik.

Kode Etik merupakan sekumpulan norma, nilai, serta tindak perbudan yang diyakini oldl iaiaran Pausahaan

sebagai suatu $andar perihku yang kleal bagi Perusahaan.

Kode Etik yang berisi tentang pedoman dika usaha Gn dika keja ini akan dijadikan sebagai aaran bagi

lnsan PT PP PreshiTbk ariara lah: Dewan KmMris, Ogan Pendrkung Dervan Kornisarb, Dreksi, Ogan

Pandukung Direksi, dan Pegaai PT PP Presbi Tbk dalam menjalankan aktivitas bisnb serta bahubungan

dengan para pemangku k€pentingan (stakdrolders). Pensahaan menyadari bahwa huburgan yang baik

dengan Sakeholders dapd dicapai melalui integritas bisnis dalam sdiap aKivitas usaha Perusahaan.

Penjelasan Kode Etik d<an didur dahm dokumen tersendiri
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BAGIAN KELIMA

LAIN.LAIN

I. PENGELOLAANA}IAKPERUSAHAA}I

A" KeUjakan Umwn

1. Pembentukan Anak Perusahaan urrtuk pangembangan bbnb berkaitan dengan diversifikasi

usaha yang dilakukan dalam rangka memberikan nihi tambah dan mendukung bisnis utama

Perusahaan;

2. Pernbentukan Anak Perusahaan baik dengan cara Pendirian fuiak Perusahaan, Pendirian

Perusahaan Patungar dan/dau Pengambihlihan dengan nibi lebih dari 10% (sepuluh pemm)

sampai dengan 50oA (lima puluh persen) dai Jumlah Ekuitas Perusahaan maka haus

mendapatkan persduiuan dari Dewan Komisaris tedebih dahulu;

3. Kinerja Anak Pensahaan diuku dangan lndikato Kerja yang tadiridai aspek keuangan,

aspek opaasional, dan aspek adminisbasi. lndikato Kerja tesebut jugadidasakan pada ienis

industri tertentu, pangsa pasar brtantu (cafiive mrkdl, nihi tambah ekonomis (xonomic value

addedl M{drau nilai sfategis bagi Perusahaan;

4. Keputusan RUPS Anak Perusahaan tljak boldr bedenbngan dengan RJPP dan RKAP setta

Anggaran Dasa Perwahaan;

5. Setiap Anak Perusahaan dluntut untuk lebih maju dan mandiri agar [dak hanya mfigandalkan

pangsa pas tertenfu (captive narkel dari Perusahaan;

6. Setiap tansalsi anhra Perusahaan dengn Anak Pqlsahaan dilaksanakan berdasakan

kaidah bisnis yang sdrat

7. Penjualan sebagian atau sduruh saham Perusahaan pada Anak Perusahaan kepada pihak

lain dilakukan dalam rangka: (a) memperbaiki kinerja Peflisahaan dan Anak Pausahaat,(b)

memperoleh nilai tambah bagi Pausahaan, dan (c) mangurangi ken4ian/risiko yang lebih

besar.

8. Sebagai bentuk implementasi dari pengendalian andr Pqusahaan maka sethp anak

Perusahaan diwaiibkan unh* membedkan updde atas kondbi dan kinerla anak Perusahaan

pada setiap fiwuhn.

B. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisais Anak Perusahaan

1. Pengangkatan dan pemberhentian Dheksi dan Deuvan Komisaris furak Perusahaan didasakan

pada Anggaran Dasar Perusahaal.

2. Direksi dan Dewan Kornisarb Al,rd< Pensahaan harus tundd( pada Anggaran Dasar klak
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Perusahaan dan Perafuran perundang-undangan yang berlaku.

3. Dewan Komisaris Anak Perusahaan dipilih sedemikian rupa sehingga bebas dan segala

benturan kepentingan.

4. Dewan Komisaris Anak Perusahaan dapat berasal dari penruakilan Perusahaan atau peruakilan

dari Mitra Kerjasama yang mana dituangkan dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan;

5. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan diangkat dengan jangka waktu tertentu tanpa

mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan Direksi dan/atau

Dewan Komisaris Anak Perusahaan sewaktu -wahu.

C. Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham

'1. Setiap Pemegang Saham Anak Perusahaan mendapatkan perlakuan yang setara oleh

masing-masing Anak Perusahaan.

2. Setiap PemegangSaham Anak Perusahaan berhak memiliki suara sesuai dengan klarifkasi

dan jumlah saham yang dimiliki.

II. LINGKUNGAN, KESEI.AIiIATAI.I DAN KESEHATAN KERJA

A. Kebijakan Umum

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMN lainnya,

memenuhi peratumn perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan

kerja serta pelestarian lingkungan.

Melakukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dalam upaya

memberikan pedindungan optimal dari hal-hal yang dapat mengancam keselamalan dan

kesehatan pegawai.

Perusahaan memiliki komitrnen dalam rangka perbaikan berkelanjutan atas berbagai

infrastruktur yang berkaihn dengan SMK3.

Menyertakan partisipasi Pegawai Perusahaan sebagai bagian dari upaya peningkatan

pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

2

3.

4
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B. Perlindungan Lingkungan

Perusahaan memperhatkan 6pek lingkungan kaja Perusahaan dengan caa sebagai berikut:

f . iilenjaga kdestaian lingkungan.

2. lilefltaati psatuan paundang - undalqan dan $andar pangeldaan lingkungan-

3. Nldakukan paqddaan lingkungan sesuai dengar standar pogelolaan lingkungan dan

peratwan yag berlaku.

4. Itilelakukan penyesuaian <lan perbaikan yang terus menerus-

5. lvldakukan tindakan yang bersilat ponrctif <lan parentif untuk maqantbipasi keadaan

darurd.

6. irdakukan penreriksaan dan evaluasi secara berkala tehadap semua saana yang berada di

sekitar lokasikerja dan kartor Perusahaan.

7. ileningkafl(an wavasan mengenai lingkungan hilup bagisanua lnsan Pausahaan dan lftra

Kaia secana bakah

vP-coRsEc lvhr-LEGAL

)/ odr


